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ABSTRAK

Pembangunan proyek strategis nasional tentunya tidak akan terlepas dari proses
pengadaan tanah. Secara yuridis pengadaan tanah bagi peembangunan untuk
kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Lebih
spesifik dalam proses penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum atau pembebasan lahan regulasinya tedapat dalam Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Proses pelaksanaan pembebasan lahan
dilapangan realitanya masih ditemukan kendala serta konflik antara pemerintah
dengan pemegang hak atas tanah, sehingga menyebabkan tersendatnya proses
pembangunan fasilitas umum yang termasuk dalam proyek strategis nasional.
Permasalahan yang diangkat secara_spesifik diantaranya bagaimana kebijakan
pengadaan tanah dan kompens Y4 QUITZ pentmgan proyek strategis nasional?,
bagaimana pelaksanaan pe ;5 de jari- kompensasinya guna kepentingan
: skanstruksi kebijakan pengadaan

tanah dan kompensasifya guna:kepentingan proyek=strategis nasional?. Metode
ARCES lengan menitik beratkan
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ABSTRACT

Of course, the development of a national strategic project will not be separated
from the land acquisition process. In juridical terms, land acquisition for
development in the public interest is regulated in Law Number 2 of 2012. More
specifically, the process of implementing land acquisition for development for
public interest or land acquisition is regulated in Presidential Regulation Number
71 of 2012. The process of implementing land acquisition in the field is in reality.
There are still obstacles and conflicts between the government and the holders of
land rights, causing delays in the construction process of public facilities which
are included in the national strategic project. The issues raised specifically
include how the land acquisition p0|IC and its compensation for the benefit of a
national strateglc project? How i plementatlon of land acquisition and
Qtrateglc project? And how is the
reconstructlon of Iand acquisil \d i compensatlon for the benefit of

objects below

the market have hindered
the process rr to obtain legal
certainty an¢ ﬁonstruct existing

regulations, a compensation with

J
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RINGKASAN DISERTASI

“Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah Dan Kompensasinya Guna

Kepentingan Proyek Strategis Nasional”
A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

r . .
merupakal _ ma i sebagia = jusia disamping

o | .
sebagai st jhidupa 2 ; ah' melalui usaha

pertanian '@ ang akhirnye yang dijadikan
persemayama
Semenia 3 ‘:' "c‘:-. Nomor 5 Tahun

|
2A), mengatur tentang

.II 4 w0 l."
hak menguasai ‘-. -u! Ny' nm‘;-iu' Mﬂl& pada negara, sebagai
- A i i
organisasi. kekuasas - seluiul yal; e FL'W'WTI an.
\___ |

untuk mengatur dan-menyetenggarakal univkans-penggunaan, persediaan dan

ng tertinggi berwenang

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang
angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang

angkasa.

1 Abdurrahman, Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia,
(Bandung : Alumni, 1983), him 1.
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Berkaitan dengan kewenangan ini, untuk menyelenggarakan penyediaan
tanah bagi berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat mencabut
hak-hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara
yang diatur dengan undang-undang, apabila upaya melalui cara musyawarah gagal
membawa hasil. Dalam melaksanakan wewenang pengaturan tersebut, hal yang
sudah disadari oleh pembentuk Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok Pokok
Agraria, bahwa hukum tanah yang dibangun itu harus didasarkan pada nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri, yaitu hukum adat. Secara teoritik,

hukum tanah yang dibangun berdasarke

ai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
dan pencabutan hak atas ta ah 8gara untuk kepentingan umum harus

ih ada sejak tahun
1961 dengan telah be 3 : 0 Tahun 1961, kemudian

saat ini terdap'al aitu berlaku lang Nomor 2 Tahun
2012 tentang P"é_ an Tanah, -_ﬁlﬁ g terbart Vaitt ff)'engadaan tanah juga
diatur dalam Una {ﬁ*'*wg l@ﬂ%‘ﬁiﬂn{l‘ﬁ"’;? atang Cipta Kerja, secara
Khusus diatur a_:t‘;‘.::f.‘:::—"{\:-'“”;";f';';“" anah, sejarah jelas dapat

terlihat pada bagian 2 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini maka
diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

2 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : PT. Kompas Media
Nusantara, 2006), him 164.

%Reza A. A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-
Habermas, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), him 16.
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Perkembangannya masalah tanah makin  kompleks, sehingga
dimensinyapun bertambah terus mengikuti dinamika pembangunan bangsa ini,
antara lain dimensi yuridis, ekonomis, politis, sosial, religious magis, bahkan bagi
negara tanah mempunyai dimensi strategis.* Masalah yang kerap dihadapi
sehingga berakibat konflik adalah penetapan besaran ganti kerugian. Meskipun
demikian dalam regulasi yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja tidak mengatur tentang masalah nilai ganti kerugian.
Secara umum pada undang-undang cipta kerja mengatur tentang regulasi dalam

memermudah pembebasan lahan yang akan diprgunakan untuk kepentingan

umum.

warga masyarakat

f
seharusnya di perencan an’ infrastruktur yang

mendukung keé"i 1-! Myﬁ ?f M l.uﬂ‘ slosial ekonomi warga
masyarakat. Setida Al Iﬁs 1.-1‘.1.._[.,1&',%
'L :.. ya ”'J

menjadi lebih miskin

——

sebelum tanah dibebaskan—Periu

tentang lokasi tempat

pemukiman yang baru, harus ditata sesuai dengan rencana tata ruang daerah atau
kota, dengan diikuti oleh proyek konsolidasi tanah perkotaan atau pedesaan.

Konsekwensi dari pemikiran ini diharapkan agar pembebasan tanah ini sekaligus

“Darwin Ginting, Kapita Selekta Hukum Agraria, (Jakarta : Fokusindo Mandiri, 2013),
him 122.



akan terjadi pengembangan wilayah baru yang tertib dan membangun sentral-
sentral ekonomi baru bagi masyarakat.®

Berdasarkan fakta yang ada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum masih menimbulkan gejolak dalam praktiknya, dimana adanya
pemaksaan dari para pihak baik pemerintah yang menetapkan harga secara
sepihak maupun pemilik tanah menuntut harga yang dianggap tidak wajar,
sementara itu perangkat hukum yang ada belum mampu mengakomodir dua
kepentingan yang berbeda tersebut, akhirnya terjadi dengan cara pemaksaan dan

intimidasi terhadap masyarakat dalam:hal pengadaan tanah bagi pembangunan

%
C. Tujuan Peneliti UNISSULA
] m“—‘”»ﬂ"—? 'fﬁdm’l-'-‘huﬂn kan | pengadaan tanah dan

2. Untuk memahami dan menganalisa pelaksanaan pengadaan tanah dan
kompensasinya guna kepentingan proyek strategis nasional

3. Untuk menganalisis dan merekonstruksi agar dilakukannya rekonstruksi
kebijakan pengadaan tanah dan kompensasinya guna kepentingan proyek

strategis nasional.

SHandoyo Setiyono, tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum,
(online), (http://cahwaras.wordpress.com/2010.04,25, "pengadaan, diakses pada tanggal 05 Juni
2018, pukul 20.00 WIB).



http://cahwaras.wordpress.com/2010.04,25,

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kebijakan Pengadaan Tanah Dan Kompensasinya Guna Kepentingan
Proyek Strategis Nasional
Proses pelaksanaan pengadaan tanah terutama untuk pembangunan guna
kepentingan umum bahkan yang sudah masuk dalam proyek strategis nasional
tetap tidak dapat terlpas penggunaan tanah yang berasal dari masyarakat. Tanah
masyarakat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan melalui
proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.® Kebutuhan akan tanah terus

meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, yang membawa

konsekuensi  semakin /\\ akin tingginya nilai tanah dan

meningkatnya persamg

- S .7 :
dengan kebutuha " ‘&MM ( ] ~(;i_:em jaminan kepastian

dalam Und asar Pokok Pokok
Agraria atau AN Undang Pokok-
Pokok Agraria, ) Undang Undang

Dasar Negara"-._l csia iﬂ"h l-';:]kup agraria dalam
UUPA, yaitu n 1 'H.l' M ' ﬁ EI U Eu‘ kekayaan alam yang
terkandung dldala Pl L"f-mér“ﬁ‘t.ﬂ- -mg.--‘tll"ﬂ- JI,c’érmukaan bumi (tanah)

tubuh bumi, dan ruang-yang-ada-chbaws raif, Dengan demikian, tanah

merupakan bagian kecil dari agraria.® Dalam konteks ini, negara diberikan

wewenang untuk melakukan pengaturan, serta menyelenggarakan peruntukan,

® pamuncak, Aristya Windiana, Perbandingan Ganti Rugi dan Mekanisme Peralihan Hak
Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,
Jurnal, Jurnal Law and Justice, VVol.1, No.(1), 2016, him 3.

7 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Reklamasi Pantai, Jurnal,
Jurnal Mimbar Hukum, Vol.27, No.(2), 2015, him 28-42.

8 Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah, Jurnal,
Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.(1), 2013, him 283-292.
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penggunaan dan pemeliharaan terhadap sumberdaya alam dengan tujuan untuk
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.®

Muhamad Bakri menyatakan bahwa menurut sifat dan pada dasarnya,
kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara
berada ditangan pemerintah pusat. Daerah-daeah swatanta (sekarang Pemerintah
Daerah), baru mempunyai wewenang tersebut apabila ada pelimpahan
(pendelegasian) wewenang pelaksanaan hak menguasai tanah oleh negara dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Aparatur pemerintah tidak hanya

terfokus pada aparat pemerint sat semata, tetapi juga termasuk aparat

7N,

pemerintah daerah. Peran dar]. grintah daerah dalam rangka pengadaan

: serta berwenang
mengatur dan sieng ' Jagrahfiya menurut prinsip-
prinsip otonor'ﬁ_l anah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kebentin H "?f ﬁ m i ‘demikian, kewenangan yang
diberikan kepadz;L ; f'ﬂ'!!“l""f-y ":“i‘?'{ Jl-lnbwﬂ’«. 511y ;rus bersinergi dengan

program pemerlnt 1153 pemerintah daerah tidak

dapat dilepaskan dari pemerintah pusat. Sehingga dalam proses pengadaan tanah
untuk kepentingan umum, yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah tetap harus berlandasakan pada regulasi yang mengatur. Dasar

® Husen Alting, Konflik Penguasaa Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa
dan Pengusaha, Jurnal, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.(2), 2013, him 266.
10 Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), (Jakarta : Rineka Cipta,

2003), him 75.
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hukum atau sumber hukum yang dijadikan dasar dalam proses pengadaan tanah di
Negara Indonesia yang saat ini berlaku diantaranya:
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria;
(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

(5) Peraturan Presiden Nomor 71.Tahun 2012 Penyelenggaraan Tanah Bagi

(6) Peraturan Pre3| mor 56 Tahun 2018 Tentang

n.-Keg \Q.'l‘ﬂ ~ lomor 3 Tahun 2016 Tentang

(7) Per I\" ‘i’- ana S ‘?"- donesia Nomor
Te 3 : )3 23 aan Tanah

akunya N i 3 @an  baru-baru ini

memuat juga regulas epe _ :gan umum, secara

umum perubaha ‘“' Ti[b g cipta kerja adalah

\ /
Pasal 19, dimana\[ 'x! M!f '5;43 u ene ,ﬂk l’l: yang kurang dari 5
hektar dapat dilakl "\""!J"l*f' I’fﬁr *iﬂ nﬁ"hr! ang memperlukan lahan
R

=

dengan pemilik ha

pang paling krusial adalah
berlakunya Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan “Besarnya nilai Ganti Kerugian
berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
final dan mengikat".  Artinya dapal proses penentuan nilai tanah tidak
dilakukannya proses musyawarah antara tim penilai dengan masyarakat yang

memiliki hak atas tanah.
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2. Kelemahan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Kompensasinya Guna
Kepentingan Proyek Strategis Nasional
Pembebasan lahan merupakan masalah yang paling krusial dan
mempunyai konflik tinggi dalam pembangunan jalan tol. Kalau masalah ini tidak
segera diselesaikan, maka akan berdampak pada penundaan pembangunan jalan
tol, dan juga pada masalah-masalah lain yang terkait. Masalah pembebasan lahan
terutama terkait dengan ganti rugi tanah, sosialisasi, statuskepemilikan tanah,
adanya sengketa, munculnya spekulan tanah dan terlebih masalah ganti rugi

ekologis dari "“ " 2 Haterlal secara ekologis
perlu diperhitung s %" ntuk mereservasi

it pula proses
pengadaan fenah u num pembang : ) Semarang -Solo

f
1 terkait erat dengan

da_d
__ 2 taneh l for (2 !.u’ yang 5. i'tetapkan oleh panitia
pengadaan ' *'Wﬁuﬁ-w!fﬁr‘{j 2y .-mm:r j f)

oleh pemlli' . ANQoan

pada awalnya ditolak

rendah. Masyarakat
menggunakan NJOP tertinggi untuk masalah pembebasan lahan. Rata-rata,
warga minta harga 40 persen di atas harga normal.

2) Sengketa kepemilikan;
Banyaknya persengketaan kepemilikan tanah sehingga memicu konflik
antar sesama warga. Padahal, untuk membebaskan lahan harus jelas bukti-
bukti sertifikatnya. Persoalan lain juga muncul karena pengadaan tanah
melalui tanah makam atau wakaf. Untuk pengurusan pembebasan tanah
makam atau wakaf harus ke Badan Wakaf Indonesia (BFI).

Xiv



3)

4)

5)

6)

7)

Sosialisasi yang memakan waktu yang lama;

Kesulitan berikut terjadi karena terdapat jeda yang cukup lama antara
sosialisasi dan kesepakatan jual beli tanah dengan ketersediaan dana. Hal ini
menyebabkan pemilik tanah merasa tidak memiliki kepastian, dan
menyebabkan harga tanah naik, yang tentu tidak sesuai dengan kesepakatan
harga awal.

Sikap masyarakat yang kurang mendukung;

Persepsi pemilik tanah tentang hak terhadap tanah itu sendiri. Bagi sebagian

-Ungaran, ada
arakat bahkan ada

jatiilkendale-fersendiri X & - § f

0 2ot 2oteoliolust
Pembebasan nah Perhit o ML&

Proyek tOI JUTTTAT AT TY IV TU

ign hutan salah satunya

adalah hutan Penggaron seluas 22,2 hektar di Kabupaten Ungaran.

Pembangunan jalan tol yang melintasi kawasan hutan, sebelum dibangun
harus melakukan izin pinjam pakai kawasan hutan dan memberikan lahan

kompensasi.
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3. Bentuk Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah Dan Kompensasinya
Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan
tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah mana pun. Semakin maju
masyarakat, semakin banyak diperlukan tanah-tanah untuk kepentingan umum.
Sebagai konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak milik
individu (pribadi) berhadapan dengan kepentingan umum maka kepentingan
umum lah yang harus didahulukan®!. Landasan hukum dalam pengaturan masalah

tanah di Indonesia, terdapat dala

.,-33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Nt

Negara Republik Indone5|a ,

alam yang terkandung

pemerintah daerah, g 803 3 angan berdasarkan undang-

- L
undang untuk me ntuk kepenti Bih lanjut penjelasan
pengaturan me"r'q_ ) H H 1 ql ﬁ ‘.! !L gﬁ, ada pada kewenangan
Kerajaan Negeri‘g\I s, uf‘«‘a'r;,l"f éﬂ"’s 1’.(’#«*@7’“::}- f‘ ah Senarai/daftar |,

hrtan-Perfefnbs

Jadua/lampiran 1. Kesembitan;-Perlefribagaa widan (Konstitusi Malaysia).

Pihak Berkuasa Negeri (PBN) berkuasa atas, dan memiliki sepenuhnya, semua
tanah kerajaan di dalam negeri masing-masing termasuk semua galian dan mineral
di dalam atau di atas tanah bersangkutan. Pihak Berkuasa Negeri juga berkuasa

untuk melepaskan tanah-tanah kerajaan seperti yang diatur dalam Kanun Tanah

1 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (LP3ES :
Jakarta, 2006). him. 265.

12 Gunanegara, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pengadan Tanah, (Jakarta:
Tatanusa, 2016), him. 60
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Negara, Enakmen®® Pertambangan Negeri-Negeri dan Enakmen Hutan Negeri,**
termasuk semua hak pengembalian dan hak-hak yang diberikan di bawah undang-
undang tersebut.’®

Secara prinsip Undang-Undang pengadaan tanah di Negara Malaysia tidak
jauh berbeda dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah di Negara Singapura,
Berdasarkan Land Acquisition Act 41 of 1966 yang merumuskan apabila seorang
Presiden menyatakan bahwa suatu tanah diperuntukan untuk kepentingan publik,
maka pernyataan tersebut harus diumumkan pada berita negara (Gazette), dan

arus menyampaikan pengumuman tersebut

/v N

/2 an hak atas tanah,
5 N

penghasilan

ol
Areas Tempor Y 90 (PR ) an terkait tindakan

'. Mengalihkan penggtingan: hak atas tanah yang dimiliki

Negara China
de fﬂi" i'mu éa‘?‘;_hﬁ-m".ﬂrk?- / , sedangkan pengguna

'|
lahan membayar biaya~untuk-penggul ahan-yang tepat. Istilah maksimum

13 Enakmen adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Undangan
Negeri (kecuali Sarawak), dari Negeri-negeri (negara bagian) di Malaysia dan hanya berlaku pada
negeri tersebut, sama fungsinya dengan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia yang dibuat oleh
DPRD.

14 Akta Perhutanan Negara 1984 (the National Forestry Act 1984) menggantikan
Enakmen Perhutanan di Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia

15 Nik Mohd. Zain bin Haji Nik Yusof, ‘Pemilikan Tanah di Bawah Perlembagaan
Persekutuan dari Segi Dasar dan Perundangan’, dalam Ahmad Ibrahim, et.al., Perkembangan
Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan, (Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur,
1999), him. 425

16 Gunanegara, Loc.Cit, him 63.
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pengalihan penggunaan lahan yang tepat ditentukan oleh negara sesuai dengan
penggunaan, yang berarti jangka waktu maksimum untuk satu waktu transfer
Apabila ditinjau dari prospektif Hukum Islam, hubungan antara penguasa
sebagai suatu badan hukum (publik) dengan pemegang hak atas tanah sebagai
orang yang dikuasai ialah, penguasa dapat memperoleh hak atas tanah
sebagaimana halnya dengan badan hukum (privat) lainnya Caranya, dengan
melakukan hubungan hukum 2 (dua) pihak dengan pemegang hak atas tanah

dengan jual beli, tukar menukar dan hubungan-hubungan hukum lainnya yang

.,__.,3 glaan, dan jaminan

pengadaan i H'll}“ :ﬁ;:? e 44 ﬁgan umum, Islam
memperbolehkan' AR 5 i percabutan | ha

manakala ia tidak D1sa=menagunakan hak-miliknya-secara baik, sementara tidak

ilik dari pemiliknya

menemukan jalan lain untuk mencegahnya. Berkenaan dengan pembebasan tanah
atau pencabutan hak atas tanah.®
Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada

masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu

1 Muwahid, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Melibatkan Pihak
Swasta Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam
Volume 7, (No.1), April 2017 p-1SSN 2089-0109; e-1SSN 2503-0922

18 1bid
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dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan.!® Sebagai
subjek hukum, manusia memiliki peran yang esensial dalam mencapai keadilan,
kepastian dan kemanfaatan hukum. Meninjau Kepada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana ruh dari Peraturan
Presiden tersebut terletak pada poin ganti kerugian, serta penetapan nilai ganti
kerugian. Mengingat pada poin ganti kerugian merupakan faktor yang paling
menentukan akan pengambilan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Sehingga dapat dikatakan jalan atau.tidaknya pelaksanaan pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepenti stak pada proses penetapan nilai ganti
kerugian nya, terkait d . em|I|k| landasan untuk berfikir
pelaksanaan rek ! &y -H.~ a Peraturan Presiden
Republlk I garaan Pengadaan

_r'r;1aka kesimpulan
dalam penelitiat e : ksi Kebijakan Pengadaan
Tanah Dan
sebagai berikut:"‘-.__

/Strategis Nasional”

memiliki landasan=htiuny~begity’ pula-dalam-preses pelaksanaan pengadaan

tanah guna kepentingan pembangunan nasional. Pengaturan pengadaan tanah
guna kepentingan pembangunan nasional di Indonesia untuk saat ini berpijak
pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

19 Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan
Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Mazahib,VVol Xv, (No.1) Juni 2016, ISSN 1829-9067;
EISSN 2460-6588. him 22
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012 Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Berlakunya undang-undang_gipta kerja yang disahkan baru-baru ini

N

memuat juga regulasi tentan__ per anah untuk kepentingan umum, secara

tﬁ! n“ &@- ah yang kurang dari 5
ﬁ 1% {ﬁ‘ nemperlukan lahan
anah. Sed : jykrusial adalah

anti Kerugian
a'ayat (1) bersifat
__n|Ia| tanah tidak

2N masyarakat yang

. Penetapan besa F[F N ’ q'l n.fl M gu.l 1& )¢ f'hitungan berdasarkan
ketentuan Perpres *"-'ﬂﬂl"!'-,!n’ Iﬂ Q’Fl‘r'rl.-‘qf;ﬂ:ﬂ-‘fLPl Tahun 2006 Pasal 15
'|

sasarkan atas: (a) Nilai Jual

Objek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek
Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga atau Tim penilai harga
tanah yang ditunjuk Panitia, (b) Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat
daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan, (c) Nilai jual tanaman yang
diatur oleh instansi perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang

pertanian.
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Permasalahan-permasalahan bentuk ketidak adilan dalam proses
pengadaan tanah untuk proses pengadaan tanah guna kepentingan umum jalan
tol Semarang-Solo diantaranya:

(1) Pengadaan tanah belum dilakukan secara simultan dengan konstruksi
(2) Badan Usaha bersedia menanggung biaya tanah tapi keberatan atas
risiko yang timbul dari sisi waktu dan besaran harga tanah

(3) Pelaksanaan di lapangan yang berlarut-larut akibat proses yang

panjang dalam musyawarah dan spekulan tanah.

in |
MNISSIILA
m*-u-a-?'@ebmw

Tabel. 1. Rekomehdas Pasal yang akan di rekonstruksi pada Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012.
Bunyi Pasal Sebelum Bunyi Pasal Pasca

NO| Pasal ) )

Rekonstruksi Rekonstruksi
1 1 [10.Ganti kerugian adalah | 10.Kompensasi layak adalah
penggantian yang layak dan adil penggantian  yang  adil
kepada pihak yang berhak dalam kepada pihak yang berhak
proses pengadaan tanah. dalam proses pengadaan

tanah.
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63

1) Penetapan besarnya nilai ganti

kerugian dilakukan oleh ketua
pelaksana  pengadaan  tanah
berdasarkan hasil penilaian jasa
penilai atau penilai publik.

1)

Penetapan  besarnya nilai
Kompensasi layak dilakukan
oleh ketua pelaksana
pengadaan tanah berdasarkan
hasil penilaian jasa penilai
atau penilai publik.

65

3)

A)

Penilai  bertugas  melakukan

penilaian besarnya ganti kerugian
bidang

meliputi:
tanah;

per bidang tanah,

|an sebagalmai
Py .

L\ Azl ] 2aatey o)

paa

pada ayat (1), oleh penilai
disampaikan kepada  ketua
pelaksana  pengadaan  tanah

dengan berita acara penyerahan
hasil penilaian.

Besarnya nilai ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dijadikan dasar musyawarah
untuk menetapkan bentuk ganti
kerugian.

1)

ot pidanganan | | § .

4)

Penilai bertugas melakukan
penilaian besarnya
Kompensasi layak bidang per
bidang tanah, meliputi:

tanah;

ruang atas tanah dan bawah
tanah;

bangunan;

. tanaman;

. benda yang berkaitan
dengan tanah; dan/atau

gian lain yang dapat

Ipakan nilai pada
uman penetapan

mbangunan  untuk
an umum.
Kompensasi  layak

?; )@na dimaksud pada
1), merupakan nilai
~untuk bidang per

Kompensasi

berdasarkan  hasil

oleh penilai
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), oleh penilai
disampaikan kepada ketua
pelaksana pengadaan

tanah dengan berita acara
penyerahan hasil penilaian.
Besarnya nilai Kompensasi
layak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijadikan dasar
musyawarah untuk
menetapkan ganti
kerugian.

bentuk
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5 68 | (3). Musyawarah sebagaimana (3). Musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara langsung | dilakukan secara langsung
untuk menetapkan bentuk | untuk menetapkan bentuk
ganti kerugian berdasarkan | Kompensasi layak
hasil penilaian ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian
sebagaimana dimaksud dalam | ganti kerugian sebagaimana

Pasal 65 ayat (1). dimaksud dalam Pasal 65 ayat
().
6 74 |1) Pemberian ganti kerugian dapat [L) Pemberian Kompensasi layak
diberikan dalam bentuk: dapat diberikan dalam bentuk:
a. uang; a. uang;
b. tanah pengganti; _ b. tanah pengganti;
C. [ ¢. permukiman kembali;
d. d. kepemilikan saham; atau
e. e. bentuk lain yang disetujui

oleh kedua belah pihak.
entuk  Kompensasi  layak
imana dimaksud pada
baik berdiri sendiri
ungan dari
bentuk ganti
érikan sesuai
ganti kerugian
dlnya sama dengan
g / ditetapkan oleh

: Jeliti diatas, dimana

ketentuan dal;'t 1\ M M l & '_'5 w ﬂ,,, A I.éfhun 2012 tentang

\ ™ LB = = .

Penyelenggaraan | f -ﬂ.-#.*.”-LLtaLk I;@*'- Bagi Pernbang j.- Untuk Kepentingan
i

Umum, dimana pa :"'“:“':':‘":“:‘*'e"-*:"“""-'-'-"-"- )at pada ketentuan pasal-

pasal yang menjadi ruh dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Adapun
pasal yang akan direkuntruksi adalah Pasal 1 ayat (10), Pasal 63 ayat (1), Pasal 65
ayat (1), Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 68 ayat (3), serta Pasal 74 ayat
(1) dan ayat (2).

F. Saran

1. Perlunya regulasi yang mengatur tentang pemberian kompensasi layak

kepada masyarakat mengingat dimana hak atas tanah yang dimiliki akan
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diambil oleh pemerintah, sehingga masyarakat dalam melepaskan tanah yang
dimuliki tidak akan mengalami kerugian akan tetapi menerima keuntungan
mengingat yang diterima adalah dalam bentuk kompensasi layak bukan lagi
ganti kerugian.

. Agar terciptanya rasa keadilan dalam proses pemberian ganti kerugian atas
tanah yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum, maka Tim penilai
juga harus memperhatikan kondisi kearifan lokal masyarakat yang
berkembang. Sehingga masyarakat tidak lagi merasa dirugikan karena

mendapatkan keuntungan atas *- elepasan hannya Kemudian bisa tercapainya

1. Memberil.él ' Ikeadilan mengenai
pengadaan 18 ! ! M H "-': ﬁ !m b ﬁ
hukum dan pe 1,":‘-'-"-'-" llqg,.W@ﬁbL‘gLWb /

i gan akademisi, badan

aalam mengembangkan dan

memaksimalkan peran undang-undang yang ada terkait masalah pengadaan
tanah.

. Dapat menjadi sarana dalam mengevaluasi terkait masalah peraturan yang
selama ini berlaku dan mencari kelemahan yang secara strategis dapat
dirubah sehingga peraturan yang ada dapat maksimal berdasarkan asas
keadilan dan kemanfaatan.
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SUMMARY OF DISSERTATION

" Reconstruction of Land Acquisition Policies and Their Compensation for
the Interest of National Strategic Projects™

A. Background
In order to create a just and prosperous society based on Pancasila and the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the government needs to carry out
development in all aspects of community life. One of the government's efforts in

interest. One important aspect.of-d iment is the need for land. Land can be
valued as a fixed object that ¢ i

state which
people, at
designation,

d administer the
and space; determine

space; determing,

gulate leqal reiat ; , eople and legal actions
concerning the ea \ Hi". “ il ?4? p E-h .-
In connectig Al r‘_f, I 1’-2%',9 Jr’llovide land for various

needs of the community-and the state, the-government-can revoke land rights by
providing appropriate compensation according to methods regulated by law, if
efforts through deliberation fail to bring results. In exercising this regulatory
authority, what the makers of the Basic Agrarian Basic Regulations Law have
realized, that the law of the land being built must be based on the values that live
in Indonesian society itself, namely customary law. Theoretically, land law which

20 Abdurrahman, Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia,
(Bandung : Alumni, 1983), him 1.
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is built based on the values that live in the community, and revocation of land
rights by the state for the public interest must be carried out by providing
appropriate compensation and as much as possible must be obtained through
deliberation.?? So the taking of land rights for the public interest
should be accepted and obeyed by the community, so that disputes will be
relatively rare. However, in reality, land acquisition for public purposes has
resulted in many disputes between the government and land owners.?2

Land procurement for public purposes itself has existed since 1961 with
the enactment of Law Number 20 of 1961, then currently there are other
regulations, namely the enactment ofil.aw Number 2 of 2012 concerning Land

12 concerning
¢ Interest was

issued |

Th “ nd proble sing plex, so that the
dimensions Iy ‘of this nation's
development, ‘3¢ A Iﬂﬂo‘l ,social, religious and
magical dimens o1 the AN ' ic dimension.”® The
problem that offe UNISSULA n of the amount of

compensation. I-i Ve st recent regula ely Law Number 11 of
2020 concerning', h C '!"J’ 'é%bml‘? : J.-"Iissue of the value of
compensation. In generat the work of copyright-faws-governing the regulation of
the land acquisition memermudah will diprgunakan in the public interest.

2L Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : PT. Kompas Media
Nusantara, 2006), him 164.

22 Reza A. A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas,
(Yogyakarta : Kanisius, 2007), him 16.

2 Darwin Ginting, Kapita Selekta Hukum Agraria, (Jakarta : Fokusindo Mandiri, 2013),
him 122.
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In the case of compensation and resettlement processes, it must be
followed by activities to restore the socio-economic life of the community. Efforts
are needed to restore their economic activities by taking into account the losses
suffered by residents affected by the impact of land acquisition. For residents of
the community, previously land was a valuable asset, as a place of business,
farming, gardening and so on, are forced to lose this asset because they are moved
to a new residential place. The selection of a new residential location for
community members should be accompanied by planning for infrastructure
development that supports activities in efforts to restore the socio-economic life of

the community. At least the col ity will not be poorer until the land is
freed. It is necessary to thi : ation of the new residential place, it
must be arranged in acc alor city spatial plan , followed by
urban or rural land guence of this thought is that

or the public

interest sti | : G 6m the parties,
both the go sermme ' __ ; i ’owner demands
a price that | I l'instruments have
not been able-t e different interests

. "'"J, & Jall § community in terms
of land acquisit"n, URNISSULA '
B. Formulatlli- Mhﬁ‘%%l@

national strategic projects?

2. How is the implementation of land acquisition and compensation for the
benefit of national strategic projects?

3. How to reconstruct land acquisition policies and compensation for the
benefit of national strategic projects?

24 Handoyo Setiyono, tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum,
(online), (http://cahwaras.wordpress.com/2010.04,25, "pengadaan, diakses pada tanggal 05 Juni
2018, pukul 20.00 WIB).
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C. Research purposes

1. To understand and analyze land acquisition policies and compensation for
the benefit of national strategic projects.

2. To understand and analyze the implementation of land acquisition and its
compensation for the benefit of national strategic projects

3. To analyze and reconstruct the reconstruction of land acquisition policies
and compensation for the benefit of national strategic projects .

D. Research Results and Discussion

1. Land Acquisition Policy and Compensation for the Interest of

-

National Strategic Pg' -

The process of im’ ff isi ion, especially for development

for the public interest, & "/ elthat have bee d in the national strategic
i : g-originating from the

urposes through
nd continues
h|ch leads to
petition for land. 2

1960 concernlng. : }r tter known as UUPA
(Agrarian Law) wi of the State Basic Law.
Republic of Indone UUPA, which includes
earth, water, space and natural resources contained therein. The scope of the earth
includes the earth's surface (land), the body of the earth, and the space under the

25 pamuncak, Aristya Windiana, Perbandingan Ganti Rugi dan Mekanisme Peralihan
Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012, Jurnal, Jurnal Law and Justice, Vol.1, No.(1), 2016, him 3

26 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Reklamasi Pantai, Jurnal,
Jurnal Mimbar Hukum, Vol.27, No.(2), 2015, him 28-42.
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water's surface. Thus, land is a small part of agriculture.?” In this context, the
state is given the authority to regulate, as well as carry out the designation, use
and maintenance of natural resources with the aim of providing welfare to the
community.?

Muhamad Bakri stated that by nature and in essence, the state's authority
which derives from the right to control land by the state is in the hands of the
central government. Swatanta regions (now Regional Governments), only have
this authority if there is a delegation (delegation) of authority to exercise control
over land by the state from the Central Government to the Regional

Government. The government appatatus is not only focused on the central

and acquisition for the
J“ ever, the application

)¢ in synergy with the

,,..",' H .l' & # “ E‘% l/ ftf;overnment cannot be
separated from th‘q ( w ﬁf__ j Ldﬂw*“' ’('I:ess of land acquisition

hy-the—central~government and regional
governments, it must still be based on the governing regulations. The legal basis

27 Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah,
Jurnal, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.(1), 2013, him 283-292.

28 Husen Alting, Konflik Penguasaa Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa
dan Pengusaha, Jurnal, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.(2), 2013, him 266.

2 Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), (Jakarta : Rineka Cipta,
2003), him 75.
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or source of law that is used as the basis for the land acquisition process in the
State of Indonesia which currently applies include:
(1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
(2) Civil Code;
(3) Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations ;
(4) Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for
Public Interest;
(5) Presidential Regulation Number 71 of 2012 Administration of Land for
Development for Public Interest;

also includes 3 asts, in general the
most prominent.am 0 CoJ 3 {-rticle 19, in which
article the lanc S 35S, the can be done directly
from the party r i » f'title. Meanwhile, the
most crucial thir'i : : : ph (3) which states "The

] "l Appraiser's assessment
as referred to in paragraph(L)isfinal and-hinding*“Fhic means that in the process
of determining land value there is no deliberation  process
between the appraisal team. with communities who have land rights .

2. Weaknesses in the Implementation of Land Acquisition and
Compensation for the Interest of National Strategic Projects
Land acquisition is the most crucial problem and has high conflicts in toll
road construction. If this problem is not resolved immediately, it will have an
impact on delays in toll road construction, as well as on other related
problems. Land acquisition issues are mainly related to land compensation,
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socialization, land ownership status, the existence of disputes, the emergence of
land speculators and, moreover, the issue of compensation for Perhutani land used
for toll roads. The thing related to land acquisition is that Perhutani land
acquisition is actually not only related to the compensation value, but what needs
to be considered is the ecological value of the forest area which has
been converted. Ecologically immaterial values need to be taken into account in
terms of pollution reduction, ability to conserve water, and aspects of food
security.

As is generally the case at the National level, likewise the land acquisition

'E

_‘: 'co_nf_licts between
A P II,Jcertlflcate must be
clear. Ano u “ - $ s u '“ ﬂ Ifﬂisition through grave

land or wagf, To takecare aves or wagf must go to

the Indones'i "ﬁwléz .

3) Socialization that takes a tong ti
The following difficulties occurred because there was a long lag between
the socialization and the land sale and purchase agreement with the
availability of funds . This causes landowners to feel uncertain, and causes
land prices to rise, which of course are not in accordance with the original
price agreement.

4) Community attitudes that are less supportive;

Perceptions of landowners regarding rights to the land itself. For some
communities, it is understood that land rights are the only party entitled to

and cannot be contested ownership of the Iland. Efforts made
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by other parties , in this case the government, are to make the land a public
facility (toll road) even though it has been carried out in accordance with
procedures.

5) Land speculators who come into play.
The problem is getting worse because for the Semarang-Ungaran location,
there are other parties (brokers) who are playing. Some communities even
use these third parties to represent the interests of several land owners.

6) The number of factory locations and cottage industries along the Ungaran-
Bawen toll road is also a problem in itself.

7) Land acquisition for Perhutani,....

Semarang-Solo toll road. oige

|
3. Forms ¢ sation Policies
for the |

gst is a demand that
cannot be awv the society is, the
more land is g w iving as a state and
society, if indiv private) property nC he public interest, then
the public inter. u N ' *S u". ‘""ﬁ afrsis in regulating land

A\ C PTECEUC]

issues in IndonéL M’MLEE%E?,LM#L} :/- aph (3) of the 1945
Constitution of thl : “The land, water and
natural resources contained therein are controlled by the state and used to the
maximum extent possible. prosperity of the people ". Implementing the provisions
of this article, the Law No. 5/1960 on Basic Agrarian Regulations was
promulgated.

Whereas related to land acquisition in the State of Malaysia is regulated in

the Land Acquisition Act 1960, Broadly speaking, the law regulates basic matters

30 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (LP3ES :
Jakarta, 2006). him. 265.
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including that federal, state, local government, state officials, have the authority
under the law to holding land for public purposes.®! [12] Further explanation
regarding the arrangement of land in the State of Malaysia is under the authority
of the Kingdom of the Land, as allocated under Senarai / list I, Jadua / attachment
I. Ninth, the Union Institution (Malaysian Constitution). The State Authority
(PBN) has control over, and fully owns, all royal lands in their respective
countries including all minerals and minerals in or on the land concerned. The
State Authority also has the power to release royal lands as regulated in Kanun
Tanah Negara, Enakmen®? Domestic Mining and Land Forest Destruction,®
_including all rights of return and rights.granted under the statute.>*

the Land Acquisition- g\
land is inten 0 agt t t be announced at
f’ & A of g “J-must deliver the

rdl ‘ il 7 related to
\ 1 ! > ' Jeragraph 1 Land

of land right ¢ - : n els and the decline.

G2
_ M !‘lﬂ ﬂ 5 & u L ﬂ. engadan Tanah, (Jakarta:
Tatanusa, 2016), him. I I !;II oLt "9
i1 perund buat oleh Dewan Undangan

(&
Negeri (kecuali Sarawa'k),‘dari‘N‘eg@anEgeri"(m aysia dan hanya berlaku pada
negeri tersebut, sama fungsinya dengan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia yang dibuat oleh

DPRD.

33 Akta Perhutanan Negara 1984 (the National Forestry Act 1984) menggantikan
Enakmen Perhutanan di Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia

34 Nik Mohd. Zain bin Haji Nik Yusof, ‘Pemilikan Tanah di Bawah Perlembagaan
Persekutuan dari Segi Dasar dan Perundangan’, dalam Ahmad Ibrahim, et.al., Perkembangan
Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan, (Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur,
1999), him. 425

35 Gunanegara, Loc.Cit, him 63.
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Meanwhile, the use of land rights in China is known as 'land use rights',
this is regulated in writing in “ the People's Republic of China Assignment and
Transfer of Use Rights of State Owned Land in Urban Areas Temporary
Regulations, 1990 (PRCLUR). Meanwhile, in relation to China's action to transfer
the use of land rights owned by land users for a fixed amount each year, land users
pay a fee for proper land use. The exact term of the transfer of land use is
determined by the country according to the use, which means the maximum
period of time for one transfer

When viewed from the prospective of Islamic law, the relationship
between the ruler as a legal entlty, ublic) and the holder of land rights as the

person under control is tha - D a|n rrghts to land as is the case with
other (private) legal entit nd rights holders by buying and
selling, exchanglng t-can transfer land rights in a
civil relationship. 1d obligations between
the parti ] on the other
party. Ac as adopted at
that time ,e guarantee of

{denying harm and
attracting bene el ¢ ] /Islam are aimed at

benefits of therr" 0 r'l for development for
public purposes, property rights from the

prevent it. With regard to land acquisition or revocation of land rights.’

36 Muwahid, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Melibatkan Pihak
Swasta Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam
Volume 7, (No.1), April 2017 p-1SSN 2089-0109; e-ISSN 2503-0922

37 1bid
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In principle, law was created to give trust to society (humans) in the
different interests of humans from one another with the aim of creating welfare.®
_As legal subjects, humans have an essential role in achieving justice, legal
certainty and benefit. Reviewing the Presidential Regulation Number 71 of 2012
concerning Implementation of Land Acquisition for Development for Public
Interest, where the spirit of the Presidential Regulation lies in the point of
compensation, as well as the determination of the value of compensation. Given
the compensation points is the most decisive factor will capture parcels of land
owned by the public. So it can be said that the road or not the implementation of
land acqmsmon for development_f ’ eneral interest lies in the process of

“ ' ctlon of several articles in the

%\3‘;'{%1-1'? 3 ! e Iaumber 71 of 2012

legal basis"-,. 3 ng land acquisition for
the benefit '“ of land acquisition for
the benefit 'Of~nationat—devélopment—in—tndonesia is currently based
on statutory regulations, namely the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia, the Civil Code, Law Number 5 of 1960 concerning Basic
Agrarian Regulations , Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition
for Development for Public Interest, Presidential Regulation Number 71 of
2012 Administration of Land for Development for Public Interest,

38 Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan
Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Mazahib,Vol Xv, (No.1) Juni 2016, ISSN 1829-9067;
EISSN 2460-6588. him 22
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Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 56 of 2018
concerning Second Amendment to Presidential Regulation Number 3 of
2016 concerning Acceleration Implementation of National Strategic
Projects, and Regulation of the Head of the National Land Agency of the
Republic of Indonesia Number 5 of 2012 concerning Technical Guidelines
for Land Acquisition Implementation.

The enactment of the working copyright law which was recently passed
also includes regulations on land acquisition for public interests, in general the
most prominent amendment to the working copyright law is Article 19, in which
article the land acquisition proce than 5 hectares. can be done directly

ner of the land title. Meanwhile, the

{a.x Obijects or real /
Tax Objects for the

ency or Team for

'- UNISSULA
: I ge, (b) Value sale of
buildings é M'&%ML& Js"l responsible for the

g-vatue-of plants regulated by the regional
apparatus agency responsible for agriculture.

Problems in the form of injustice in the land acquisition process for the
land acquisition process for the public interest of the Semarang-Solo toll road
include:

(1) Land procurement has not been carried out simultaneously with

actual va
current

construction
(2) The Business Entity is willing to bear the cost of land but objections to
the risks arising from the time and amount of land price

XXXVi



(3) Prolonged implementation in the field due to a long process of
deliberation and land speculators.

3. The spirit of the Presidential Regulation as well as the statutory regulations
regarding land acquisition for the public interest lies in the points of
compensation, as well as the determination of the value of
compensation. Given the compensation points is the most decisive
factor will capture parcels of land owned by the public. So it can be said that
the road or not the implementation of land acquisition for development for the
general interest lies in the process of determining the value of compensation,

related to this, researchers have.a.
of reconstruction of sev
Republic of Indonesia:

Land Acquisiti m ¢ terest. The articles to be
reconstructe . | S
--__.-""' J',r \ 7,
I'. Il-I Il\.ll
Tabe l." " 1) ' ) Presidential
== e /
N | Arti econstruction
O| cle | tion rticle
1] 1 mpensation is a fair
On to entitled parties
1 i t acquisition process.
) y
X f
2| 63 |1) ° ) ad of land acquisition
exe tor shall determine the
amount of compensation | amount  of  appropriate

value based on the results of the

sis for thinking about the implementation
_the Presidential Regulation of the
concerning the Implementation of

compensation value based on

b. above ground and
underground space;

a. building;

appraisal or public appraisal the results of the appraisal
service appraisal. service appraisal or public
appraiser.
3| 65 |1)Appraiser is tasked with | 1) Appraiser is tasked with
assessing the amount  of assessing the amount of
compensation per plot of land, appropriate compensation per
including: plot of land, including:
a. soil; a. soil;

b. above ground and
underground space;
c. building;
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b. plant; d. plant;
C. objects related to land; and e. objects related to
/or land; and / or

d. other assessable losses . f. other assessable losses .
66 | 1) Thevalue of compensation as | 1) The value of the appropriate
assessed by the appraiser as compensation that is assessed
referred to in Article 65 is the by the appraiser as referred to
value at the time of the in Article 65 is the value at
announcement of the the time of the announcement
determination of the of the determination of the
construction location for public construction location for the
interest public interest.
2) The value of compe ' 2) The appropriate compensation
)0 value as referred to in
paragraph (1) is a single

value for parcels per plot of

#, Sy the appraiser
), in paragraph

Y, sh mitted by the
ofd ' the  chief

) _iéition with  an
eport on the
of the results of
assessment.

*‘p H ! $ 3 u l- AEi. i;unt of the value of
I é@bwmh J ropriatg compensation

sed as the basis for
deliberation to determine the
form of compensation.

68 |The deliberation as referred to in [). The deliberation as referred to
paragraph (1) shall be conducted | in paragraph (1) shall be
directly to determine the form of | conducted directly to determine
compensation based on the results | the  form  of  appropriate
of the assessment of compensation | compensation based on the
as referred to in Article 65 | results of the assessment of
paragraph (1). compensation as referred to in
Article 65 paragraph (1).

74 | 1) Providing compensation can be | 1) Appropriate compensation
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given in the form of: can be given in the form of:

a. money; a. money;

b. replacement land; b. replacement land;

c.resettlement; c. resettlement;

d. shareholding; or d. shareholding; or

e. another form agreed upon e. another form agreed
by both parties. upon by both parties.

2) The form of compensation as | 2) The form of appropriate
referred to in paragraph (1), compensation as referred to
either  stand-alone or a in paragraph (1), either
combination of several forms independently or in
of compensation, is given in combination of several forms
accordance with the value of of compensation, shall be
the  compens . whose given in accordance with the

nominal
value

value of compensation whose
| nominal is the sameas the
.. value determined by the

aup{aiiser.

f .
3 ;of pasa l-articles

which are th __."e Year 2012. The
articles to be ré cle 63 paragraph (1),
Article 65 pargg le. 6 5 D and (4), Article 68

paragraph (3), as Wellies Article 74 paragteph (1) and paragraph (2)
\\ e2lld)l Sonlostioluinla /
F. Suggestion

1. The need ;‘or regulations 'aovernlng the provision of appropriate
compensation to the community considering where the rights to land
owned will be taken by the government, so that the community in
releasing the land they own will not suffer losses but will receive benefits
considering that what they receive is in the form of appropriate
compensation, not compensation anymore. .

2. In order to create a sense of justice in the process of providing
compensation for land that will be used for public interest, the assessment
team must also pay attention to the condition of the developing

XXXiX



community's local wisdom. So that people no longer feel disadvantaged
because they get benefits from the release of their clothes. Then a
reasonable price agreement can be reached and it can be said that the
community gets proper compensation.

3. Referring to the regulations regarding land acquisition that have not been
able to provide legal protection and provide a sense of justice for the
community, it is necessary to reconstruct several articles in Presidential
Regulation Number 71 of 2012 concerning the implementation of land
acquisition for development in the public interest.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

) anan penting dalam
@ )/
arakat'dianta scbao a dan prasarana dalam
UiissuLa
1 s m&!u:&!i}- lé%,ﬂiﬁh‘gﬁﬂ{el 0DE

an. Tanah juga merupakan

dinilai sebagai benda

tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber
penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan
perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi

seorang yang meninggal dunia.t

1 Abdurrahman, Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia,
(Bandung : Alumni, 1983), him 1.



Semakin bertambahnya jumlah penduduk, akan bertambah pula kebutuhan
akan tanah, tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan luasan tanah yang bersifat
tetap. Akibatnya akan semakin sulit pengadaan tanah yang akan digunkan untuk
pembangunan proyek strategis nasional, karena setiap jengkal tanah sudah ada
yang menguasai dan menggunakannya, disamping itu harga tanah semakin tinggi.

Untuk itu diperlukan hukum tanah nasional yang dapat mengatur penyelenggaraan

penggunaan tanah agar tercipta ketertiban dan menjamin kepastian hukum bagi

23
o
. -
a o

N\ | '1." " afe o I3
W ikuasai oleh negara

&9 LN
w W @ :.u;f‘ w 1 ﬁ ﬁat”. Alasan mengapa

bumi, air dan kek "‘Hu“!«y !LW“HJ.:(:EEH‘-- itu harus dikuasai oleh
i
negara adalah karena bumi, air dan ke

merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat.

terkadung di dalamnya

Sementara itu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), mengatur tentang hak
menguasai dari negara yang memberi wewenang kepada negara, sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat, pada tingkatan yang tertinggi berwenang

untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan



pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang
angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang
angkasa.

Berkaitan dengan kewenangan ini, untuk menyelenggarakan penyediaan
tanah bagi berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat mencabut

hak-hak atas tanah deng i iti k_e;rugian yang layak menurut cara

yang diatur den

membawa ¢ ai-tersebut, hal yang
sudah d| Pokok-Pokok
Agraria, ba b pada nilai-nilai

yang hiduh'. ¥ 3 : kum adat. Secara
teoritik, hukur

b
masyarakat, dan n\ w N a ‘(I;‘; Q @j 4b & k kepentingan umum

i j- L 1] J
harus dilakukan 'dengai ~u'-'-'-h '@‘?L‘“ |=ln:(-.--.1hr!,u;\- ng layak dan sedapat-

i

i
dapatnya harus diperofetr metatur musya

untuk kepentingan umum, seharusnya akan diterima dan dipatuhi oleh

a pengambilan hak atas tanah

masyarakat, sehingga sengketa akan relatif jarang terjadi. Akan tetapi
kenyataannya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ternyata banyak

menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan para pemilik tanah.?

2 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : PT. Kompas Media
Nusantara, 2006), him 164.

SReza A. A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-
Habermas, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), him 16.



Selanjutnya atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tersebut di atas, dalam Pasal 4 ditentukan
adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang
perorangan atau badan hukum dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Berdasarkan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1860 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

-
i
e

Agraria sendiri juga menyatak

Semua hak atas tanah mempunyai

Penggunaan tanah
a haknya sehingga

s
w W gﬁ W W—& g dimilikinya maupun

LT L
*v:"‘!le!ﬂ.kg !@;ﬁ.‘rgﬂng‘ﬁmr%@- dalam keadaan tertentu

oleh kepentingan umum (masyarakat).

Menurut Maria SW Sumardjono, mengatakan bahwa fungsi sosial inilah
yang kadang kala mengharuskan kepentingan pribadi atas tanah dikorbankan guna
kepentingan umum.* Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi

sosial ini adalah masyarakat awam yang menganggap kepemilikan dari tanah

“Maria SW Sumardjono, Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep
Penguasaan Tanah oleh Negara, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1998), him 27.



berlaku mutlak, artinya hak kepemilikannya tidak bisa diganggu gugat oleh
siapapun, termasuk negara. Padahal negara mempunyai hak terhadap tanah untuk
menguasainya.> Beberapa konsekuensi dari asas fungsi sosial dari hak atas tanah
ini juga akan dijabarkan sebagai berikut, yaitu:®
(1) Tidak dapat dibenarkan untuk menggunakan atau tidak menggunakan tanah
hanya untuk kepentingan pribadi pemegang haknya, apalagi menimbulkan

kerugian;

'
W UNISSULA
(%) “Merelakari'f,ll . f‘-‘!?l'!-'e'-k' é?ﬂm l’c‘ﬂnf}-tﬁﬂ!ﬁh o0

Saat ini sangat sulit melakukan pembangunan di atas tanah negara.
Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan tanah, terlebih pada
pembangunan proyek strategis nasional yang memperlukan tanah sangat luas,

akan tetapi di sisi lain tanah negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan

SMudakir Iskandar Syah, Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum,
(Jakarta : Jala Permata, 2007), him 5.

®Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan, 2007), him 229.



tersebut semakin terbatas, karena tanah yang ada sebagian telah dikuasai/dimiliki
oleh masyarakat dengan suatu hak. Agar pembangunan dapat terpelihara
khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang
memerlukan bidang tanah, maka upaya hukum dari pemerintah maupun
pemerintah daerah untuk memperoleh tanah-tanah tersebut dalam memenuhi
pembangunan antara lain dilakukan melalui pendekatan pembebasan hak maupun

pencabutan hak atas tanah.

¥
kepentingan un \ w W I g LE,*. w atu ﬂ ang pelaksanaannya

ditunjang dengan' P mﬂlw.&{ l@j “Agtaria/ikeoals Badan Pertanahan Nasional
i

i
Nomor 1 Tahun 1994 (sefanjutnya dise

Fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah tetap menimbulkan

konflik dalam musyawarah, untuk itu perlu dikaji ulang keberadaan dari
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 karena sudah tidak sesuai sebagai
landasan hukum dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum

dan dikaitkan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999



tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk
menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Pengadaan tanah yang telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006. Sampai dengan tahun 2012, Indonesia belum memiliki undang-undang yang

mengatur secara khusus tentang pengadaan tanah. Ditingkat Kepala Badan

Tahun 2005 te sanaan Pembangunan Untuk
Kepentinga Un 08 ' 2 esiden Nomor
F
_..r'
65 Tahun' 1C bahan atas P s 36 Tahun 2005

o

tentang Pe ] an Per k Kepentingan

P [
Undang-Undang/( J), perigacaen-tena 'j( ! penh lén untuk kepentingan

umum akhirnya dis f’ﬁﬁu'!-y!i@ﬂ')!ﬂﬁl.-aﬂmﬁ@: at' (DPR) dan pemerintah

i
i
dalam sidang parip'ilma‘ranggal‘rs Des

73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

ang lalu. Sesuai dengan Pasal

Perundang-undangan, maka RUU tersebut menjadi sah sebagai undang-undang
paling lama 30 hari sejak RUU tersebut disahkan. Diharapkan dengan adanya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disahkan pada tanggal 14 Januari

2012. Serta regulasu tentang pengadaan tanah tang terbaru yaitu Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara khusus diatur pada BAB VIII
tentang Pengadaan Tanah, sejarah jelas dapat terlihat pada bagian 2 tentang
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga
Indonesia memiliki payung hukum setingkat undang-undang guna memperlancar
pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, terlebih pada

pembangunan proyek strategis nasional. Namun bagaimana undang-undang ini

tanah untuk keps u N I E g w ku ﬂ i perubahan, dimana

i

perubahan terdapa ﬁ#ﬁ“-*s:ay'@v?b'.‘lal.«gt.‘mnl.;. ahun 2020 tentang Cipta
i

|1
Kerja. Ketentuan irarTg—mengHI’crm

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

‘perubahan pada Undang-Undang Nomor 2

Umum yaitu pada Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 28, Pasal
34, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 48. Selain perubahan terdapat pula
penambahan ketentuan dalam pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012. Penambahan tersebut terdapat dalam Pasal 19, dimana dalam Pasal

19 terdapat penambahan yaitu Pasal 19A, Pasal 19B, dan Pasal 19C.



Dalam perkembangannya masalah tanah makin kompleks, sehingga
dimensinyapun bertambah terus mengikuti dinamika pembangunan bangsa ini,
antara lain dimensi yuridis, ekonomis, politis, sosial, religious magis, bahkan bagi
negara tanah mempunyai dimensi strategis.” Masalah yang kerap dihadapi
sehingga berakibat konflik adalah penetapan besaran ganti kerugian. Meskipun

demikian dalam regulasi yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun

dengan Kkegié Ik meri ar-Kenid osial e syarakat. Perlu
adanya upa ' /mereka  dengan
memperhitungke

ﬂ
pembebasan tar'r U N E s ) @j} vai t’h Imnya tanah merupakan
aset yang berharge f?"vuf-‘t“-lj’ I "ﬂ':ﬂ""{;!:n'ﬂ.nu.mm? erkebun dan sebagainya,

'|

terpaksa kehilangah—aset—'rrri—kErena'

n ketempat pemukiman
yang baru. Pemulihan lokasi pemukiman yang baru bagi warga masyarakat
seharusnya dibarengi dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang
mendukung kegiatan dalam upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi warga
masyarakat. Setidak-tidaknya masyarakat tidak akan menjadi lebih miskin

sebelum tanah dibebaskan. Perlu adanya pemikiran tentang lokasi tempat

"Darwin Ginting, Kapita Selekta Hukum Agraria, (Jakarta : Fokusindo Mandiri, 2013),
him 122.
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pemukiman yang baru, harus ditata sesuai dengan rencana tata ruang daerah atau
kota, dengan diikuti oleh proyek konsolidasi tanah perkotaan atau pedesaan.
Konsekwensi dari pemikiran ini diharapkan agar pembebasan tanah ini sekaligus
akan terjadi pengembangan wilayah baru yang tertib dan membangun sentral-
sentral ekonomi baru bagi masyarakat.®

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga masih memberikan

=
-".-.
-

¥
penuh, yakni me w N ﬁf‘;-‘!ﬁ rﬁj Lﬂ. dari awal musyawarah
penentuan harga dé Gan ---ufsﬂ,y I&ﬁbwh
1

i
Permasalah&n—laimya—yah )

g

adalah sejalan dengan
pertambahan penduduk dan peningkatan dinamika aspirasi masyarakat, tuntutan
pembangunan untuk kepentingan umum semakin mengemuka. Namun aktivitas
untuk memenuhi tuntutan ini berhadapan dengan ketersediaan tanah yang semakin

terbatas dan pasar tanah yang belum terbangun dengan baik. Hal ini mendorong

8Handoyo Setiyono, tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum,
(online), (http://cahwaras.wordpress.com/2010.04,25, "pengadaan, diakses pada tanggal 05 Juni
2018, pukul 20.00 WIB).

°Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional, (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2012),
him 319.
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mendorong para spekulan tanah melakukan tindakan mencari untung (rent
seeking) terhadap setiap transaksi tanah. Bahkan tindakan spekulan tanah ini
kerap mengganggu kelancaran alokasi pembangunan yang memperlukan tanah
sehingga menyulitkan pengadaan tanah terutama untuk pembangunan kepentingan
umum terlebih juga dalam pembangunan proyek strategis nasional yang

menimbulkan ekonomi biaya tinggi...

-".-.

kepentingan umu m:praktiknya, dimana adanya
pemaksa arga secara
sepihak | tidak wajar,
sementaré gakomodir dua
kepentingar;' ra pemaksaan dan
intimidasi terh Bagi pembangunan
untuk kepenting

Sebenarnya Eahun 2006 sudah ada

umum vyaitiu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Hal ini diatur dalam Pasal 15
Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang menyatakan dasar perhitungan besarnya
ganti rugi didasarkan atas nilai NJOP atau nilai nyata atau sebenarnya dengan
memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga atau tim
penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia nilai jual bangunan yang ditaksir

oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan dan nilai jual

11



tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang
pertanian.

Pemerintah di sini justru dianggap sebagai upaya memaksakan kehendaknya
untuk memberikan ganti rugi berdasarkan NJOP. NJOP merupakan patokan besar
kecilnya pembayaran PBB bagi wajib pajak yang tertera pada Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan bukan untuk patokan dalam

pemberian ganti rugi dalam pe tanah. Jika NJOP yang digunakan untuk

. /\ n dalam hal pengadaan tanah,

yang berbeda terseBU‘t,‘seMngga‘sa I-saat i terjadi dengancara pemaksaan dan

intimidasi terhadap masyarakat dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum.

Seiring amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pada Perpres Nomor
71 Tahun 2012 ketentuan ganti rugi berdasarkan NJOP di tiadakan, diganti

dengan ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 yang mengatur bahwa

OMudakir Iskandar Syah, Op.Cit., him. 31.
12



nilai ganti rugi ditetapkan dengan musyawarah dengan menggunakan nilai ganti
rugi yang ditetapkan penilai yang ditunjuk sebagai dasar musyawarah. Hal ini
menunjukkan adanya norma yang tidak jelas dalam pengaturan nilai ganti rugi,
yang berarti juga tidak memberikan perlindungan terhadap nilai ganti rugi tapi
menyerahkan kepada mekanisme musyawarah yang belum bisa dipastikan akan
terjadi kesepakatan.

Akibat hukum bila musyawa

-".-.

ah-dan mufakat tidak mencapai kesepakatan,

pengambilaii ] ak ; ; 6 im di Indonesia

menunjukkan 3 ‘ﬁ sebagai lembaga
\ /

eksekutif. Perlihg awan Perwakilan- ‘j atbact DPRD) dan masyarakat

setempat dalam ren -f‘ﬂ?ﬁu-*«!ly '@%ﬁ*uﬁﬂmj‘;ﬁﬁ!&? vsedural dan formal saja,

karena persetujuan“‘pam—wak'rl—raky an rakya ebut hanya terhadap suatu

kegiatan pembangunan tertentu tanpa dijelaskan konsekuensi apabila terjadi

ketidaksetujuan.

Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, juga
menjelaskan bahwa “Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai
menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian”. Berdasarkan hal tersebut

walaupun adanya tim penilai independen dan dijadikannya hasil penilaiannya

13



dalam musyawarah hanya sebagai pedoman, penetapan ganti kerugian tetap tidak
menjamin tercapainya kesepakatan dalam besarnya ganti rugi karena adanya
keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri dan maupun
permintaan dari pemilik tanah yang minta ganti rugi jauh lebih tinggi dari harga
pasaran. Hal ini diperparah kembali dimana pada Undang-Undang Cipta Kerja
Pasal 34 ayat (3) mengalami perubahan, perubahan yang terjadi dimana bunyi
pasal pasca perubahan sebagai berj besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan
hasil penilaian penilai .3,:

mengikat”.

SHid _pada ayat (1) bersifat final dan

‘ 711
\ U N ﬁ gb gi w 1 ﬁ dungl dengan pasti.

Bahkan Menteri' K mﬂure:,w@;,ﬁbﬂghﬁmﬁ!@. nenyatakan bahwa ada

beberapa kondisi ‘'yang mengga

maraknya sengketa tanah, (b) semakin terkoordinasinya pemilikan dan

atas tanah (dalar |

agraria yaitu (a) semakin

penguasaan tanah pada sekelompok kecil masyarakat, dan (c) lemahnya jaminan

kepastian hukum atas pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah.!2

"Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi,
Penegakan Hukum, (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2011), him 6.

12 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Tim Koordinasi Kebijakan dan
Manajemen Pertanahan, (Jakarta : Bappenas, 2003), him 4.
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Pada masa Orde Baru hingga tahun 2001, tercatat sebanyak 1.497 kasus
sengketa, dengan luas lahan yang menjadi obyek sengketa mencapai 1.052.514,37
hektar, dan jumlah anggota masyarakat yang menjadi korban sebanyak 232.177
Kepala Keluarga (KK). Data lainnya menyebutkan banwa pada akhir 2001 tercatat
sebanyak 1.753 kasus sengketa. Kemudian pada 2007 meningkat menjadi
sebanyak 2.810 kasus. Sehubungan dengan hal tersebut seperti yang pernah terjadi

sebelumnya pada tahun 2009-20 'Wa proyek pembangunan jalan Tol

Semarang-Solo dengan panjang ig.dibangun mencapai 75,8 kilometer
yang melintasi 6 e ’*’TEm:ﬂg ota, Yang.mana pengerjaan jalan tol
tersebut dj % -Ungaran (11,2
Km), UrT atiga-Boyolali

. v
sesungguhnya bl w W ga u 19 bary ebih lagi pada saat ini

sudah direncanaks *'“"uﬁ*y lé'g'bi'!ﬁt-lﬁtﬁﬂ'fw gunan jalan Tol Bawen-
i
Magelang-Yogyakarta di ruas akhir tot bawe

Tol Solo-Klaten-Yogyakarta, yang masih dalam tahap pembebasan lahan. Maksud

ana pembangunan Jalan

dan tujuan pembangunan jalan tol Bawen-Jogjakarta dan Solo Jogjakarta yang
terintregasi dengan Tol Trans Jawa secara utuh adalah untuk meningkatkan
stabilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani transportasi yang akan

menghubungkan kota-kota besar yaitu Jogja, Solo dan Semarang. Peningkatan

13pysat Pengolahan Data (PUSDATA) Departemen Pekerjaan Umum Republik
Indonesia, (online)  (http://www.pu.go.id/2nd_index_produk.asp?site id=01020100&noid=25.
Diakses pada 27 November 2019).
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pertumbuhan ekonomi pada kota tersebut sering dikenal pada masa itu adalah
Joglo Semar. Tentunya arus lalulintas yang mengubungkan kota besar tersebut
mengalami kepadatan tinggi, sehingga dengan hadirnya jalan tol dapat
meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi dan
menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional.

Sebelun direncanakanya pembangunan jalan tol Bawen Jogjakarta dan Solo

Jogjakarta terlebih dulu telah dibangun jalan tol Semarang-Solo. Jalan Tol

-".-.

Semarang-Solo merupaka[l b ava Toll Road System, dimana ruas
jalan tol Semar - nelewati 5 Kabupten/Kota
yaitu Kota bupaten Boyolali,
dan Kab Jkapi dengan 6
tempat isE' pada wilayah
Banyumanii'(. Bawen Kabupaten
Semarang, Til ; ‘§n Boyolali, serta
Colomadu Kabllﬁ aten Karangany sﬁs u LA

‘:'-""ug I@&lﬂ:‘,’i}mﬁﬁ#bﬁ: den Joko Widodo serta
beroperasi secara ;kfnuh‘pada‘tahu ’ a enghubungkan Kota Semarang

dan Kota Solo. Kehadiran tol ini juga sebagai akses pendukung pariwisata alam
yang ada di sekitar jalan tol trans jawa hingga sekaligus dapat menikmati wisata
kuliner yang disuguhkan dimasing-masing daerahnya khususnya di Kota

Semarang hingga Kota Solo.!* Peran penting bagi masyarakat pada jalan tol

14 PU-net, Gerbang Tol Salatiga di Jalan Tol Semarang - Solo Berlatarkan Pemandangan
Indah Gunung Merbabu, (online) , Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Badan
Pengatur Jalan Tol, (https://bpjt.pu.go.id/berita/gerbang-tol-salatiga-di-jalan-tol-semarang-solo-
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Semarang-Solo dalam rangka memperkuat konektivitas mendukung potensi
pengembangan wilayah, khususnya untuk peningkatan kelancaran arus barang dan
jasa. Kehadiran jalan tol ini memiliki arti penting sebagai aksesibilitas penopang
perekonomian di daerah yang dilintasi seperti Semarang, Salatiga, Boyolali,
Sukoharjo dan Solo.

Pembangunan jalan tol Semarang-Solo dalam prosesnya tak luput adanya

‘
Wkl g&. ﬁj 2l dongan yang lain tidak sama,

A (F";M).“y 'f_ﬁ _L.J.;"J.wgiml,m i panjang dalam proses

sosialisasi kepada ﬁasyamkar— —

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan untuk memperlancar

jalannya pembangunan untuk kepentingan umum, di satu pihak pemerintah
memerlukan areal tanah yang cukup luas. Pada pihak lain pemegang hak atas
tanah yang akan digunakan tanahnya oleh pemerintah untuk kepentingan

pembangunan tidak boleh dirugikan. Untuk mengatur hal tersebut diperlukan

berlatarkan-pemandangan-indah-gunung-merbabu- di akses pada Selasa, 29 Desember 2020, pukul
2:16 WIB).
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adanya suatu peraturan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat. Berkaitan
dengan hal di atas, maka peneliti memilih judul disertasi “Rekonstruksi Kebijakan
Pengadaan Tanah Dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis

Nasional”.

B. Fokus Studi dan Permasalahan

1. Fokus Studi

UNIE g'g Uik ganti rugi yang layak

: "'"‘Euﬁ".g l@i?{;:r!?u‘:‘-l.-q?ﬂmrl uk pembangunan umum.

2.Perumusan Masalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, inti kajian penelitian ini adalah
pengadaan tanah guna kepentingan pembangunan nasional berbasis nilai keadilan.
Sehingga permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:
1) Bagaimana kebijakan pengadaan tanah dan kompensasinya guna kepentingan

proyek strategis nasional?
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2) Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah dan kompensasinya guna
kepentingan proyek strategis nasional?
3) Bagaimana rekonstruksi kebijakan pengadaan tanah dan kompensasinya guna

kepentingan proyek strategis nasional?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

Tujuan yang akan di penulisan disertasi dengan judul

k-
f/\
‘ar 2
e i i

.

Kompensasinya Guna

Kepentingan P ek Stiategis, Nesionel” berto ‘dari rumusan masalah yaitu
sebagai ber

1. aan tanah dan
2. q% Jéidaan tanah dan

oD
\ » ™= _
3. \ W ‘i@ l gg u Lnﬂ. kannya rekonstruksi

kebijakan pe rr*?-'f‘-«v&f |@>‘?‘tﬂ~lﬁlnﬂf-§ﬁﬂlﬂ='; a kepentingan proyek

strategis nasionat.

D. Kegunaan Penelitian
Penulisan Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan
Tanah dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional”
diharapkan dapat memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun praktis, secara

spesifik kegunaan yang diharapkan sebagai berikut:
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1. Manfaat Teoretis
(1) Diharapkan hasil penulisan nantinya dapat menemukan teori baru di
bidang hukum, khususnya mengenai hukum pertanahan yang memenubhi
nilai-nilai keadilan.
(2) Dapat menjadi bahan rujukan bagi kalangan akademisi baik mahasiswa

maupun dosen dalam mengembangkan kajian terkait hasil penelitian yang

W
UNISSULA
.'thf.u-»z.uléﬁebﬂs.‘...;::ml@. 8

pengada .

(3) Dapat menjadi sarana dalam mengevaluasi terkait masalah peraturan
yang selama ini berlaku dan mencari kelemahan yang secara strategis
dapat dirubah sehingga peraturan yang ada dapat maksimal berdasarkan

asas keadilan dan kemanfaatan.
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E. Kerangka Konseptual
kerangka konseptual merupakan konsep dasar yang menjadikan
keterkaitan dengan konsep yang terkandung dalam penelitian ini, yang nantinya
dijabarkan dalam permasalahan dan juga tujuan dari penelitian ini. Konsep dasar
yang menjadikan pedoman peneliti dalam rangka pengumpulan data dan juga

bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti guna menjawab permasalahan

dan tujuan peneliti, konsep dasar_menjadikan landasan untuk menerjmahkan

o
bersifat universe w N E g g “ lale n abstrak yang mewakili

kelas-kelas fenome "l"""'l-'-lJ“‘E"J,;J li hidang ‘studi Sehingga menjadi penjabaran

abstrak dan teori. éecamngkat‘d ik kakan bahwa kerangka konseptual

merupakan kerangka dalam berfikir yang bersifat konseptual yang mengenai

masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual disusun sebagai perkiraan teoritis

dari hasil yang akan dapat dicapai dari suatu penelitian.®

15 Peter Mahmud Marjuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), him
177-178.

16 pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Program Magister 1Imu Hukum,
Program Pasca Sarjana Universitas Semarang, 2013, him 12.
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1. Konsep Rekonstruksi
Sebelum membahas tentang rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan
menjelaskan pengertian dari konstruksi dalam judul penelitian ini, dimana asal
mula kata rekonstruksi berasal dari kata konstruksi. Hal ini bertujuan agar dapat
mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna konstruksi dan rekonstruksi,

sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini. Ketika kita

melihat Menurut Kamus Besar B Indonesia (KBBI) konstruksi memiliki
makna susunan dan hubu{p, ie imat atau kelompok kata. Makna
suatu kata dite elompok kata.'” Menurut
Sarwiji, yan o ol Q aning) adalah

ang cukup sulit untuk
/

dipahami, katél u Nﬂ@;‘lﬂ" ulﬂ erpretasi, tidak dapat
didefinisikan secafd wnﬂﬁl’«z},ﬂéﬁﬁbﬂaﬂ..g::mm',g- a konteksnya. Beberapa

i
definisi konstruksi “berdasarkan konte a pe ibedakan atas dasar: proses,
bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan, sehingga makna secara definisi
konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu

bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada

17 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta : BalaiPustaka,
2004), him 374.

8sarwiji Suwandi, Semantik Pengantar Kajian Makna, (Yogyakarta : Media
Perkasa,2008), him 63.

19 pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka,
2003), him 412.
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di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini adalah
proses pengadaan tanah guna kepentingan umum, trlebih pada proyek strategis
nasional..

Sedangkan rekonstruksi atau pembaruan secara terminologi memiliki
berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering
dikenal dengan istilah “rekonstruksi”. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re”

berarti pembaharuan sedangkan ‘konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas

sedemlklan 1l i’ Iéng telah terjadi,

beserta makn
Salah 3. \ w N I 3"1.;' w l- ﬂi‘ awi rekonstruksi itu

mencakup tiga po "E’”nq.?lféf-‘-?t.. !-w.-f--d‘uﬂﬂ para inti bangunan asal

dengan tetap menjﬁga—warak—darr kara

yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga,

ua, memperbaiki hal-hal

memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik

aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan

20B.N. Marbun, Kamus Politik, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), him 469.
ZLJames P. Chaplin, kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997) him 421.
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sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali
kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.??

Dasar hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau
tingkah laku yang ada dimasyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada
tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk
mengatur sesuatu. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai

landasan dan perekat bidang pemban

-".-.

gunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan

alat  rekayasa

an nasional berjalan
/

¥
w w ﬂ g g w ak ﬂ ﬁngkah-langkah yang

ﬁ{.’u.va'..'leﬂ éﬂbﬂﬁlnﬁﬁﬁ!ﬁh kum, kemanfaatan dan
i,

keadilan.?

Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan
aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga
merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum

positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang

22yusuf Qardhawi, Problematika Rekonstruksi Ushul Figih, (Tasikmalaya : Al-Figh Al-
Islami bayn, Al-Ashalah wa At-Tajdid, 2014), him 62.

23 Spoetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2008), him 75.
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dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan
mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi
hukum Scholten memberikan perhatian terhadap 3 (tiga) syarat yaitu:2*
(1) Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang
bersangkutan.
(2) Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang

menyatakan, bahwa pemilik bisa_menjadi pemegang hipotik atas barang

(/ //\ pembuatan konstruksi yang salah

- "
diharapkan mal jenjadit leih-Bark w menjar / gpastian hukum serta

bermanfaat bagi \ "":'E-I‘l"t"-g ’&nﬂ;*ﬁal.nﬁm{@ an rekonstruksi hukum

i
dapat dijadikannyam

dengan dilakukannya evaluasi tentunya akan dilakukan revisi atau penataan ulang

undangan yang telah dibuat,

atas peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sehingga peraturan
perundang-undangan tersebut masih selaran dan relevan dengan perkembangan

Zaman.

2Ibid., him. 103 - 104.
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Berdasarkan pendapat dari para ahli serta penjabaran yang telah teruraikan
tentang makna rekontruksi, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa
rekontruksi adalah pembangunan kembali untuk dilakukan perubahan menuju
arah yang lebih baik. Melihat dari konteks rekontruksi hukum maka memiliki
makna pembaruan hukum yang sudah ada untuk dilakukan perubahan sesuai
dengan kebutuhn masyarakat saat ini, hal tersebut bertujuan untuk menjaga

relevansi bila diterapkan kepada masya

by

akat pada masa sekarang.

ada Pasal 1 ayat

(6) Unda ‘ hun : mum adalah
kepenting:a 53 2 aoya : KINUJudkan oleh
pemerintah .I / rakyat.
Pengadaan tan mum dalam undang-
undang tersebut, an umum yang jelas

|1
Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tenta

anah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa “pembangunan
untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Presiden ini dibatasi untuk
kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta

2

tidak digunakan untuk mencari keuntungan...... . Dengan demikian konsep
kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memiliki makna

yang luas, yakni dengan tidak memberikan batasan kriteria kepentingan umum
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apakah pengadaan tanah bagi pembangunan murni untuk kepentingan umum,
dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah tidak digunakan untuk mencari keuntungan
(non profit oriented) atau pengadaan tanah bagi pembangunan untuk mencari
keuntungan dilakukan oleh pihak swasta (profit oriented).

Dalam menafsirkan pengertian kepentingan di dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 perlu memperhatikan konsep definisi kepentingan umum.

Dalam hal ini Maria SW. Sumardjeno_mengusulkan agar konsep kepentingan

umum  tidak diselewenfg % akti selain harus memenunhi
peruntukannya ju ) tannya oleh masyarakat
(socially the public).®
Kepenting ebutuhan atau
kepentinga ul'lmusan tersebut

dirasakan oleh se
\

(1) Kegiatan pe Mﬁuﬁ,ﬁgléﬁﬂbuiﬂ@“ﬂﬂ'_Jj\- emerintah, dimiliki oleh

i

i
pemerintah, “dan tidak difaku

oriented).?’

keuntungan (non profit

(2) Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan

batasan bahwa proses pelaksanaan pembangunan hanya dapat dilakukan

%5 Spemardjono, Maria SW. Kriteria Penentuan Kepentingan Umum dang anti Rugi
dalam kaitannya dengan Penggunaan Tanah. Artikel dalam Bhumibhakti Adhiguna Nomor 2
Tahun 1991. him 13.

%6 Sitorus, Olloan dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,
(Yogyakarta: Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), him 6.

27 Sutedi, Adrian, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan tanah
untuk Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him 57.
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oleh pemerintah, selanjutnya kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh
pemerintah, kalimat ini memberikan batasan bahwa kegiatan
pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dimiliki oleh
perorangan maupun swasta. Disamping itu pengadaan tanah untuk
kepentingan umum tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.?®

(3) Dalam memaknai pembangunan kepentingan umum yang unsur-unsur

kepentingan umumnya telah jelas disebut dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-

an tanah untuk

r'r ang Nomor 2

,/{Drlnsm prinsip

f
emahami konsep

a9
UNISSULA
Aeellel/lgonioleluinalo
Keadilan adatah—tindakan ya

banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang

3. Konsep Nilai Ke"a
i

ara memberikan terlalu

sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata “Adil” yang
berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, (memihak pada yang benar, berpegang
pada kebenaran) sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya,

keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan

28 1bid, him 58.
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haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai
dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan
kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.
Begitu juga dalam tataran agama, keadilan diartikan sebagai pemberian
hak yang semestinya ia terima berdasarkan kadar yang memang patut ia terima
sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam Islam keadilan religius adalah ketika

seorang muslim mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya

B

d \4 L d ’. [ : _ ..'
P % / .
==
w ﬁ ﬁ gg “ ﬂ.ﬂ ép adil dikenal dalam

empat haI;pertar'ir,l a le.!{ !'fjfg ’u.-wlyt"l”n‘l",t?-- m arti suatu masyarakat
'|
yang ingin tetap b"en”ah"an—dan—mapé'hr

dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus

akat tersebut harus berada

eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan
pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan

menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur’an

29 Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam, (Bandung :
Mizan, 1995), him 53-58.
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Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: “Allah meninggikan langit dan dia
meletakkan neraca (keadilan)”.

Sedangkan konsep keadilan yang populer pada pemikiran klasik antara
lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan.
Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”,

sedang orang yang adil adalah “the self diciplined man whose passions are

L

suatu masyarakaf. ya swhﬁhqm .-;1 atuannya. Dalam konsep Plato

Ny

adilan dalam negara.

adil
dual, terlebih
f
’egara, untuk itu
it in the single

[ !
smaller”. Walaup latg) Mepgatakan < w ian, bu rarti bahwa keadilan

i

individual identik § "ﬂﬂl‘#'![, !@ﬁi;,',‘iu.?iq:?ﬂ.:!,li\v saja Plato melihat bahwa
i

Plato mengat

!

keadilan timbul ka?ena‘pmyescralan' I pat yang selaras kepada

bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu

masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut
kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.
Konsep keadilan pada zaman pemikiran modern diwarnai dengan

berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya

30The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), him 22.
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aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad
ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika
dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal.
Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat
menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan

kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik

tolok pada kebebasan merupak ama dalam semua pemikiran liberal3!,

: /\ .di dalam konsepsi liberalisme

¢

terkandung cit Bagi kaum liberalis keadilan
adalah keter bebasan itu sendiri.
Teori ked ama, manusia
menurut s an-aturan yang
berdiri sen an dirinya sebagai
pelaku moral z;li suatu ketertiban

rasional yang d

&3
] w N @ g w '- Ii. sifat dasar manusia
diwujudkan. ‘Mléﬁ?bmrh
—_

Kerangka Teoretik
Dalam menjawab permasalahan penelitian di atas, kerangka teori yang

akan disajikan meliputi:

$lLyman Tower Sargent, ldeologi-ldeologi Politik Kontemporer, (Jakarta: Erlangga,
2001), him 63.
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1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan
yang digunakan untuk mengkaji tugas-tugas negara dalam mewujudkan keadilan.
Hukum sebagai salah satu bentuk yang mempunyai tujuan akan mewujudkan
kesejahteraan bagi manusia juga mempunyai banyak tujuan lain seperti halnya

diuraikan oleh Radbruch. Menurut Radbruch, hukum mempunyai tujuan:

N bagian dari tujuan

". 7 “ 7
hukum. Nilai-ni-l H N S$ LY H.m bicaras ftentang asas hukum.

Menurut Satjipto ' Insur yang penting dan

pokok dari peraturan hukum, ia merupakan jantungnya peraturan hukum. Oleh
karena:

(1) Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan

hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum tersebut pada

akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum. Kecuali disebut

%2 Satjipto Raharjo, 2000, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 45-47.
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landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan
hukum, atau merupakan ratio logis dari peraturan hukum;

(2) Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu
peraturan hukum, melainkan peraturan hukum selanjutnya®. Paton
menyebutnya sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan
berkembang dan ia menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar

kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Karena di dalam asas hukum

i

©) ._ et i In tidak ada hukum

L
U N g :g W ihal ﬂ. 0/suatu bangsa dengan
Muﬁ!-&ﬂ@i;ﬂl%nﬁ}ﬂﬂ%? ada peraturan-peraturan

|1
hukumnya sa']aﬁﬁtsa’a"hukum

peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Mengapa tata hukum bisa

rikan makna etis kepada

berisi makna etis? Karena adanya hubungan yang erat antara sub sistem
budaya, dan sub sistem sosial melalui arus sibernetik atau sebuah setudi

interdisiplin tentang stuktur sistem rugulasi.

#1bid., him. 204.
33



Terkait dengan teori-teori tentang keadilan yang sudah berkembag saat ini,
beberapa teori yang relefan dan dapat disenirgikan dengan pembahasan pada
disertasi yang disusun, maka beberpa teri keadilan diantaranyya sebagai berikut:
1) Teori Keadilan John Rawels
Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness).

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau

eka milik dari

l_.i'ntuk menentukan

......

’ herp a dala
bErSUHra—hak‘menca onkan-dnrdalanrpemlllhan)

b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)

c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)

d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)

e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip
perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil
atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti
prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus
diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang
paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam

3 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme),
Ctk. Kelima, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015), him 246-247.
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prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang
untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan
otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang
diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai
peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan
otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya
struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga
kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan,
pendapatan, dan toritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang
yang paling kurang diuntungkan

* ‘ ‘_-ﬁ- III."
Q) Justitia'xll w N ﬁ 5 5 u U ﬂ }&rm perdata. Intinya:

LT L3
prestasi 'S¢ f‘ﬂ"“ﬁ"y |£.€5;,:rl‘<a?..q:?m!,@r asa sama nilai dengan
i
balas jasa. Keadifan ini berla

dijual seharga dengan uang yang dibayarkan;

peli dimana barang yang

(2) Justitia Distributiva. Keadilan distributif memberikan kepada masing-
masing bagiannya dengan memperhitungkan perbedaan kualitas masing-
masing. Hal ini menyangkut penataan atau pengaturan manusia dalam
masyarakat negara, misal: pemberian pangkat/kedudukan, yang sesuai

dengan kualitas serta jasa masing-masing;
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(3) Justitia Vindicativa. Keadilan ini memberikan kepada masing-masing
hukumannya sesuai dengan kejahatan pelanggaran yang dilakukannya.
Keadilan ini penerapannya pada lapangan hukum pidana;

(4) Justitia Creativa. Keadilan ini yang memberikan pada masing-masing
negara bagian kebebasannya untuk menciptakan sesuai daya
kreatifitasnya di bidang kebudayaan masyarakat;

(5) Justitia Protectiva. Keadilan;-ini memberikan kepada masing-masing

inat]

\ L
untuk menan i atal Waw@ass 0 ék selalu berasal dari
UKISSULA /

akar kata 'adl. K """?'--l’l*"y !@ﬁiﬂq.hqﬂiﬂ,@- dan sebagainya digunakan

oleh alQuran dmm' ifan. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai

bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi

keadilan itu (ta'dilu, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'adl dalam arti
tebusan). Istilah lain dari al-‘adl adalah al-qgist, al-misl (sama bagian atau
semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan

yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu
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4)

menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti
berpihak atau berpegang kepada kebenaran.®

Islam memerintahkan untuk berlaku adil yang ditujukan kepada setiap
orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa
adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan
berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu

sendiri, bahkan kepada orang ka irpun umat Islam diperintahkan berlaku adil.

Untuk keadilan 503|al iy "Htanpa membedakan karena kaya

miskin, pej -. ka harus diperlakukan
ng i@ gan itu, Sayyid Qutb
tﬂ‘ Yo N

4&

&F
K Keadilal fjg ile merunak / Agian bentuk keadilan

yang berupa asa *“ff-!"l‘?-ulﬁ, whirl-ym.«lu... al ini perlu dibedakan
antara keadilan Frukum‘dan‘ke*ardiléﬁ

a. Keadilan berdasarkan Pancasila
mengedepankan hak asasi manusia serta perlindungan yang sama dihadapan
hukum dalam realisasinya sebagai asas-asas pembentukan hukum yang

berdasarkan Pancasila. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang

%5 Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2, (Jakarta: PT

Ichtiar Baru VVan Hoeve, 1997), him 25.

% Sayyid Qutb, “Keadilan Sosial dalam Islam”, dalam John J. Donohue dan John L.

Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), him 224.
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berupa perlindungan hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum,
tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip lima sila dari Pancasila.

Keadilan berdasarkan Pancasila diolah dari pemikiran tentang lima
prinsip yaitu Pancasila sebagai asas pembentukan hukum berdasarkan keadilan
Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan yang
sama dihadapan hukum. Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan

keadilan yang berdasark

_Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai

” /
. ﬂj' W ' g g u i ﬁ ‘ f,-'[<ehidupan berbangsa
dan 180 fﬂﬂ‘b If Iér‘?‘Lu‘u hkan 'J-p : : kemanfaatan dan

Tuhan Yang Maha Esa

kepada bangsa Indonesia yang merupakan anugerah yang tidak diberikan
kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah fikir founding
fathers/mothers kita dalam menentukan arah tujuan bangsa.

(2) Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan zaman.
Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti

perubahan zaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode
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reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan zaman,
Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan
periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang
terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai
tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era

jai_periode. Disinilah Pancasila dapat disebut

efidupan berbangsa dan
bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan
yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan
yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi
cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.

(4) Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena

Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan
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dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila.
Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI.
Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan
saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila
merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Mampu memberikan dasar

bangsa Indonesi

eadilan sesuai dengan corak dan budaya

=
O 4

: 'f:dibutuhkan dalam

e )

ah @ N I gg u lﬂ f')erikan perlindungan

terhadap ha f‘?"ua:y F@ﬁ{iﬁ“ﬂlﬂ.‘ﬁﬁﬁ%@a a4 memberikan keadilan
1

i
sosial bagi sefuruh rakyat indonesia.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila meliputi nilai keadilan yang

bersumber dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan perwujudan dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Nilai keadilan yang muncul dari kedua sila
tersebut, mencerminkan nilai-nilai dari sila-sila yang lainnya. Dapat disimpulkan

bahwa nilai keadilan Pancasila merupakan cerminan satu kesatuan yang utuh
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dari sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila yang muncul dari perwujudan
Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI).%’

Beberapa prinsip keadilan berdasarkan Pancasila yang telah disebutkan
di atas, bahwa keadilan Pancasila mempunyai perbedaaan dengan keadilan-
keadilan yang lainnya. Keadilan Pancasila merupakan keadilan yang diambil

dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Teguh Prasetyo mencoba

progresif adalah M) Yang melakiikar W hebesan, bz dalam cara berpikir

maupun bertindak 4*75-“*3&,?'@3‘5";1!1{51&#%&"@n- nlembiarkan hukum itu

|1
mengalir saja untuk menuntaskan- pdi kepada manusia dan
kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan
hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan

kesejahteraan bagi semua rakyat.>®

87 Ferry Irawan Febriansyah, Keadilanberdasarkan Pancasila Sebagai Dasarfilosofis Dan
Ideologis Bangsa, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.(25), februari 2017. him 24.

% Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, (Bandung :
Nusamedia, 2015).

39 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta:
Muhammadiyah Press University, 2004), him 17.
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Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan
sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara
lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan.
Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri,
melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum
progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat kedalam hukum dan membicarakan serta

melakukan analisis ke dalam;k "'/\ um sebagai suatu bangunan peraturan

yang dinilai sebagai.siste Sida J ogresif bersifat responsif yang

\\
mana dalzign resp 1 ) claft itk a2 tujuan-tujuan di luar

' g
untuk penyus : Kaitannyade udul atau konsep

1) Teori Pent;"gll kg | 5'5 (T]W.\

penegakan hukuim:a -m--'!J-ﬂ:'f-y!é__f-.‘ﬂ.'}'“ﬁl.v@:ﬁﬂ';:_T-- bungan nilai-nilai yang
i
i

terjabarkan datam — kaidah-kaidah —da

penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan

indak sebagai rangkaian

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.** Penegakan hukum adalah
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam

kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai

40 1bid, hlm 19.
41 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Surabaya : Putra Harsa, 1993), him 23.
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rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan
memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di
dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu
perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan
mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara

hukum formal.*? Penegakan hukum

-

merefleks 2P ' dan bertindak:-didalam pergaulan demi

r
terwujudnya
ju
.-..r'

Teoori Alt

2)

tion) menekankan
¥ _

@ “ g g‘@' w Liﬂ. ah lama dilakukan

masyarakat, ' ="‘-"="'-l"l-*“wf-'-!,'..I Ié?--- ‘i-!‘u-ﬁrmﬁ:iﬂ!@' usyawarah mufakat,

kekeluargaan, '“perdamaian—dan

khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional

mempunyai daya tarik

berdasarkan musyawarah mufakat. George Applebey dalam An Overview of
Alternative Dispute Resolution berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah

merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model:*3

42 Dellyana Shant. Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Sinar Grafika 1988), him
33.

43 Barda Nawawi Arief. Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), him 23.
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(@) Model-model baru dalam penyelesaian sengketa

(b) Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama

(c) Forum-forum baru bagi penylesian sengketa

(d) Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ADR
merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk

menyelesaikan sengketa mereka..di luar pengadilan, dalam arti di luar

eyE po
QA A

karena peraturll w p@ @ E:;?s W F—ﬁ. satu sendi utama dari

sistem hukum nasio ﬁ:-".le!mgfgl@‘?!ﬂ!hhﬁ:ﬁn’_.-{.h‘ n peraturan perundang-
i

undangan yang benr“ma’sal’ah,—ba'rk‘lere a anst es dan prosedur, maupun
aspek legal drafting-nya. Palingtidak terdapat tiga permasalahan utama di bidang
ini, yaitu: (i) tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; (ii)
perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan (iii)
implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Permasalahan
tersebut di atas, antara lain, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan

perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan,

44



koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan
lain. Oleh karena itu salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka
pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan
perundang-undangan. Harmonisasi harus dilakukan secara sistemik sejak dini
yaitu sejak dilakukannya penyusunan naskah akademik (NA), penyusunan
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sampai dengan penyusunan RUU, RPP

dan Rancangan Perpres.

Aspek perenc h-satu faktor penting, oleh karena itu,

pembentukan peraturaf indang-unda s=dimulai dari perencanaan.

Disusun secata’
e
_-""

metode V g berwenang
membuat. r{ Pasal 47 ayat
@A), . bahwa
pengharmonlsl U yang berasal dari
Presiden, dikoé')l w W l qu&‘- u Lﬁ anggung jawabnya di

bidang peratura *""'"u"r"? @E"’{i#!!sl..;:a:.r!,qz. ' . Ketentuan ini
i
mengandung konsekuensi— bahwa RU

pengajuannya harus melewati mekanisme pengharmonisasian yang biasanya

, ncangan Perpres dalam
dilakukan melalui pembahasan bersama Panitia Antar Kementerian (PAK) agar
tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya.

Besarnya potensi ketidak harmonisan suatu peraturan perundang-
undangan disebabkan karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di

negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah Prolegnas yang diajukan
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setiap tahunnya terus bertambah sedangkan Badan Legislasi (Baleg) dan
Pemerintah telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam
Prolegnas. Namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat terus
berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Maksud dari
pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk
menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu
rancangan peraturan perundang-

all0ad
i
-
i
s

sede ang lebih rendah, dan hal-hal lain

\‘-’Pm : | Stisun secara sistematis, tidak

"pembulatan, dan

Direktorat Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu unit eselon Il di lingkungan
Direktoran Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan untuk
melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
tidak hanya terhadap RUU saja, tetapi juga terhadap Rancangan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (R Perpu), Rancangan Peraturan

4 Setyadi, Wicipto. Makalah dalam diskusi Harmonisasi  Peraturan
Perundangundangan, BPHN, (Jakarta : Kemenkumham, 2009).
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Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (R Perpres) (Peraturan
Presiden Rl Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Rl Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Guna menunjang teori harmonisasi hukum dimana sebagai Applied
Theory dalam penelitian disertasi yang disusun maka terdapat suatu landasan serta
suatu teori yang mendukung, adapun pendukung teori harmonisasi hukum tersebut

adalah Perlindungan Korban Pengambilan Hak Atas Tanah, Kompensasi Layak,

-".-.

»r‘-t:‘:-‘ELL*ﬁJi_? !@%.ﬂurﬂ-@?ﬁ&".g- gan hukum bagi rakyat

berbunyi “rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead” dan dalam
kepustakaan berbahasa Inggris “legal protection of the individual in relation to
acts of administrative authorities”.*® Di sebutkan pula bahwa ada dua macam
perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan

perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum yang preventif,

4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban. 2007.,
him 1.
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kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak)
atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang
definitif.*®* Sehingga tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah
mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan

pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan

-
-".-.
4 z

bersikap hati-

l'd.
v
-.

Bra

ungsi hukum
ban, kepastian,

/!

¥
W W “ g g w ali ﬂ. an tanah tidak banyak
menemui hamph 'F‘f'JJu'-R !éﬂﬂ:?'éﬁ”‘n&'ﬂi‘!,&?- . Namun

i
i
permasalahan yﬁrrg‘ser’mg‘frmb )

rugi terhadap hak atas tanah. Antara para pemegang hak atas tanah dengan

demikian,

enetapan besarnya ganti

instansi pemerintah yang memerlukan tanah sering sulit mencapai kesepakatan
dalam musyawarah mengenai besarnya ganti rugi. Oleh karenanya, unsur
terpenting terletak pada bagaimana musyawarah tersebut agar terjadi

kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Musyawarah dilakukan

%6 1bid, him 2.
47 1bid
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dengan kekeluargaan dan tidak ada yang mementingkan pihak manapun.
Musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang terkait menurut Hasanudin
adalah betul-betul musyawarah dan bukan pengarahan (apalagi pemaksaan),
sehingga proses kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima
pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak-pihak

yang bermusyawarah dapat dilaksanakan dengan baik.®

Pemegang hak atas tan'w@kan perlindungan hukum terhadap

ha - L.rugi, hal ini diatur dalam Pasal 17
dan 18 Per » : emegang hak atas tanah dapat

mengajukan
E
_-""

w N I g 5 u nai ﬂ jan/atau besarnya ganti

'\ dil -"J--iu'*w!-k‘j l@?{&uﬂlmﬁﬁi‘%n;& tanah tidak menerima
1
|1
upaya penyeleséi’an—rerswut—diata?r

dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 20

rajukan usul penyelesaian

Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang
Ada Diatasnya. Dari uraian diatas, pemegang hak atas tanah hanya dapat
mengajukan keberatan terhadap besarnya ganti rugi, bukan terhadap hak atas

tanah yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum. Konsekuensinya,

48 A.A. Oka Mahendra dan Hasanudin, Tanah dan Pembangunan Tinjauan Dari Segi
Yuridis dan Politis, (Denpasar : Pustaka Manikgeni, 1997). him 41.
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2)

pemegang hak atas tanah tidak ada pilihan lain selain melepaskan atau

menyerahkan hak atas tanah.

Kompensasi Layak
Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang
langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa

yang diberikan kepada perusahaan. Karyawan bekerja dengan baik dan

mengharapkan adanya . i# a- kompensasi dari perusahaan.

1

oleh karyawan sebagai balas

i
i
secara hukum S'Fbagm—nnbman a

pemberian kompensasi tentunya berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai

si yang telah dilakukan,

sebelum dilakukannya suatu jasa atau prestasi yang akan dilakukan. Sehingga
jumlah atau angka yang telah disepakatai merupakan titik tengah ataupun titik
temu dari kedua belah pihak, dengan demikan akan terjadi kesepakatan yang
layak, mengingat sudah terjalin kesepakatan antara kedua belah pihak. Kata

layak sendiri dapat diartikan sebagai suatu yang pantas.
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Makna dari kompensasi layak yang diberikan oleh peneliti dalam
disertasi ini adalah pemberian yang pantas diterima oleh orang yang berhak
secara hukum atas jasa atau prestasi yang telah dan/atau akan dilakukan oleh
orang yang menerima kompensasi layak tersebut. Pemberian kompensasi layak
dalam menentukan angka tentunya perlu untuk meninjau dari berbagai sudut

pandang maupun dari berbagai unsur, sehingga dapat mentaksir standarisasi

pemberian kompensasi dapat dikate

=
i
-".-.
L/

wisdom merupakan satu perangkat pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan
strategi kehidupan yang berwujud dalam aktivitas yang dilakukan oleh
masyarakat lokal, yang mampu menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan
kebutuhan mereka.

Kearifan lokal menjadi pengetahuan dasar dari kehidupan, didapatkan

dari pengalaman ataupun kebenaran hidup, bisa bersifat abstrak atau konkret,
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diseimbangkan dengan alam serta kultur milik sebuah kelompok masyarakat
tertentu. Kearifan lokal juga dapat ditemukan, baik dalam kelompok
masyarakat maupun pada individu. Adapun karakteristik kearifan lokal, yaitu
(1) harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang
tentang etika dan nilai-nilai moral; (2) kearifan lokal harus mengajar orang
untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya; dan (3) kearifan lokal

harus berasal dari anggota komugitas yang lebih tua. Kearifan lokal dapat

berbentuk nilai, nor a_cjat-istiadat, hukum, adat, aturan-
p .

o a kerja keras.
akan tercermin
antun, nyanyian,

sional berawal dari

W
UNISSULA

G. Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab kendala penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah
sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman
yang logis dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, kemudian

dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-
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hipotesa yang dapat diuji padanya.**Teori akan berfungsi untuk memberikan
petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.° Teori ilmu merupakan
suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya.
Suatu penjelasan biarbagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta
empiris untuk dapat dinyatakan benar.%*

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah

mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat

luas. Terkadang dikatakan sebenarnya merupakan an elaborate

oleh ilmuwan: st et ) / ) dalan laan-keadaan tertentu.

&
“u NISSULA
\ mguq!gléet,l u 'ﬂ"

“9Hamid S Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia ,Orasi IImiah Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, halaman 3 dan lihat Soerjono Soekanto
(), Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press, 1992), him 115-116.

%0James E. Mauch, Jack W. Birch, Guide to th e successful thesis and dissertation, Books
inLibrary and Information Science, (New York : Marcel Dekker Inc, 1993), him 102.

SIM. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994), him 27.
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Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

UU No. 2 Tahun 2012

!

Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan

Umum ‘

Perkaban No. 5 Tahun
2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan

Pengadaan Tanah

Peraturan Presiden No.
71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan .-

Teori Hukum
Profresif
(Middle Theory)

&
UHI?SULJ&

Teorl A‘Il“‘-l-ﬁ\—fvl-L"llhlI-'I;“l ngadaan Tanah

y Hkarmo'rbl\isals.i ; Guna Kepentingan Pembangunan Nasional
ukum (Applie Berbasis Nilai Keadilan
Theory)

Dalam konteks Indonesia, konsepsi tentang negara hukum belum dapat
dikatakan sebagai bangunan final, karena negara hukum Indonesia masih
secara terus menerus dibangun sesuai ciri ke-Indonesia-an berdasarkan
Pancasila, dengan nilai dan komitmen moral untuk membangun negara yang

membahagiakan rakyatnya. Segenap hal dalam Pancasila, Pembukaan dan
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rincian Pasal UUD 1945 menunjukkan arah moral reading, Ronald Dworkin,
bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang bernurani atau
negara yang memiliki kepedulian (a state with conscience and compassion).>?
Indonesia bukan negara yang sekedar bertugas menyelenggarakan
berbagai fungsi publik by job description, melainkan negara yang ingin
mewujudkan komitmen moral untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu pula
paradigma yang diusung negara_fizkum Indonesia adalah paradigma hukum

untuk manusia. Suatu pa -1 Syarat agar cara bernegara

inggalkan cara berhukum

¥
[ N N ™
- d l s .s u Ln al dengan ajaran teori-teori

AT arg Iy
hukum sebagaimana" ﬂﬂ‘.'.”«ﬁ)}i "é '-."@Luﬁ‘lﬂ;@- 2 Karl von Savigny, Sir Henry
Maine, Nathan Rosco¢ 1 a hukum yang baik menurut
pandangan sarjana-sarjana==tersebt salnya, opold==Pospisil dalam bukunya The
Anthropological of Law (1971), mengemukakan bahwa hukum yang baik, materinya harus
mencerminkan perilaku pengguna hukum dan memiliki empat elemen yaitu: adanyawewenang,
ciri universalitas, kewajiban, dan pemberlakuan sanksi.Sumber hukum yang paling utama bukan
berasal dari negara (positivistik) melainkan dari perilaku masyarakat dan hukum harus mampu
mewadahi pluralisme masyarakat. Demikian pula Frederick Karl von Savigny memandang bahwa
hukum yang baik harus bersumber dari adat-istiadat, kebiasaan, dan kemauan masyarakat yang
diwujudkan melalui lembaga perwakilan sehingga hukum yang dihasilkan dapat memenuhi
kehendak masyarakat dalam rangka memenuhi kehidupan sosialnya. Sejalan dengan itu, Sir Henry
Maine mengemukakan bahwa hukum senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan sosial
masyarakat. Jeremy Bentham pun senada bahwa hukum yang dibangun harus mampu mewujudkan
sistem aturan yang memiliki resiko paling sedikit terhadap kehidupan masyarakat. John Rawls
yang mengembangkan pemikiran Jeremy Bentham melalui teori keadilan (theory of justice)
menyebut bahwa tujuan hukum paling penting adalah mewujudkan dan menjamin keadilan bagi
masyarakat. Baca J. Barnes, 1984, The Complete Works of Aristotle. Princeton UniversityPress.
Princeton, New York, him. 26

S3gatjipto Rahardjo,Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta:
Genta Press, 2008), halaman 17.
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mengusung ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan cita hukum (3)
ketetapan untuk membentuk hukum melalui partisipasi yang cukup dari semua

unsur nation state sesuai paham demokrasi dan nomokrasi.>*

H. Metode Penelitian
Dalam rangka mencapai suatu keberhasilan pada penelitian yang baik dalam

memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan

penelitian. :'. apel akukan=penelitian dituntut untuk
P / ‘L 55
- ar ¢ 3 1yang baik.*>> Metode

menguasaL dan<o
.-..r'

serta manfaat penelitia

terhadap s:e _\

), 2

9 . prat - “
menjelaskan,®’ ba “‘a’ ioil | -ﬁzﬁ 'm‘ ' baradigma dari konsep Thomas
.. £M|@?b1 smela

()
?h—n_ﬂ“r
—

(1) Konstalasi komitmen dalam komuinitas ilmuwan berkenaan dengan
asumsi  dasar, orientasi dasar dan model dasar yang perlu
dioperasionalkan;

(2) Seluruh konstelasi tentang kepercayaan, nilai-nilai teknik sebagai model
interpretatif, model penjelasan dan model pemahaman konsep-konsep;

54, Barnes, him. 21-41.
®Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991),
him 17.
% Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta,
2006), him 2.
57 Anton Tabah, Polri Dalam Transisi Demokrasi, (Jakarta : Mitra Hardhasuma, 2002),
hlm 38-39.
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(3) Paradigma memberi acuan, kiblat dan pedoman dalam menentukan cara
melihat persoalan dan cara menyelesaikannya;

(4) Paradigma juga bisa berarti konstalasi komitmen intelektual dijadikan
kerangka keyakinan bersama yang dianut oleh masyarakat;

(5) Paradigma juga menyediakan kerangka referensi untuk membangun suatu
model masyarakat untuk memperbaharuhi tatanan lama yang diapndang
kurang relevan lagi;

(6) Paradigma juga sebuah model ideal yang memberi cara bagaimana
fenomena dijelaskan di lain pihak menjadi dasar untuk penyelesaian
permasalahan-permasalahan  sekaligus model teori ideal untuk
menjelaskan fenomena-fenomena juga sebuah framework untuk konsep-
konsep dan  prosedur-prosedur suatu kerja dan aktifitasnya
distrukturisasikan; sedangkan

artikan Paradlgma adalah sebuah cara

(jaman);
(8) Paradlgma

". ? 3 .- payung’ yang

I w N g g 5 @ lﬂ. II)\fI/Iasing-masing terdiri
dari serangkaiaa;i,_ ;ﬂfu’-‘!w-y lﬁﬂ?’&ﬂ#&iﬁ[&ﬁmv%@- )J:'slk dipakai begitu saja
dipertukarkan denm'wﬁﬁd—mw—daﬁ—cn{ologi, epistemologi, dan

metodologi paradigma lainnya). Paradigma penelitian yang digunakan dalam

terdiri dari onto".l ¢

disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme, karena penelitian ini
dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta
teori baru mengenai adanya pengaturan pengadaan tanah bagi kesejahteraan
masyarakat Indonesia. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana

kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan
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kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini
berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis,
yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma
konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber®,
menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam,

karena manusia bertindak sebagai agef-yang mengkonstruksi dalam realitas sosial

mereka, baik itu meIaIU| be //\\ aupun pemahaman perilaku menurut

emua orang, seperti

o & f
diamati oleh sese UN@S”E@EE S

yang biasa dilakui fﬁﬂuﬂk’lﬁﬁd u*-*lqﬂd".m:h mengenai konstruksionis

'|
diperkenalkan oIeH—SUSiUIUg—'mTerpre ative . Berger bersama Thomas

Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut

berada diantara teori fakta sosial dan definisi sosial.®® Teori yang dipakai
sebelumnya memiliki kemungkinan untuk diganti dengan teori yang lebih relevan

dengan temuan di lapangan. Artinya teori dalam penelitian kualitatif lebih bersifat

%8 Max Weber, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme,( New York, 1985),
him 5.
1bid.

58



pasif dan tidak mengintervensi kenyataan alamiah dari fenomena sosial yang

hendak diteliti.®°

. Metode Pendekatan Penelitian

Umumnya penelitian ilmiah akan selalu menggunakan metode pendekatan,
tidak terkeculi penelitian pada bidang hukum. Kegunaan pendekatan penelitian
untuk memberikan batasan kepada .peneliti dalam mengeksplorasi landasan

konseptual yang nantlnya,

‘:gebagai keseluruhan
|III ‘ lIl
asas-asas dan keidah yang ' mengat SUL A sia dalam masyarakat,
melainkan melipi'j, w*‘«"y !@ir’.‘r.l.rpmm Ses-proses yang mewujudkan
i
!
berlakunya kaidah-kaidah itu dafam "

makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak

gai perwujudan makna-

dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka®®. Dengan kata lain bahwa

penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), pada

80Burhan Bungis, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan
Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm
45.
61 M. Syamsudin, Oprasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2007), him 56.
62 Soetandyo Wignjosoebroto, tt. Silabus Metode Penelitian Hukum, (Surabaya :
Program Pascasarjana Universitas Airlangga), him 1-3.
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saat penelitian tidak mengkaji sistem norma yang ada dalam perundangan tetapi
mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja

didalam masyarakat.5

. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriftif analitis (hukum dikonsepsikan sebagai apa

yang tampak dalam perilaku sosial yang terpola dan terstruktur) %4 oleh sebab itu

pendalaman dari permas _ngat diperlukan sehingga hasil
penelitian ini d | , penelitian dimulai dari
kajian paﬂ 3 udian dilanjutkan
dengan ; fakta realitas
Untuk menj pflrehensﬁ maka
penelitian m elitian ini dipilih

\ ‘ /
khususnya bagi k tingar” gembangus u asional, i hukum tidak hanya

dilihat dari segi'k ﬂﬂ”&-‘\?.’f Iéﬂ:}‘ﬂﬂlﬂﬁ?ﬁhr{.u} ja dengan faktor-faktor
i

i
nonhukum seperti Il'embaga‘l'embag al an-adanya pengadaan tanah yang

dilakukan oleh pemerintah guna kepentingan pembangunan nasional

Pada aras legal studies, kerangka kerja dalam penelitian ini dilakukan
sesuai metode kajian hukum positif yakni: (i) mengkaji semua dokumen yang

berkaitan dengan kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan

83Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), him 47.

64 Amirudin dan Zaenal Asikin, Pengantar metode peneliatian hukum, (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2004), him 30.
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nasional untuk kepentingan umum. Semua dokumen yang ada diinventarisasi,
diklasifikasi sesuai perkembangan yang terjadi, lalu dicari premis mayornya untuk
selanjutnya dirumuskan silogisme-silogisme induksi dan deduksi; dan (ii)
merumuskan silogisme formal (deduksi) dari doktrin/ asas hukum yang berlaku

65

universal, kemudian mengkerangkakan pemahaman penafsiran.®® Manfaatnya

selain untuk mengoreksi kebijakan hukum pengadaan tanah bagi kepentingan

pembangunan nasional untuk m,- umum yang berlaku (ius constitutum),

/ 2lalui sumber-
sumber da . it _ Ic ntuk masukan,
— H g
= i
!

Konstruksi akan

dengan metode e UNISSULA
\ eellul)i 20

®Menurut Bloom pemahaman penafsiran merupakan distingsi dari pemahaman
terjemahan yang terbatas pada pengubahan simbol hitungan statistik per se, dan pemahaman
ekstrapolasi yang menghubungkan antara yang tersurat dan tersirat dengan sesuatu yang ada di
luarnya. Dengan distingsi yang demikian, Bloom mengartikan pemahaman penafsiran sebagai
upaya menjangkau yang tersirat, bukan hanya yang tersurat, yaitu makna logik atau etiknya. H.
Noeng. Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi ke-11l, (Yogyakarta : Penerbit
Rakesarasin, 1996), him 136-138.

%Hermeneutik secara etimologis memiliki makna penafsiran atau interpretasi, dan secara
terminologis adalah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dan
pertukaran dialektikal, dapat pula dimaknai sebagai teori atau filsafat tentang interpretasi makna.
Hermeneutika merupakan cara pandang untuk memahami realitas, terutama realitas, seperti teks,
sejarah, dan tradisi. Baca Muhammad Muslih, Filsafat llmu, Belukar, (Yogyakarta, 2004), him
179.
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4. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ilmiah tentunya harus menampilkan data yang akurat serta
terbaru guna mendukung kebenaran dari hasil penelitian, begitupula dengan
penelitian dibidang hukum mengunakan data yang mendukung dalam menjawab
rumusan masalah yang akan dibahas, ketika kita mendengar data maka mungkin

angka atau nomor yang langsung berada dalam pikiran kita, akan tetapi data disini

tidak selalu berkaitan dengan omor atau angka-angka saja, melainkan

Z

sesuatu yang b 15
mengingat ya /.@.%‘

ﬁ G 1 gejala-gejala hi erjadi dalam

P
UNESSULA
NELLFH I@ﬁﬁ‘h—‘.qﬁﬁm'ﬁ}: angsung dari masyarakat

dan Iembaga'TETk’criT‘yarTg'drl

lainnya.5” Wawancara secara langsung dan bebas terpimpin dengan pihak-

atur-wawancara, observasi dan alat

pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan pengadaan tanah

bagi kepentingan pembangunan nasional.

57 P. Joko Subagyo, Op.Cit. halaman 87.
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2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan
kepustakaan,®® Data sekunder dapat diperoleh dari literatur yang
berhubungan dengan objek penelitian seperti peraturan perundang-undagan,
buku, jurnal, maupun dokumen yang berasal dari instansi yang berwenang.

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian Disertasi tentunya

bersumber dari data Primer, selain data primer juga akan mengunakan data

olf| £aolsloLutnola
o

RS EiaalaVal am = Aa i efeiiiia

1) Data Primer
Guna mendapatkan data primer pada penelitian ini maka dilakukanlah
wawancara secara terstreuktur dan sitematis guna mendapatkan informasi

yang sesungguhnya, wawancara akan dilakukan dengan pejabat yang

58]bid., halaman 88.
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memiliki kewenangan dalam proses pelaksana pengadaan tanah, adapun
Subjek yang akan dijadikan narasumber adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Narasumber Pelaksanaan Wawancara

NO NAMA JABATAN
1 | Heru Budi Praseta, SH Ketua Tim Penilai Pengadaan Tanah
5 Benhard Sitanggang, kepala ATR/BPN Kabupaten
SH.Mkn Semarang
3 | Dwi Purnomo Kepala _ ATR/BPN Kabupaten
Sukoharjo
4 | H.M. Zamhari _~~l Kepala Desa Susukan
5 | Kabul Widodo S.E la Desa Lemah Ireng
Selain dal 0 ta primer dalam penelitian juga
bersumber si dilakukan melalui
I j -~
d > yang telah
- .’
dila . - /“
2) Data === /
\ f
Penuli i ntunya penggunaan data
\ /
sekunde} t data sekunder yang
\ i
\
diperguna rimer, bahan hukum
1 5 - .
1

L1
sekunder,

(1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas
(autoratif).®® Kategori yang termasuk dalam bahan hukum primer
yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Traktan
atau perjanjian antar dua negara. Adapun bahan hukum primer yang

digunakan dalam penyusunan disertasi ini, meliputi:

89Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) him 47.
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a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¢) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Agraria;

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

e) Undang-Undangf mor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

f) Peraturan. "3‘//\

or.71 Tahun 2012 Penyelenggaraan

&3
“w N ‘ 13‘5;3 ﬁf E‘t anaan Proyek Strategis
atlall) 25010 loline o

(2) Bahan T

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang
merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi buku-buku teks yang
membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum,
termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, termasuk jurnal hukum.
Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari
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kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.”” Dalam
penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan terdiri dari
buku-buku mengenai Pengadaan Tanah, Hukum Agraria Indonesia
Sejarah dan Perkembangannya, buku tentang Penyelesaian sengketa
Pertanahan, buku tentang Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya

IImiah serta buku-buku mengenai Pengadaan Tanah, dalam penulisan

dipergunakan dalam

u w a @?‘3 w Ln {ukum, Kamus Besar

S ‘;"‘l‘h"g Iéﬁﬁ"ﬂ?ﬂﬂ;-rgﬁ'iﬂ:k& 2/ surat kabar sepanjang

i penelitian ini.”

5. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah metode atau cara-cara yang dapat

digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu

"%Soerjono Soekanto dan dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), him 33-37

"Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2007), him 23.
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kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat
penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes),
dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan
teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Teknik
pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik

o
wawancara U N ; g‘&. Q.’ Lﬂ /'{)uka untuk diajukan

kepada para m] a fﬁ"ufﬂg |£‘F’ J,-oﬂu}rﬂi‘.‘mv 0at dua jenis wawancara,
yakni: (1) wa T

menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan

iew), di mana peneliti

kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman
pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan
dilakukan berkali-kali. (2) wawancara terarah (guided interview) di mana
peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan

sebelumnya.

67



2)

3)

Terkait dengan penulisan disertasinya, wawancara dilakukan secara
bebas terpimpin, artinya dilakukan kombinasi antara wawancara bebas dan
terpimpin. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan para informan yang
mempunyai kompetensi, kapabilitas dan kapasitas yang berkaitan dengan
pengadaan tanah guna kepentingan pembangunan nasional.

Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengadakan pengamatan r- s _dan obyek penelitian. Observasi

i) biasanya dilakukan
\ /!
tanpa sepengg NfdarTrésponden;- w 0ga da /é kita peroleh adalah
alami atau se .ﬂﬂﬁuﬂ!ﬂyléﬂfﬂiﬁmarﬁfﬁ#h- sangat tidak mungkin
i
i
terjadinya reaktff‘dari‘s*obye*k‘ya

langsung atau juga dapat mengunakan bantuan peralatan mekanik diantaranya

I dapat dilakukan secara

video, foto, atau mesin penghitung.’
Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari

berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep

?Muhammad  Zainuddin, Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian,

Paradigma, dan Susunan Pembentukan), (Yogyakarta : Istana Agency, 2019), him 35.
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penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan
dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan
utuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk
menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau
merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian, yaitu

pengadaan tanah guna kepentingan pembangunan nasional.

) mpulan spesifik

terhadap
3) akan (¢ g berkaitan dengan
(4) melalui esimpulan umum yang

adap permasalahannya.”

6. Metode Analisis Data
Kegunaan dari metode analisa data adalah untuk menarik sebuah
kesimpulan pada penelitian™, tentunya analisa data dipat dilakukan sesudah

diperolehnya data dari lapangan baik berupa data primer maupun sekunder. Data

“Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2013), him 114-115.
"Muhammad Zainuddin, Op.Cit, him 50.
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primer yang diperoleh dari lapangan akan dikumpulkan, diinventarisasi, kemudian
dianalisa dengan menggunakan metode analisa diskriptif kualitatif. Guna mampu
menggambarkan keadaan keseluruhan obyek penelitian secara umum maka
selanjutnya akan dipadukan antara data primer dengan data sekunder berupa
bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Kemudian data
tersebut diklasifikasikan sesuai urutan rumusan permasalahan yang akan diteliti

dan dilanjutkan pengaanalisa. Analisa data dilakukan dengan berbagai cara

interpretasi, yaitu i ,"-mi_nterpretasi sistematis, historis,

proses pe ata dan bahan-
bahan huk ggunakan cara
berpikir seca all' informasi (aspek
metodologis) ' .Sudarto, “Logika

¥
Induktif ialah cafz w N ﬁ sgj u w_ﬁ an ilmu pengetahuan

dengan bertitik to ---“-'&Q l@‘ﬂi‘-’!fﬁ"#ﬁ!iﬂl? I/ masalah-masalah yang
i
i

bersifat khusus, kemudian menarik

ifat umum”.” Digunakan
metode induktif dengan upaya eksplanasi untuk memperoleh simpulan/bukti ada
tidaknya hubungan antar fakta, yaitu fakta sosial dan fakta hukum.”

Penelitian ini dititik beratkan pada langkah pengamatan dan analisa yang
bersifat empiris. Pendekatan penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Badan

Pertanahan Nasional di Propinsi Jawa Tengah dan instansi pemerintah lainnya

5Sudarto. Metode Peneltian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), him 57.
"5Sotandyo Wignjosoebroto (11) Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tata cara
Penulisannya, Disertasi, (Surabaya : Lab Sosiologi FISIPOL,Univ. Airlangga, 2007), him 30.
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yang terkait dimana dalam hal ini sebagai bahan penelitian. Sedangkan dari
yuridis atau legal ditekankan pada doktrinal hukum, melalui peraturan-peraturan

yang berlaku.

. Orisinalitas Penelitian
Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang ada

engadaan Tanah dan Kompensasinya Guna

B

mengenai “Rekonstruksi Kebijakan P

Kepentingan Proyek Strate _o,.-»ri""-:‘ - pernah dilakukan dalam topik dan

ZE
{F a ' demikian penelitian ini

yang sifatnya

an ini. Adapun

&
UNISSULA
lel u Li‘
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Tabel.1.2 Orisinalitas Penelitian

No Judul Penelitian Penyusun Bentuk Hasil Penelitian Kebaruan Teori
(Temuan)

1. | Pengadaan Tanah Bagi | Dwi Fratmawati Tesis Pengadaan tanah untuk | Pelaksanaan pengadaan tanah
Pelaksanaan Pembangunan Untuk (Universitas - pembangunan  pelebaran  jalan | yang cenderung berpihak pada
Kepentingan Umum di Semarang Diponegoro, dllakukan dengan proses | salah  satu  pihak  yang
(Studi Kasus Pelebaran Jalan 2015) Isyawarah untuk menetapkan | berkepentingan  saja  yaitu
Raya Ngaliyan — Mijen) B! kdan besarnya ganti kerugian | pemerintah  sehingga belum

$ Ia| pada tahun 1998 dan | adanya pemerataan
tahun 2000, dimana | kesejahteraan pada masyarakat
erugian hanya
surat perjanjian
tangan saja
genti  kerugian
‘ingga saat ini
2. | Pengadaan Tanah Untuk aan tanah untuk | Pelaksanaan pengadaan tanah

Kepentingan Umum Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006 Guna Pembangunan
Fly Over Jombor Di Kabupaten
Sleman

7’ guna
Ely Over Jombor
‘.ll ll:“  kecil (luas kurang
u NI s SWULa .’Faktor penghambat
2 /yaitu: 1) Pemegang

as Té ah Sudah Meninggal

anah Milik Dijaminkan.

gkar faktor penghambat
secara administratif yaitu: 1) Belum

Dilakukan  Penggambaran pada
Peta  Pendaftaran Tanah 2)
Banyaknya Tanah yang tidak

untuk kepentingan umum pada
pembangunan jalan tol
merupakan Proyek Strategis
Nasional, sehingga tanah yang
dibutuhkan lebih luas
cakupannya. Sehingga dalam
proses pengadaan tanah untuk
kepentingan umum diperlukan
perncanaan serta perhitungan
yang lebih matang.
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Dikuasai
Pemiliknya.

Langsung oleh

Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum Kurang Dari
Satu Hektar dan Penetapan Ganti
Kerugiannya (Studi Kasus
Pelebaran Jalan Gatot Subroto di
Kota Tangerang)

Wahyu Candra
Alam
(Universitas
Diponegoro,
2010)

Analisis Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum (Studi Kasus

Pembangunan Jalan Tol Jorr West

2)

Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Untuk Jalan Lingkar Kota Oleh
Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Tesis

s ) ';'L’ s
“’ﬁ' aan tanah pada studi kasus
H\\ engakibatkan
ﬂ v nah terkait

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang luasnya
kurang dari hektar dilaksanakan
secara langsung antara instansi
pemerlntah dengan pemilik obyek
.tanah dengan cara pelepasan hak
an.dalam penetapan ganti kerugian

Penetapan  ganti  kerugian
didasarkan musyawarah yang
apabila dilihat dari sisi hukum
dimensi keadilan harus
dikedepankan yang artinya
makna fungsi sosial terjadinya
keseimbangan antara
kepentingan umum dan
kepentingan perorangan

atas tanah

/ ;’ beli  yang
al beli tersebut

Proses pembebasan tanah atau
pengadaan tanah masih sering
kali menimbulkan perselisihan
yang berujung pada adanya
suatu  gugatan, hal ini
menandakan pelaksanaan
pengadaan tanah yang ada
sekarang belum berjalan efektif

‘ I-’I pelaksanaannya,
Jalan Lingkar Kota
Jx'/\/onoglrl tidak sesuai
substansi peraturan
---- gan, pengadaan tanah

yang berlaku dimana keanggotaan
tim penilai harga tanah yang terdiri
dari pihak-pihak instansi yang
memerlukan  tanah.  Meskipun
demikian Proses berlangsungnya

Pada permasalahan seperti
inilah diperlukannya pengawas
dari  Tim  Penilai tidak
memberikan penilaiaan dengan
kompensasi layak. Meskipun
dalam proses pelaksanaan telah
dijalakan musyawarah dengan
pemilik hak atas tanah yang
akan  dipergunakan  untuk
pembangunan [royek strategis
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musyawarah  dilakukan  secara
langsung dan dapat mencapai
kesepakatan dalam penentuan ganti
rugi atas tanah, bangunan, tanaman,
atau benda lain yang ada di atasnya.

akan
untuk

nasional
dipergunakan
kepentingan umum.

yang

Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum. (Studi Kasus
Pelebaran Jalan Martadinata Paal
Dua di Kota Manado)

Agus Yafli
Tawas

Dengan demikian jumlah
Ganti Rugi yang diberikan oleh
emerintah Daerah pada proyek
baran Jalan Martadlnata Paal

Jurnal

Adapun  yang
dalam pengadaan

antara lain:
ekatan yang
ana dengan
pelaksanaan

harga  dari
dengan harga
, terhambatnya
.h dan pembangunan
a pemahaman secara

ot
UNISSULA
I e

Guna tercapainya keadilan dan

tidak adanya rasa yang
dirugikan oleh salah satu pihak
maka tahapan proses
pengadaan tanah harus

dijalankan oleh pejabat yang
berwenang, sehingga regulasi
yang ada harus ditaati dan
tidak dilakukannya
pelanggaran. Untuk
tercapainya rasa keadilan bagi
pemilik hak atas tanah harus
diberikan kompensasi layak
atas tanah yang dimiliki.
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian
terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait dengan pengadaaan tanah untuk
kepentingan umum, pembebasan lahan, maupun rekonstruksi pada suatu peraturan
perundang-undangan. Akan tetapi terdapat perbedaan baik dari populasi yang
akan diambil, jumlah populasi, jumlah sampel, jenis penelitian, sasaran penelitian,

maupun lokasi penelitian.

BAB I :ﬁ'-.k asi yang disusun yaitu

musan Masalah, Tujuan
Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretik, Kerangka
Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan

Orientasi/Keaslian Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB 11 . pokok bahasan pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, pada bagian ini

mengkaji tentang tinjauan umum terkait hak atas tanah, tinjauan
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BAB I11

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tinjauan terhadap
undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tinjauan
pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan nasional untuk
kepentigan umum berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, tinjauan terhadap Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 20 .-f k Teknis Pelaksanaan Pengadaan

3S k Kepentingan Umum,
[eSid ~- Tahun 2018

Pembahasan pada bab 3 merupakan jawaban pada rumusan
masalah yang pertama, dimana pada bagian ini akan menguraikan
tentang Kebijakan Pengadaan Tanah Dan Kompensasinya Guna
Kepentingan Proyek Strategis Nasional. Cakupan pembahasan

pada bagian ini meliputi Sejarah Aturan Hukum Terkait
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Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional
Untuk Kepentigan Umum, Sumber Hukum Pengadaan Tanah
Bagi Kepentingan Pembangunan Nasional, Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional Untuk
Kepentigan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Nasional Untuk Kepentigan Umum Berdasarkan Peraturan

\ et
BAB IV : ' \ M N ! :ﬁ ﬁ HF i r’:ﬂh ebuah penelitian serta
\\ e/l £50ileLuing
-'.J TUS "A e-2. bagian yang akan
A

membahas terkait dengan Kelemahan Pelaksanaan Pengadaan

Tanah Dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis
Nasional. isi dari pembahsan bagian ini merupakan susunan dari
analisa pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah pada proyek Tol
Semarang-Solo, hambatan-hambatan yang terjadi pada

pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah pada proyek jalan Tol
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BAB V

BAB VI

Semarang-Solo, pelaksanaan proses kompensasi layak pada
proyek Tol Semarang-Solo, serta yang terakhir pelaksanaan
proses kompensasi layak pada proses pengadaan tanah jalan Tol

Bawen-Solo.

penjabaran analisa pada bab yang ke-5 merupakan jawaban atas

rumusan masalah yang ke-3, dimana pada bagian ini akan

disajikan pembakh; "'-?\: kait Bentuk Rekonstruksi Kebijakan

umum, dan yang

Hﬂ
*n' M H ﬁﬁ !.l fla ql\ pengadaan tanah bagi
\ wtllel) £l l'él--:d-vlﬂ-

gan umum berbasiskan

nilai keadilan.
Sebagai Penutup akan mengemukakan Simpulan dari Disertasi,
selain itu pula akan diberikannya saran dan akan disajikan pula

Implikasi Kajian Disertasi.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentnag Hak Atas Tanah
Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama
pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum sedangkan yang

kedua pengadaan tanah untuk kepemtingan swasta yang meliputi kepentingan

L
UNISSULA
Melalui ada ""-"'flf'l"’i'."-kir l@?ﬁtﬁﬂ?ﬁlqﬂﬂe‘ﬁt pagaimana diatur dalam
Pokok-Pokok Agraria, yaitu
“atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-halsebagai yang
dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam

yang terkandung didalamnya yaitu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh

negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat”. Sehingga atas dasar

115Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria, (Jakarta : Djambatan, 2003), him 24.
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ketentuan tersebut, negara berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang
dapat dimiliki oleh dan/atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Adapun kewenangan yang dimaksud tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur bahwa:
“atas dasar Hak Menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

2 ditentukan adanya macam-m atas permukaan bumi yang disebut tanah,

bersama-sama dengaf-o Tl a_badan-ba Sedangkan
.
d &Nk 2 e ud dalam ayat

penatagunaan

>
S UNISSULA
Berdasarkan ﬂu"ﬁy I@;;E?%L-g‘:ham_fﬁ anentukan hak-hak atas
i
i
tanah sebagaimana"—dia‘rcrr—dalanr Pasal

Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu: Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna

Undang-Undang Peraturan

Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Membuka Tanah; Hak Memungut Hasil
Hutan; Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagaimana disebut dalam Pasal 53. Hak-hak atas tanah tersebut diatas yang

bersifat sementara diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan
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bahwa: “Hak-hak yang bersifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi-hasil, hak menumpang dan
hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan
dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam
waktu yang singkat”.

Perseorangan atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah,

ﬁunyai fungsi sosial
/
ﬁ Dasar Pokok-Pokok

Agraria yang me akan -balwa, seniia Hak 2 ah mempunyai fungsi

sosial”.

Pada Pasal 9 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
mangatur tentang pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah yaitu, “tiap-tiap
warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat
manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Sedangkan

yang bukan warga negara Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai
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perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya hak pakai atau hak sewa saja. Hal
ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 45 Undang-Undang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua hak atas tanah
kecuali hak milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh
pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat

(1) huruf b UUPA.

peraturan Y

diatur dala':__ al 4 A, 4g 3 Jasar Pokok-Pokok

¥
Ej‘ W ﬁ EQ u W—ﬂ. Pasal 2 dapat dipunyai

LT L
mﬁl«lﬂrfy |@ﬁ9’-j‘ﬂ.€lnﬁiﬂn!ﬁhu lak atas tanah menurut

yaitu:

1) Hak Milik (HM)
Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosial.
Berdasarkan penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria disebutkan bahwa sifat-sifat dari HM yang membedakannya
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2)

dengan hak-hak lainnya. Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa
hak tersebut merupakan hak mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu
gugat sebagai hak eigendom seperti yang dirumuskan dalam Pasal 571
KUHPerdata.

Sifat demikian bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial

dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat.dan terpenuh” mempunyai maksud untuk

,-hak guna bangunan, hak pakai dan

UUPA. Kemudian secara khusus diatur pula dalam Pasal 28 sampai dengan
Pasal 34 UUPA. Kemudian, secara khusus lagi dalam Pasal 50 ayat (2), yang
menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur di
dalam peraturan perundang-undangan, yaitu didalam Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha. HGU berbeda dengan Hak

Erpacht walaupun ide dari terbentuknya HGU tersebut berasal dari Hak
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3)

Erpacht. Begitu pun pula, dalam hukum adat tidak mengenal adanya Hak Guna
Usaha dan Hak Guna Bangunan, kedua hak ini merupakan hak yang baru
diciptakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekarang ini.*®

Hak Guna Bangunan (HGB)

Berdasarkan Pasal 35 UUPA Hak Guna Bangunan adalah hak untuk
mempunyai maupun mendirikan bangunan diatas tanah dalam jangka waktu
tertentu yang mana bangunanf' tanah tersebut bukan miliknya sendiri,

bangunan tersebut.Bukanlah 1 atas bangunan tersebut. sehingga

pengguna. ba s i ak " atas iane 1 ua) hal yang

d

P
‘j N ‘ @ s U ul ﬂ siapa yang berhak

LT L3
ﬂﬁ“qﬂf |&ﬁ€ﬂ;?’hl-ﬁjﬂmﬁl‘@- ak adalah perseorangan

Dalam hal ini telah disebutkan di dalam Pasal 39 UUPA, badan hukum

dimungkinkan memiliki HGB dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan

116 Imam Soe tiknjo, Politik Agraria Nasional, (Yogyakarta : Gadjah Mada University

Press. 1994), him 73.

17 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. Hak-hak Atas Tanah. (Jakarta : Prenada Media,

2005), halaman 190.
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dengan didirikan menurut ketentuan Hukum Indonesia dan badan hukum

tersebut berkedudukan di Indonesia. 118

© 1%

%

e —

&
&
=
=
—

"die go b

UNISSULA
ijéﬁbl s I.?-

118 1pbid, him 191.
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4)

5)

Hak Pakai (HP)

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPA, HP adalah hak untuk menggunakan dan
memungut hasil dari suatu tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah
milik orang lain, dalam hal ini berdasarkan keputusan oleh pejabat untuk
memberikannnya, sedangkan apabila milik orang lain maka berdasarkan
perjanjian, yang itu bukan perjanjian pengelolaan tanah maupun sewa-

menyewa. Kata “menggunakan’ menunjuk pada pengertian bahwa HP

il

& [
dimaksudkan s U N n g E; ES‘" ent ﬂ -{Jada suatu ketika hak

tersebut akan, »J-’L'!Jj !@E’Jﬂjﬂﬁl-@‘-tﬁv!,@:.
1
|1

bertentangan dengan  asas yan

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu, “seseorang yang mempunyai

karena hak tersebut

sal 10 Undang-Undang

suatu hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif
dengan mencegah cara-cara pemerasan, namun sampai saat ini hak-hak
tersebut masih belum dihapus”. Oleh karena itu yang dimaksud dengan Hak

atas tanah yang bersifat sementara antara lain sebagai berikut:

119 Auri, Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan

Lahan Secara Optimal. Jurnal 1imu Hukum Legal Opinion. Edisi I. Vol 2. Tahun 2014, him 2
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(1) Hak gadai tanah/jual gadai/jual sende
Hak gadai/jual gadai/jual sende adalah menyerahkan tanah dengan
pembayaran sejumlah uang dengan Kketentuan bahwa orang Yyang
menyerahkan tanah mempunyai hak untuk meminta kembali tanah tersebut
dengan memberikan uang yang besarnya sama.

(2) Hak Usaha Bagi Hasil

Hak usaha bagi hasil .. eseorang atau badan hukum untuk

menggarap di atas «. Ng Ialn dengan perjanjian bahwa

I-wewenang kepada seseorang
untuk mendirikan dan menempati rumah di atas pekarangan orang lain.
Pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu kepada yang
mempunya tanah, hubungan hukum dengan tanah tersebut bersifat sangat
lemah artinya sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh yang orang yang

mempunya tanah jika yang bersangkutan memerlukan sendiri tanah tersebut.
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Hak menumpang dilakukan hanya terhadap tanah pekarangan dan tidak

terhadap tanah pertanian.

3. Cara Terjadinya Hak Atas Tanah
1) Pengertian Tanah Negara
Pemberian hak atas tanah merupakan pemberian hak atas tanah yang

dikuasai langsung oleh negara_kepada seseorang ataupun beberapa orang

bersama-sama atau suatu.f "/ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan

' 20
ww;{f_ggniﬂ berlaku.!
At Mbniperolei Tanaly Negara |

Kewena:ﬁgan—panbefran' hak ata

Negara Agraria/Kepala BPN sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan

2)

aksananakan oleh Menteri

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 yang menyatakan
bahwa, “Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. Sedangkan

pada Pasal 14 menyatakan, bahwa “Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

1201pid, him 1.
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3)

Pertanahan Nasional memberikan keputusan mengenai pemberian dan
pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada
kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor
PertanahanKabupaten / Kota madia sebagaimana dimaksud dalam Bab Il dan
Bab III”. Dasar hukum tata cara memperoleh tanah Negara:

(1) Permeneg Agraria/Kepala BPN N0.9/1999 tentang tata cara pemberian dan

pembatalan hak atas tanah dan:hak pengelolaan yang mencabut Peraturan

e
-".-.
3 -

Menteri Dalam Negeri-# entang ketentuan-ketentuan mengenai
..-..'" oy
181¢1} /:"1 A

/' ]
C ,'{3/1972 tentang
f

i
Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 te

hak atas tanah negara dan hak pengelolaan menentukan bahwa, Pemohon hak

emberian dan pembatalan

atas tanah mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara secara tertulis,
yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah
kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Dalam permohonan tersebut
memuat keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang

meliputi data yuridis dan data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan
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mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh
pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang
dianggap perlu. Permohonan hak tersebut diajukan kepada Menteri Negara
Agraria melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak
tanah yang bersangkutan. Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor

Pertanahan maka tindak lanjutnya adalah:

\ &2
maka diterbill Nl Surety Kepdiuse u e Mbe(Te / Atas Tanah yang

LT L
dimohon kemud q‘ﬂfmrﬂ.g!é_‘[‘?&{:ﬁﬂiﬂ.nq“ﬂ'!d?l@- apada Kantor Pertanahan

i
yang daerah keri?mya‘mmTpum anan ya ersangkutan untuk diterbitkan

sertifikat hak atas tanah sebagai tanda lahirnya hak atas tanah tersebut.

4) Tanah Hak
(1) Pengertian Tanah Hak
Tanah Hak merupakan tanah yang sudah dilekati atau dibebani dengan suatu
hak tertentu. Tanah Hak tersebut misalnya Hak Milik, Hak Guna Bangunan,

Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai.
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(2) Cara Memperoleh Tanah Hak
Tanah Hak dapat diperoleh dengan cara pelepasan hak atas tanah,
pembebasan tanah, pemindahan hak atas tanah, dan pencabutan hak atas
tanah.

(3) Pelepasan Hak Atas Tanah/Pembebasan Tanah/Pengadaan Tanah

Pelepasan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah merupakan dua cara

tanah adalah u-;":.'/ |t o \ [a_pemegang hak atas tanah

W
mi‘sngs“an ah  dilihat dari yang
membutuhkar #"LL-H !@-.. ;'!Eniﬂ.wg.‘:!.r'pgh. area tanah yang luas
1
|1
sedangkan pelépasan‘hak‘arastaﬁéh ditthat daryang memiliki tanah, dimana

ia melepaskan haknya kepada Negara untuk kepentingan pihak lain.

Semua hak atas tanah dapat diserahkan secara suka rela kepada
Negara. Penyerahan suka rela ini yang disebut dengan melepaskan hak atas
tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa: “Hak milik hapus bila

tanahnya jatuh kepada negara: (1) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal
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5)

6)

18, (2) karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, (3) karena
diterlantarkan, (4) karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).
Sedangkan Tanahnya musnah, yaitu tindakan pelepasan hak atas tanah dapat
digunakan untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan baik

untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta.

Pemindahan Hak Atas Tanah

f

ﬁdahan hak misalnya
||

dalam bentuk"t1 fﬁuﬂ&glw &r- menukar-hib
perusahaan, dan'“l’crm‘sebaga'mya.

Pencabutan Hak Atas Tanah

\ ¥
dapatdigun UW“S@W&& /

ah, pemasukan dalam

Pencabutan hak atas tanah menurut Undang-Undang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria_adalah pengambil alihan tanah kepunyaan sesuatu pihak

oleh Negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus,
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tanpa yang bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam
memenuhi sesuatu kewajiban hukum %!

Oleh karena itu, pencabutan hak atas tanah merupakan cara terakhir
untuk memperoleh tanah hak yang diperlukan bagi pembangunan untuk

kepentingan umum setelah berbagai cara melalui musyawarah tidak berhasil.

Dasar hukum pengaturan pencabutan hak atas tanah diatur oleh UUPA dalam

i
Ada di Atasnya. Ketentuan Pasal 18 ini

dalam Pasal 6 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu

bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

2Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), halaman
38.
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B. Tinjauan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
1. Pengertian Pengadaan Tanah
Terdapat dua jenis pengadaan tanah antara lain pengadaan tanah oleh
pemerintah untuk kepentingan umum sedangkan yang kedua pengadaan tanah
untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan
komersial atau bukan sosial. Menurut Pasal 1 angka 1 Keppres N0.55/1993 yang

dimaksud dengan pengadaan tanah

-".-.

adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan

L
memberikan gari w N‘ ﬁ g @‘. u lep ﬁ all menyerahkan tanah,

LT L3
bangunan, tanaman ~‘----‘I=1-"«'.'-g !@ﬁ.‘l‘;llr;l.@::m!,gm gngan tanah atau dengan
i

tanah menurut PerpresN0.36/2005 dapat dilakukan selain dengan memberikan
ganti kerugian juga dimungkinkan untuk dapat dilakukan dengan cara pelepasan
hak dan pencabutan hak atas tanah. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Perpres
No0.65/2006, yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk
mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang

melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang
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berkaitan dengan tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan
tanah menurut Perpres No0.65/2006 selain dengan memberikan ganti kerugian juga

dimungkinkan untuk dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak.

. Pengertian Kepentingan Umum
Kepentingan umum secara sederhana dapat saja dikatakan untuk

orang banyak atau tujuan yang luas'??.

20 sosial, politik,

asional dengan
, arla dan Undang-
dmyatakan dalam

N UNTUK 'f' ne ara, kepentingan
WN%&»QWLR gara, Kepenting

bersama dari rakya '\‘?'!uﬁ-!;:’ "Efo »1.,:---"1-:-1“‘*-«',#: gga dapat disimpulkan

ah kepentingan tersebut
harus memenuhi peruntukkannya dan harus dirasakan kemanfaatannya, dalam arti

dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan atau secara langsung.

12Q0Joan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,
(Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), him 6.

123John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar
Grafika, 1988), him 40.
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3. Jenis Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pasal 5 dalam Perpres No0.65/2006 dinyatakan bahwa: ‘“Pembangunan
untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan
dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi:
1) Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah,

ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran

2) lung { 103 ¥ ga|ran lainnya;
3) _I\ i g

4) fasi anm sepe 0 pahaya banjir,

4. Dasar Hukum PengadaanTanah™
Sebelum berlakunya Keppres No.55/Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah
Untuk Kepentingan Umum, maka landasan yuridis yang digunakan dalam
pengadaan tanah adalah:
1) Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.15/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan

Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

96



2) Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.2/1976 tentang Penggunaan Acara
Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan
Tanah Oleh Pihak Swasta.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.2/1985 tentang Tata Cara Pengadaan
Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

4) Keppres No0.55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

r

Pembangunan Untuk Kepent| m . Keppres ini juga telah dicabut.

No. 36/2005,#’ f

v-/ peplirge
)

5) Perpres ga aan Tanah Bagi Pelaksanaan

'l.

L, es ini mencabut Keppres

6) Pelaksanaan

f
ncabut Perpres

0 :«- pengadaan tanah

untuk kepentin U W ; SE; U Lj-‘. Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pengadaa" ﬂ"»"ﬂu"‘"gl‘;r éﬁ’{u ’nn.f.-g-ﬂﬂ[ﬂ 2 pentingan Umum. Selain
undang-undang ter&buﬁﬂh‘lamut’&

peraturan perundang-undangan, diantaranya:

i diatur dalam beberapa

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
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4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Jidi 5;1"__1\',‘; [ MeUpUr) perseroan terbatas (PT) dan

|1 . &
dilakukan untuk. | kepei Hqﬂglé_‘r. sahaan. swasta sendiri. Sedangkan
i

!

pembangunan untu"k‘kEpEnfrrTgan'

untuk public benefi dimana masyarakat luas dapat memanfaatkan hasil

arti luas diperuntukakan

pembangunan tersebut.'?®

124Urip Santoso, Buku Ajar Hukum Pengadaaan dan Pendaftaran Hak atas Tanah,
(Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2009), him 128.

125)ennifer Goldie, Pihak yang Berhak Mendapat Ganti Kerugian dalam Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Atas Tanah PakuAlam, Jurnal Jurist-
Diction: Vol. 1 (No.1), September 2018, him 201.
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Untuk memenuhi keperluan penyediaan tanah dalam rangka pembangunan
untuk kepentingan umum, Pasal 18 UUPA mengakomodir pencabutan hak atas
tanah untuk kepentingan umum dengan memberi ganti kerugian yang layak.
Peraturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 serta
Peraturan Presiden RI No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Unuk Kepentingan Umum yang diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Presiden. R}. No. 148 tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan :a:f

lahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi anguna fingan Umum  (selanjutnya
disebut “Perp adaai . % ek Kkepentingan umum
dalam s n Tanah ini
ditemukar:l r'ilbungan hukum

dari pihak "

anakan secara adil,
/

& ) B
yakni pihak ylll' R Gl ' : avak seh
akni piha a-. “WQQQUL&; JIl,yang ayak sehingga

*’Har}f l@? angsungkan kehidupan yang lebih baik. 125

mendapat kesempa

i
Kegiatan péfngadaan—tanah' K ke ingan-umum dalam skala besar

menurut UU Pengadaan Tanahharus melewati empat tahapan yakni:

a) Perencanaan
b) Persiapan;
c) Pelaksanaan; dan

d) Penyerahan hasil.

126 jhat pada Penjelasan Asas Keadilan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang tentang
Pengadaan Tanah
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Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden No 71 tahun 2012, rencana
pengadaan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Prioritas
Pembangunan, sehingga tercipta keharmonisan antara pembangunan yang telah
ada dengan pembangunan yang sedang direncanakan. Apabila suatu rencana
sudah sesuai dengan RTRW, maka pengadaan tanah tersebut telah sah secara
prosedur. Dalam praktek, seringkali dilakukan penyesuaian RTRW setempat

terhadap proyekproyek pengadaan tanah yang direncanakan oleh Pemerintah

o

=

perancangan pengadaai-te

gadagi &
, S
a) Surve, NoIh
e saekey o

L
\ UNISSULA
A\ Erelh ) @“bthmLm
Dokumen p;brentanaan‘pengaﬂ'é ditetapkan oleh pimpinan

instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian, dokumen

tersebut disampaikan kepada Gubernur. Pada tahap kedua, setelah dokumen
diterima oleh Gubernur, maka akan dilakukan tahap persiapan pengadaan yang
dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk oleh gubernur. Tim persiapan ini
terdiri dari Bupati atau Walikota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

provinsi, instansi yang memerlukan tanah, serta instansi terkait lainnya. Menurut
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Pasal 12 Perpres Pengadaan Tanah, pada tahap persiapan akan diberitahukan
rencana pembangunan pada masyarakat yang ada pada lokasi rencana
pembangunan, baik secara langsung (sosialisasi, tatap muka atau surat
pemberitahuan) maupun tidak langsung (melalui media cetak atau media
elektronik). Kemudian, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Perpres Pengadaan Tanah,

tim persiapan melakukan konsultasi publik, yakni dialog mengenai rencana

akan diterbitkan keti

1 o); er arinya.7 Instansi yang
- ‘ \

e
JNISSULA
Mol £0l0 lelunsla

i
c) Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;

d) Pemberian Ganti Kerugian;

b) Penilaian Gar
1

e) Pelepasan tanah instansi
Dalam tahap inventarisasi dan identifiasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan
bidang per bidang serta pengumpulan data fiik yang berhak dan objek pengadaan

tanah. Tahap ini dilakukan paling lama empat belas hari kerja. Apabila hasil
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inventarisasi tersebut telah diumumkan dan terdapat pihak yang tidak menerima
maka UU Pengadaan Tanah dalam Pasal 29 memberikan kesempatan untuk dapat
mengajukan keberatan pada lembaga pertanahan paling lama empat belas hari
kerja setelah diumumkan hasil inventarisasi tersebut.

Selanjutnya, setelah diinventarisasi maka akan penilai pertanahan
menetapkan besarnya nilai ganti kerugian, yang menjadi dasar musyawarah

127 Dalam. tahap musyawarah ganti kerugian, lembaga

S f ak yang berhak selambat-

uwﬁmgwlﬂ sebut wajib melakukan

pelepasan hak dg ﬂuﬁbjl@ﬂjﬂ:ﬂlaﬁﬁﬂ,@- atau kepemilikan objek

i
i
pengadaan tanah 6Hda—IEmbaga—pe

untuk menerima ganti kerugian sesuai musyawarah Pasal 42 UU Pengadaan

ada pihak yang menolak

Tanah telah mengatur mekanismenya yakni melalui penitipan ganti rugi di
pengadilan negeri setempat, Tidak hanya itu, penitipan ganti kerugian juga dapat
dilakukan apabila pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui

keberadaannya, dan Objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

27Urip Santoso, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Surabaya
:Airlangga University Press, 2013), him 122.
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a) Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
b) Masih dipersengketakan kepemilikannya;
c) Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;

d) Menjadi jaminan di bank.'?8

Pelepasan objek pengadaan tanah dilakukan oleh pihak yang

berhak di Kepala Kantor Pertanahan

r

aten/Kota setempat yang dimuat

daan tanah. Berdasarkan Pasal 97

&3
@ I@ } gs W Lﬂ dan buku tanah bukti

kepemilikan yaig:sudatt i |@E’1;:l':al.q:~tml@.

. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disahkan tanggal 14 Januari 2012,

bahwa dalam konsiderannya menyatakan untuk menjamin terselenggaranya

128 jhat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Repubik Indonesia tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara nomor 5280), Ps. 42 ayat (2).
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pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya
dilaksanakan dengan mengkedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.
Juga dilatarbelakangi bahwa peraturan perundangundangan di bidang pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin
perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 lahir untuk menjawab keluhan dari berbagai pihak yang merasa
peraturan yang lama tidak membg' @n_perlindungan hukum kepada si pemilik

tanah bahkan cenderung pe| a: 2K:otoriter dan mengabaikan hak-hak

dan sejahtera

lik Indonesia

N E‘.'l‘x_"‘. {anahiyang /~ 2daannya dilaksanakan

dengan mengedeps n*fl-!--rl:‘ l@f?’i}'ﬂﬁlwlﬁt’fwldfn r
|1
Negara Republik Indonesia Tahun 194

prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan,

anah nasional, antara lain

keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-
nilai berbangsa dan bernegara.

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas
tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang

bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan,
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membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan

mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah

sebagai berikut:

a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk
Kepentingan Umum dan pendanaannya.

b) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan

Rencana Tata Ruang Wiencana Pembangunan Nasional/Daerah,
Rencana Strategis, dan egiap Instansi yang memerlukan

d) 1t Lk 56 ¢ - ,m‘:ubangan antara

Perilingan L dengan pemberian
\ .
U

R DRI SULA

Ganti Keru
Maksud kep "‘"‘"ufy I@Q’{L’*’ﬂiﬂ..rﬁmeﬂﬁ. ang Nomor 2 Tahun 2012

i
adalah kepentingaWWm' asyarakat-yang harus diwujudkan oleh

pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan,
rencana tata ruang dan wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah, rencana
strategis dan rencana Kkerja setiap instansi yang memerlukan tanah.
Penyelenggaraanya harus melalui perencanaan dengan melibatkan semua

pemangku dan pengampu kepentingan, serta memperhatikan keseimbangan antara
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kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, dilaksanakan dengan
memberikan ganti kerugian yang layak dan adil. Undang-Undang ini juga memuat
beberapa asas yakni, kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian,
keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan
keselarasan. Sementara pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang,

tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang

%

disetujui oleh keduabelah pihak. Dan:pilai ganti kerugian harus dilakukan secara

Tahun 2012adalal:" kegiatan meﬁy&‘i' an cara memberi ganti
kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Sedangkan yang
dimaksud kepentingan umum adalah ‘“kepentingan bangsa, negara, dan
masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin

129Fajrul Wadi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Ditinjau dari Perspektif
Yuridis dan Sosiologis), Jurnal Al-Hurriyah, VVol. 13,( No.1), Januari-Juni 2012, him 89.
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tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum, kategori kepentingan umum pada
huruf “b” disebutkan sebagai berikut “jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur
kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api”. Penyelenggarakan
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 terdapat beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan,

pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

/
41 Tahun 200 u N ' ﬁJ-s u '-A / angan Berkelanjutan.
Ketentuan yangﬁL ‘ Fgf,[.{,gyi éﬁ:b"r ‘pada IPasa {; Pasal 10, Pasal 14,

i
Pasal 19, Pasal 24,H Pasal28, Pasal=34.'Pasal™36;"Pasal40, Pasal 42, dan Pasal 48.

Selain perubahan terdapat pula penambahan ketentuan dalam pasal yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Penambahan tersebut terdapat
dalam Pasal 19, dimana dalam Pasal 19 terdapat penambahan yaitu Pasal 19A,
Pasal 19B, dan Pasal 19C.

Tanah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum yang diatur

dalam Pasal 10, dimana pada Pasal 10 mengalami perubahan dan terdapat dalam

107



undang-undang cipta kerja. Pasca dilakukannya perubahan maka tanah yang dapat
dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu sebagai berikut:
(1) Pertahanan dan keamanan nasional
(2) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan
fasilitas operasi kereta api
(3) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan

bangunan pengairan lainnya .

(13)Cagar alam . ka emerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, atau Desa

(14) Penataan permukiman kumuh perkotaan danfatau konsolidasi tanah serta
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa
termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus

(15)Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah
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(16) Prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

(17)Pasar umum dan lapangan parkir umum

(18) Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai
danlatau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah

(19) Kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah-Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau

e

| e Z
(22) Kawasah,l UNISSULA // Jatau dikuasai oleh
Pemerintah etllog 11 i;_ I

Qt\‘!--lfp!..qﬁ:t.rsl_.rj- |
Badan Usa%iﬁk‘mvran -

(23) Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh

aha Milik Negara, atau

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau

Badan Usaha Milik Daerah.

Regulasi yang paling nampak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja terkhusus pada bagian pengadaan tanah, dimana
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penambahan pada Pasal 19. Penambahan regulasi yaitu pengadaan tanah yang
kurang dari dari 5 (lima) hektare dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang
memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Tujuan diperlakukannya ketentuan
ini adalah untuk mengefisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah untuk
kepentingan umum. Kewenangan untuk menentukan lokasi tanah yang akan
dipergunakan fasilitas umum yang kurang ari 5 hektar berada pada Bupati atau

Wali Kota. Penetapan lokasi yang akan.dipergunakan harus tetap memperhatikan

beberapa hal dintaranya: -f//\ pemanfaatan ruang, pertimbangan

=

&
UNKISSULA

LT L
.L t'“""d“lﬁ..y !Ea?!;:,!!-qﬁﬂmﬁmiz!,ga a4 Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenbgmran—Peng

Kepentingan Umum, merupakan wujud pelaksanakan atas ketentuan Pasal 53 ayat

Pembangunan  Untuk

(3) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembanguna Untuk Kepentingan Umum. Sehingga perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum.

110



Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala Kantor
Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan selaku ketua pelaksana Pengadaan
Tanah. Kepala Kantor Wilayah BPN ketika memberikan tugasnya kepada Kepala
Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, maka harus
mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, dan sumber daya
manusia. Kemudian dibentuklah susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan

Tanah yang sekurang-kurangnya harus:terdapat beberapa unsur jabatan fungsional

yang berurusan langsung deng sengadaan tanah, pejabat tersebut

! ¥
d) Camat seter HWI@@“&&
| ™ .
e) Lurah/kepala fiesa atau nam !&f-‘?‘:ﬂﬂﬂh:{?& bengadas
1

||
Kemudian setefah terbentuknya ke

pengadaan tanah, tugas selanjutnya adaah harus melakukan beberapa tahapan

an keanggotaan pelaksana

dalam proses pengadaan tanah. Adapun tahapan tersebut diantaranya penyiapan
pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi, penetapan nilai, musyawarah
penetapan bentuk ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, pelepasan objek

pengadaan tanah, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan
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objek pengadaan tanah, dan pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan

data administrasi pengadaan tanah.

1. Penyiapan Pelaksanaan

Pasca ditetapkanya Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, tahap

awalnya adalah Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan

Pengadaan Tanah kepada Ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Proses pengajuan

a)
b)

c)

d)

ini_harus dilengkapi dengan beberapa keputusan, dokumen serta data sebagai

&3
i’ W E gs “ Lﬂ. aan Tanah. pelaksana

|1 . &
persiapan Pengada fﬂﬂ"-ﬂ';'.g !@ﬁﬂf:}:ﬁlmj‘#ﬁﬁb;ﬁ..

Membuat age

Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;

Menyiapkan pembentukan Satuan tugas yang diperlukan dan pembagian
tugas;

Memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam

pelaksanaan;
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e) Merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam
pelaksanaan;

f) Menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam
pelaksanaan;

g) Menyiapkan administrasi yang diperlukan;

h) Mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan Pengadaan

Tanah;

teknis, koordinas U N “ sr«&li u P ﬁ epala desa atau nama
lain, penyiapan' g ?‘r::‘f.'.!nﬂ.:\ga? !iﬁlﬂﬁ‘llﬂj‘qﬁkﬂ@i@ pada pihak yang berhak

melalui lurah/kepata-desa atau nama-fain, dan-pemberitauan rencana dan jadwal
pelaksanaan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
Satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data fisik
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melaksanakan
pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, dalam proses inventarisasi
dan identifikasi meliputi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan

pengukuran dan pemetaan bidang per bidang. pengukuran dan pemetaan

113



dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai
pendaftaran tanah. kemudian hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan
pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang
tanah dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh ketua
satuan tugas, peta bidang tanah tersebut digunakan dalam prose penentuan nilai
ganti kerugian dan pendaftaran hak.

Salah satu tugas juga w: uan tugas yang telah dibentuk adalah
N

melaksanakan inventarisasi ta

- ¥
)Ltk s o 63 3K e
f) Status tar:h | '?“‘”ar-F'éa-?bWh

nfaatan tanah;

g)Jenis pengg

h)Pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang
berkaitan dengan tanah;

1) Pembebanan hak atas tanah; dan

J) Ruang atas dan ruang bawah tanah.
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Hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek
pengadaan tanah dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif
yang ditandatangani oleh ketua satuan tugas. daftar nominatif inilah yang
digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian. hasil inventarisasi dan
identifikasi kemudian diserahkan oleh ketua satuan tugas kepada ketua
pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan

identifikasi. hasil inventarisasi dan-identifikasi dalam bentuk peta bidang tanah

I

kecamatan, ) hangunan, dalan tu-paling kurang 14 (empat

i

belas) hari ke
.
F. Tinjauan T&é A ¢ - asional Republik

Indonesia

L
w N ﬂ sg u Lﬁ. sional tentang Petunjuk
el |£§!9{Dﬂﬁlagﬂ:ﬁaih§¥ 3 /amanat dari ketentuan

i
Pasal 111 ayat '(Zj_PEraTUTan'Pr'é‘s'r

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Teknis Pelaksana

Tahun 2012 tentang

Umum, ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan sebagai berikut “Petunjuk teknis
tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah diatur oleh Kepala BPN”. Tahapan
pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam eraturan Presiden

Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
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Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meliputi*®®: penyiapan pelaksanaan,
inventarisasi dan identifikasi, penetapan penilai, musyawarah penetapan bentuk
ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dalam
keadaan Kkhusus, penitipan ganti kerugian, pelepasan objek pengadaan tanah,
pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan
tanah, dan pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi

pengadaan tanah.

pungan hukum antara
. * ' i 1[ /

pihak yang ber B N‘ u 5@ gj Lﬂ. '§/ang terakhir terkait
" “P-'"'ur’:"lfr '@ﬁ‘h‘fﬁﬁinu‘?ﬁew- a administrasi pengadaan

130 Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
IndonesiaNomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
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G. Tinjauan Terhadap Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bertujuan untuk pelaksanaan ketentuan
Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional, Komite Percepatan. Penyediaan Infrastruktur Prioritas telah

melakukan kajian terhadap 9-:«
113=8

oyek Strategis Nasional. Peraturan

NO Jumlah
1 64
2 5
3 9
4 ni Dalam 7

P AT AN T S w
5 | Proyek Re MHFF’?“I—H 3
6 | Proyek Perbanguian Bai f‘n'_fjﬂ:ﬂ aBary. 1|8 3
7_| Proyek Pembangunan Bandar tidara Strateq 1
8 Proyek Pengembangan Pelabuhan Baru dan Pengembangan 10
Kapasitas
9 | Program Satu Juta Rumah 3

10 | Program Pembangunan Kilang Minyak 3
11 | Proyek Pipa Gas/Terminal Gas 7
12 | Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah 1
13 | Proyek Penyediaan Air Minum 7
14 | Proyek Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal 1
15 | Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir 1
16 | Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi 57
17 | Program Peningkatan Jangkauan Broadband 2
18 | Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya 2
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Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi
19 28
Khusus
20 | Pariwisata 1
21 | royek Pembangunan Smelter 6
22 | Proyek Perikanan dan Kelautan 1
23 | Proyek Infrastruktur Pendidikan 1
24 | Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 1
25 | Program Industri Pesawat 2
26 | Program Pemerataan Ekonomi 1

wllal)l Sonlopalusimnla. ¢

Setiap |n pembangunan untuk

¥
. Tahapan Perenga MHISSUI—J“
lI'.

kepentingan umur}l, sesuai ketehtﬁ“an Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Pengadaan Tanah agar menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang
sedikitnya memuat:

1) Maksud dan tujuan pembangunan;

2) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah danRencana

Pembangunan Nasional dan Daerah;

3) Letak tanah;
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4) Luas tanah yang dibutuhkan;
5) Gambaran umum status tanah;
6) Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
8) Perkiraan nilai tanah;
9) Rencana penganggaran.
Dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut sesuai ketentuan

-r_,/\

Penjelasan atas Pasal 15 aya

5 gxang Pengadaan Tanah disusun
berdasarkan studi ._:__.,u,.. a /qu |
1) i 1//

2) \ X
3) .. _ a2 dan m4 < g nasyarakat;
4) .

5) timbul akibat dari

W
\ UNISSULA
6) i lain yah ﬂ:auﬂ,y|@9bl ol
Dokumen P efanj rserahkan oleh instansi yang

memerlukan tanah kepada Gubernur yang melingkupi wilayah di mana letak tanah

berada.

. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9

ayat (1) Perpres Pengadaan Tanah, Gubernur membentuk tim persiapan dalam
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waktu paling lama 2 (hari) hari kerja sejak dokumen perencanaan pengadaan
tanah diterima secara resmi oleh Gubernur, yang beranggotakan:
(1) Bupati/Walikota;
(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi terkait;
(3) Instansi yang memerlukan tanah; dan
(4) Instansi terkait lainnya
Untuk kelancaran pelaksanfa n.tugas tim persiapan, Gubernur membentuk

/
4

sekretariat persiapan pengadaan

5 _r}<edudukan di sekretariat daerah

lII

kerja sejak di ur W E;E U ke ﬂ //

L3
Perpres Nomor 7 mwﬁig!éﬁiﬁﬂﬁl-'E-":"“F‘*?"'

1
|1
baik melalui sosié‘ﬁsasi,—tarap‘muk

pemberitahuan secara tidak langsung melalui media cetak maupun media

kukan secara langsung

beritahuan, atau melalui

elektronik. Berkaitan dengan sosialisasi atau tatap muka harus dengan undangan
yang disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui
lurah/kepala desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari

kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.
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2) Melakukan pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah
Pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah meliputi kegiatan pengumpulan
data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah bersama aparat
kelurahan/desa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Pengadaan Tanah,
paling lama adalah 30 hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
Pihak yang berhak dalam Pasal 17 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 pihak yang

berhak meliputi:

&
WNHQEUL& )res Nomor 71 Tahun

1 - &
2012, hasil pendat *"""“'Mw!gr !@:ﬁgr!hz-L.-,.ﬂ?na'!,._:h sementara lokasi rencana

pembangunan yahg‘di‘tanﬁatangah'

pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

an sebagai bahan untuk

3)Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan
Konsultasi publik rencana pembangunan dilakukan untuk mendapatkan
kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan
masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah, sesuai ketentuan Pasal 29

ayat (4) Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dilaksanakan paling lama 60 hari kerja
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sejak tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan
dalam berita acara kesepakatan. Sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan
(4) Perpres Nomor 71 Tahun 2012, apabila dalam konsultasi publik, pihak yang
berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak sepakat atau
keberatan, maka dilaksanakan konsultasi publik ulang paling lama 30 hari kerja

sejak tanggal berita acara kesepakatan. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2),

tanah melaporkan kele kepada 2 alai-tim persiapan, selanjutnya

Gubernur mer
e

¥
URISSULA

(4) Kepala Kantg ﬂﬁ?-uie'..w@ q =‘?’-‘£ﬂ.:-;¢.‘ﬁ?rﬂ:p- AM sebagai anggota;

(6) Akademisi sebagai anggota.

Tugas tim kajian keberatan meliputi Menginventarisasi masalah yang
menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan
pihakyang keberatan, pengkajian terhadap alasan keberatan wargamasyarakat
dan penilaian kelayakan untukdipertimbangkan, membuat rekomendasi diterima

atau ditolaknyakeberatan yang ditandatangani ketua tim kajiankeberatan kepada
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Gubernur. Berdasarkan rekomendasi dari tim kajian keberatan atas rencana
lokasi pembangunan tersebut, Gubernur mengeluarkan surat diterima atau
ditolaknya keberatan atas lokasi pembangunan. Penanganan keberatan oleh
Gubernur dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
keberatan. Dalam hal Gubernur memutuskan dalam suratnya menerima
keberatan, instansi yang memerlukan tanah membatalkan rencana pembangunan

atau memindahkan lokasi rencana pembangunan ke tempat lain. Setelah keluar

penetapan Gubernur /\w‘ | pembangunan jika masih ada
Ca R &ald 5 V(3 3 d

'}Berdasarkan karena

/
lokasi pembangunan

5
ditolaknya keh. derk pinakeyang ke gj . Per ;I,

LT L3
dilampiri peta ' fﬁ?u-’#-h“@‘d?{;;"uﬂé-.@'ﬂtr!_;fn oleh instansi yang
i

perlaku jangka waktu 2
tahun dan dapat dilakukan permohonan perperpanjangan waktu 1 kali untuk
waktu paling lama 1 tahun kepada Gubernur yang diajukan paling lambat 2
bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.

5)Mengumumkan penetapan lokasi
Pengumuman atas penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum

sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Perpres Nomor 148 Tahun 2016,
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paling lambat adalah 2 hari sejak dikeluarkan penetapan lokasi pembangunan
yang dilaksanakan dengan cara:
(1) Ditempelkan di kantor Kelurahan/Desa, dan/ataukantor Kabupaten/Kota
dan di lokasi pembangunan;
(2) Diumumkan melalui media cetak dan/atau mediaelektronik.

Pengumuman penetapan lokasi pembangunan dilaksanakan selama

v
UNISSULA
kY »l"l'-ﬁ"—yléﬂ.? fﬂ-iﬂuﬂd aril

lokasi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah mengacu pada
tahapan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya atau tidak.
Karena kenyataannya masih banyak penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah yang dikeluarkan secara diam-diam dan

tidak transparan sehingga dapat merugikan masyarakat.
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3. Tahapan Pelaksanaan
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Pengadaan Tanah berdasarkan
penetapan lokasi instansi yang membutuhkan tanah mengajukan pelaksanaan
pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah dapat
dilakukan setelah penetapan lokasi oleh Gubernur. Pelaksanaan pengadaan tanah
dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah BPN Pr

ovinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Adapun Kkegiatan-kegiatan

(1) Inventarisasi dan =i & 3 aan, pemilikan, penggunaan, dan

. v _ _
Inventarisasi dar\gllH iij‘ N l ﬂ; S w Jai ;& paling lama 30 hari.

Adapun kegiatannye ﬁu%&"@?’(ﬁrw.q‘ﬂmn!@ hidang per bidang tanah

dan pengumpulan W :

ganti kerugian dilaksanakan oleh Lembaga Penilai yang mendapat izin dari

engadaan Tanah. Penilaian

Kementerian Keuangan dan lisensi dari dari Badan Pertanahan Nasional. Adapun
objek yang menjadi penilaian oleh lembaga penilai adalah:

(1) Tanah;

(2) Ruang atas tanah dan bawah tanah;

(3) Bangunan;

125



(4) Tanaman;

(5) Benda yang berkaitan dengan tanah; dan atau

(6) Kerugian yang dapat dinilai

Besaran ganti kerugian apabila pihak yang berhak tidak setuju dengan besaran
ganti kerugian, maka terhadap pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan
kepada Pengadilan Negeri setempat dan lembaga pertanahan wajib membayar

sesuai dengan putusan Pengadilan.Negeri yang mempunyai kekuatan hukum

2016, Ket \ ngadaan tanah
pengadaan ta epz ansi yana ik 2 .i data pengadaan
tanah paling la] w adaan tanah dengan

berita acara. Se"cH r9ses penyeraan, paling larna ari kerja instansi yang

|1 . &
memerlukan tana PLL"?E !@#ﬁ:ﬁﬁl»;ﬂ:mm',@; ertifikatan untuk dapat
i

dimulai proses pemW —

Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian dapat disimpulkan

tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah terdiri atas 4 (empat) tahapan

penyelenggaraan pengadaan tanah yaitu tahapan perencanaan, persiapan,

181pystaka Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP), “Implementasi Undang —
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum” tersedia di https://www.scribd.com/doc/242578978/implementasi-undang-undang-Nomor-
2-Tahun-2012-tentang-Pengadaan-Tanah-Bagi-Pembangunan-Untuk-Kepentingan-Umum
diakses hari Sabtu 21 Agustus 2020 pukul 19.39 WIB.
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pelaksanaan, dan penyerahan hasil.'* Adapun kegiatan untuk memperoleh
penetapan lokasi dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan dilakukan
dalam dua tahapan yaitu perencanaan dan persiapan pengadaan tanah. Dalam
tahap persiapan dimana Gubernur yang telah mengeluarkan penetapan lokasi
pengadaan tanah namun masih terdapat keberatan dari pihak yang berhak terhadap
penetapan lokasi tersebut, maka pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara.

! ntnya yang sudah

a dapat dimintakan

tanggung jawabnye ‘MJL'&J!@‘LMLI'/' menderita kerugian

karenanya.'®® KUHPerdata-memperincikan kerugian=(yang harus diganti) dalam
tiga komponen yaitu Biaya, Rugi, dan Bunga ( Vide Pasal 1239, 1243 )13,
Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara

nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya

132Edi Rohaedi, Isep H. Insan dan Nadia Zumaro, Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum, Jurnal Pakuan Law Review Volume 5, (No.l), Januari-Juni 2019, E-
Issn:2614-1485, him 216.

133 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014), him 223.

134 I bid.
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tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan
merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya
wanprestasi dari pihak debitur. sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah
keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak
kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.®

Pengertian ganti kerugian oleh Undang-Undang Nomor 2vTahun 2012

tentang Pengadaan Tanah Bag bangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1

x
‘} N ﬁ ﬁ% u L & /ﬂitentukan oleh suatu

perbandingan keafls -ﬂﬂuﬂ!}f!&ﬁﬁ‘tﬁ'ﬂi’.’lmﬁh?dfkn ak debitur. Lebih lanjut
i

!

dibahas oleh Harahap, kafau beg

jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya

uatu rumusan, besarnya

nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang

menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya

135 |hid, him 224.
136 R, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1977, him 17
137 M. yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, him 66.
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ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang
menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.
Bila dikaji secara mendalam, kerugian merupakan suatu pengertian yang
relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian
adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat

pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan

1) Asas Kepantzsan Hukum © | 5'5 ULA

LT L
i ﬁuﬁyléﬁﬂuﬂl@ﬁmﬂl@ 2patutan hukum bersandar

kepada kebena rfan. Pemerintah—sebagai pelaksana kekuasaan
Negara dapat bertindak secara pantas menurut hukum di dalam keadaan
tertentu. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan ada tidaknya unsur kepantasan
hukum, akan menentukan juga ada tidaknya perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan oleh pemerintah.
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2) Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum

3)

Asas ini bersumber dari Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Amandemen
ke-4, yang berisikan konsekuensi antara hak dan kewajiban. Negara, hak dan
kewajiban diatur dan harus dibaca dalam satu nafas serta dijalankan secara
seimbang. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum mengimplementasikan dua

ukuran penguji (toetsingsmaatstaven), yaitu: Adanya ukuran dalam memberi

menentukan kebuaksa A3 enjadi  dasar  keputusan.  Tujuan

ah adalah untuk mencapai

*ﬂﬂl‘ﬁjﬂ@&'gﬁlaﬂ&ﬁﬂl@- 4 warganegara sebagai

ar

dan wewenang atas dasar kebebasan manusia yang dihadapkan dengan
wewenang Negara untuk menentukan, mengatur, dan menyelenggarakan hal-
hal yang berhubungan dengan tanah yang terjadi atas dasar kekuasaan Negara

terhadap tanah.
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4) Asas Kekuasaan Negara Atas Tanah

5)

Negara tidak didasari hubungan memiliki dengan tanah, tetapi hubungan
menguasai. Dari hubungan menguasai dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,
melahirkan Hak Penguasaan Negara atas tanah dalam Pasal 2 UUPA. Dasar
pemikiran lahirnya Hak Penguasaan Negara dalam Pasal 33 UUD 1945,

merupakan perpaduan antara teori Negara hukum kesejahteraan dan konsep

hak ulayat dalam persekutuan hukum.adat.
Makna penguasaan Ngn_angan Negara untuk mengatur

A

/ uoren),’ da ‘«-.\ ozichthouden). Substansi

L
UNISSULA /|

A\ el o0l loluinela [
i
Sifat publik dar'i‘pvnga‘ruran‘pe nah memberi wewenang

kepada Negara untuk mengatur, menyelenggarakan, dan menentukan

penggunaan tanah. Pelaksanaan kewenangan tersebut dituntut untuk
dilaksanakan secara pantas, dengan kata lain, Negara dalam menjalankan
kekuasaan atau wewenangnya dituntut agar melakukannya menurut asas-asas

hukum umum. Diberlakukannya asas umum pemerintahan yang baik adalah
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ditujukan bukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, tetapi untuk
memenuhi kepentingan yang sangat luas, yang meliputi:

(1) Bukan tindakan melawan hukum dari pengurus;

(2) Bukan tindakan sewenang-wenang;

(3) Memenuhi asas ketelitian dan kecermatan;

(4) Memiliki dasar-dasar keputusan yang tepat;

ak—drcapai dalam scope yang
berwawasan kenegaraan. Jika terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma
yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka yang
terkait dengan pemanfaatan itu harus patuh akan penetapan ketentuan tersebut.
Hukum dapat menyebut paksaan sebagai sanksi. Baik paksaan maupun sanksi
kedua-duanya merupakan mekanisme pendorong secara fisik atau psikologis,

agar orang dapat berperilaku secara layak menurut kewajiban dan hak-hak
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Pengenaan

yang ditetapkan. Dalam hubungan dengan kepentingan umum yang telah
ditetapkan oleh Negara melalui pemerintah, maka arti paksaan hanya dapat
diwujudkan jika tujuan dari dipenuhinya kepentingan umum itu secara benar,
yaitu:

(1) Memenuhi kepentingan Negara secara luas;

(2) Memiliki kepentingan dengan nilai lebih jika dibandingkan dengan

kepentingan lain;

pemenuhan | € : g i Lgi me Ij"puti aspek:

2)

masyarakat yang berlaku
umum. Maka yang akan diambil harus
sebanding dan tidak harus adanya alternatif penggantian yang tidak akan
menimbulkan kerugian pemilik hak.
Layak

Selain sebanding ganti rugi harus layak jika penggantian dengan hal lain yang

tidak memiliki kesamaan dengan hak yang telah hilang.
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3) Perhitungan Cermat
Perhitungan harus cermat termasuk didalamnya penggunaan waktu, nilai dan
derajat.
Maksud dari hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
yaitu sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 ayat 5 “Hak atas tanah adalah hak atas

tanah sebagaimana dimaksud ;..n

=

g Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar ,..'r' dan hak lain yang akan ditetapkan

beberapa jenis /1!1:?'%\ : faitan dengan tanah,

tidak ad @ ‘S,;

tanah, gant r§ eriadel o aman, sedangkan

. Bentuk Dan Jenis Ganti RUoi | 5'5 (T]W.\
8 Mﬂlﬂijﬁ !éﬂ?uﬁﬁﬁdﬁ#;@l entang Perubahan Atas
Peraturan Preside ang~ Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur mengenai bentuk
ganti kerugian dapat diberikan berupa:
1) uang; dan/atau

2) tanah pengganti; dan/atau

3) pemukiman kembali; dan/atau
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4) gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;

5) bentuk lain yang disetujui para pihak yang bersangkutan.

Ganti kerugian tersebut diberikan untuk hak atas tanah, bangunan,
tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Selain terhadap

tanah-tanah hak perseorangan, dalam. Perpres ini ditentukan bahwa terhadap

. Pihak Yang c 3 ertioran

| ¥
tanah-tanah hak., {i @q l .1:,'; s “ S ﬂ an bahwa terhadap

bidang tanah yan ﬂuﬁyl@ﬁiﬁﬁﬂﬂiqﬁﬂml{i; erikan dalam bentuk
i
pembangunan fasihmrmm' K tain ya ermanfaat bagi masyarakat

setempat. Sehingga dapat dipastikan pihak yang menerima ganti kerugian adalah

pihak yang secara legal memiiki hak atas tanah yang akan dipergunakan untuk

kepentingan umum.

. Penetapan Besarnya Ganti Rugi
Dasar dan cara penetapan besarnya ganti kerugian untuk bangunan dan
tanaman adalah nilai jual yang ditaksir oleh instansi pemerintah daerah yang
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bertanggung jawab di bidang tersebut. Sedangkan untuk tanah harganya
didasarkan atas NJOP atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang terakhir.**® Untuk Indonesia,
kiranya faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menetukan ganti
kerugian, di samping NJOP Bumi dan Bangunan tahun terakhir, sesuai pasal 28
Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah:

(1) lokasi/letak tanah (strategis/kurang:strategis);

(2) status hak atas tanah (Ha / vna Bangunan, Hak Pakai, dan lain-

/
U iq a E's U oen ‘1 -'harga tanah tentulah

dimaksudkan aga ﬂll@?‘&f?’ﬂ?ﬂﬂ«ﬁﬁ:{ﬁ ng hak tidak mengalami

i
kemunduran. Satu thang“ﬁdak'bofé“h I

sosial hak atas tanah, di samping mengandung makna bahwa hak atas tanah itu

interpretasi asas fungsi

harus digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi
pemegang hak dan bagi masyarakat, juga berarti bahwa harus terdapat

keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum dan

138Citraningtyas Wahyu Adhie, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar
Kota Oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Skripsi, (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret), him 33.
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bahwa kepentingan perseorangan itu diakui dan dihormati dalam rangka
pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pada kaitannya dengan masalah ganti kerugian, tampaklah bahwa
menemukan keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan itu
tidak mudah. Ketentuan pasal 6 UUPA ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi

Tim Penilai Harga Tanah dalam menilai harga tanah seperti yang disampaikan

/
) pering 'E';E- gt /émiliki tujuan  untuk
i g, po inguign ik, Sakl ’

i
dan memberikan manfaat baik bagi"

Tanah yang tanahnya dipergunakan bagi pembangunan.}*® Ukuran keadilan

mewujudkan keadilan

Y

lik/pemegang Hak Atas

memang sulit untuk ditentukan, apalagi jika dikaitkan dengan penerapan suatu

peraturan. Keadilan merupakan salah satu cita-cita hukum yang berangkat dari

139Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia. (Jakarta :
PT. Toko Gunung Agung, 2005), him 506.

140 Agus Oprasi, Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Hak Atas Tanah
Yang Terkena Proyek Pembangunan Water Front City Di Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat, Tesis, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro, 2019), him 04.

137



nilai-nilai moral manusia. Bagi bangsa Indonesia, sesuai dengan falsafah
Pancasila, maka paling tepat kiranya untuk menerapkan Asas Keadilan Sosial.
Keadilan itu sendiri bersifat universal, jauh dalam lubuk hati setiap orang, ada
kesepakatan tentang sesuatu yang dipandang sebagai adil dan tidak adil itu. Adil
menurut pandangan orang per-orang adalah berbeda. Perbedaan tersebut

dikarenakan ada ukuran tercapainya kepuasan baik secara lahiriah atau bathiniah,

dan atau kepuasan keduanya - iriah maupun bathiniah. keadilan dalam
memberi ganti kerugian _dif "gai mewujudkan penghormatan

pembebasan tar B[aSa. lifle ganti kerugian yang

ditetapkan, ba II ¢ U Esql’ g @ w DO ﬁ sudah pasti orang yang

LT L3
melepaskan Hak ‘At #ﬁiu*ef-k"@ﬂ;:'ﬂﬁ?mf;m{@- grita kerugian. Walaupun

i
i
tidak dapat dipungKiri adakatanya ganti

masyarakat dianggap terlalu tinggi. Pemberian kompensasi dalam pelaksanaan

ompensasi yang diminta

pengadaan tanah dimana segala kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik atas
tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan

tanah.'

141 ihat pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.
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Pelepasan atau penyerahan Hak Atas Tanah harus berdasarkan prinsip
penghormatan terhadap hak-hak atas tanah. Secara rasional untuk melindungi hak
seseorang, setiap pembebasan tanah harus dilakukan dengan kompensasi yang
layak dan untuk dapat dikatakan layak maka ganti kerugian minimal adalah sesuai
dengan Nilai Pasar. nilai jual obyek pajak yang dijadikan dasar perhitungan sangat
potensial untuk tidak memenuhi unsur kompensasi yang layak. Sudah menjadi

pemahaman umum bahwa nilai jual obyek pajak sering tidak menggambarkan

nilai pasar.

Keadil ang-C KSUC a(la pemilik/pemegang Hak Atas

w W EE W Lﬂ lapat menempati rumah

baru yang kondisinya lebin baik |@‘ﬁ1ﬁ!fﬂlﬂg}!ﬁm[@.

. Jalan Tol Semarang-Solo

Jalan Tol Semarang-Solo merupakan bagian dari Trans Java Toll Road
System, dimana ruas jalan tol Semarang-Solo sepanjang 72,64 KM yang melewati
5 Kabupten/Kota yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga,

Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Karanganyar. Jalan yang dibangun sejak 1

142 Agus Oprasi, Op.Cit, him 105.
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maret 2009 dan diresmikan serta mulai beroprasi sejak tahun 217. Proses
pengerjaan dilakukan oleh Jasa Marga dengan total lintasan sepanjang 72,64 KM.
Secara geografis kontur tanah yang dilewati merupakan perbukitan serta
pegunungan sehingga kondis jalan terdapat tanjakan, turunan, serta jembatan-
jembatan penghubung yang panjang serta tinggi, total jembatan yang dibangun
pada jalan tol Semarang-Solo sebanyak 25 buah. Total panjang jembatan yang

dibangun mencapai panjang 5.553 Mete

g0 erupakan bagian dari Trans Java

s
yang dimiliki sg ng 224 KM <gar sj yang yaitu dari Boyolali
hingga Kertosuro' w?.LL.v U1 ifju"LJ KN M',A ,.-'
Jalan tol Sé‘marrang‘SUro—]uga 6 tempat istirahat atau

Rest Area. Masing-masing Rest Area memiliki fasilitas yang memadahi seperti

halnya lahan parkir yang luas, tempat ibadah (masjid/musholla), Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU), Restoran, Toilet, bahkan terdapat bengkel pada
salah satu Rest Area. Selain memiliki Rest Area jalan tol Semarang-Solo juga

memiliki 5 gerbang tol yaitu pada wilayah Banyumanik Kota Semarang, Ungaran
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Kabupaten Semarang, Bawen Kabupaten Semarang, Tingkir Kota Salatiga,
Mojosongo Kabupaten Boyolali, serta Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Jalan tol Semarang-Solo yang diresmikan Presiden Joko Widodo serta
beroperasi secara penuh pada tahun 2017 yang menghubungkan Kota Semarang
dan Kota Solo. Kehadiran tol ini juga sebagai akses pendukung pariwisata alam
yang ada di sekitar jalan tol trans jawa hingga sekaligus dapat menikmati wisata

kuliner yang disuguhkan dimasings=masing daerahnya khususnya di Kota

Semarang hingga Ko? _bagi masyarakat pada jalan tol
Semarang-SoI 5%‘5 . Aictivitas mendukung potensi
pengembaﬁ !r'?"’ 1h K rus barang dan

_l.r'

- : /
3 nﬁk‘rrfyl@ﬁiﬁlhﬂ..rg:m gung nilai-nilai dasar disetiap
|1
silanya. Nilai Ketuhamnan, nitai kema

nilai permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut

satuan, nilai kerakyatan,

masih menjadi nilai dasar yang belum bisa dijelaskan secara optimal dan belum
bisa dijabarkan langsung dalam kehidupan sehari-hari.’** Nilai keadilan pada

Pancasila dapat dilihat pada sila ke-2 yang tegas mengatakan “Kemanusiaan yang

143 PU-net, Op.Cit.
144 Muhammad Zainuddin, Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Pancasiala dan
Ahlusunnah Wal Jama’ah, (Jepara : Unisnhu Press, 2020), him 107-108.
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adil dan beradab”, nilai keadilan dimaksudkan agar warna negara dapat
memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta dapat bersikap tidak
berat sebelah, atau bisa disebut juga keadilan merupakan hal yang wajar, yaitu
bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada objektivitas, bukan
145

pada subjektivitas.

Selain pada sila ke-2, nilai keadilan juga jelas tercantum dalam sila ke-5

pada Pancasila yang menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

w N i Eﬂj‘ u [ﬂ. Datkan suatu kehidupan
‘;*“'u‘t“.yléﬂﬂb“ mereka dalam menjalani kehidupan.

ahkluk sosial yang tidak

lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang
menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik
Tuhan Yang maha Esa. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan bagian bentuk

keadilan yang berupa asas-asas dalam membentuk hukum. Hal ini perlu

145 Ibid, him 110.

148 Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi (Implementasi Nilai-
Nilai Karakter Bangsa), (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), him 55.

7bid.
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dibedakan antara keadilan hukum dan keadilan Pancasila. Keadilan berdasarkan
Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta perlindungan yang sama
dihadapan hukum dalam realisasinya sebagai asas-asas pembentukan hukum yang
berdasarkan Pancasila. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berupa
perlindungan hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum, tentunya tidak

lepas dari prinsip-prinsip lima sila dari Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila

berdasarka

sebagai bé

bangsa In . yang' met Qﬁi‘ﬂ‘. gJ cbenaran. S pagai pedoman dalam

LT L3
e mﬁuﬁe.k’!@@grl‘.zwmb;-. ncasila mencerminkan

i

i
dasar negara datam menemukan h

dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan

kehidupan

yang menjadi pedoman

Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalinnya kehidupan berbangsa dan
bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan.
Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa

Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain.

148 Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis
Dan Ideologis Bangsa, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, (No). 25, Februari 2017, him 22-23.
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Jadi, Pancasila murni lahir dari olah fikir founding fathers/mothers Kita
dalam menentukan arah tujuan bangsa.

(2) Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman.
Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti
perubahab jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode
reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan jaman,

Pancasila mampu menempatkag:-nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

A
-
.
-,
s 0
.,
5

arintahan dalam
s karena mampu

an jaman sesuai

&

(3) Kelima silé Upakan satl kesail u g UL g tidak dapat dipisah-
||

pisahkan. _- el u' tf,ﬂdt stanisi tiati Pancasila, merupakan suatu

kewajiban bahwa‘scrb’smnsi'PaﬁE rfati dipisah-pisahkan. Hal ini
mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-
sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan
penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam
memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh,

sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya
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karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai
positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.

(4) Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena
Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah.
Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini

menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan

NKRI yang tidak dapat dirubah dan saling

berfungs;ll' : u N‘ W g% u 168 ﬂ akui sejak dulu sampai

sekarang. > ebena _LLq-Ul@-ﬂ! ,.rlwgt.ir'.n- an yang bersumber dari

Pancasila da'b’crt—dlakm—ke

merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam

berdasarkan Pancasila

kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan
terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila meliputi nilai keadilan

yang bersumber dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila
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keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan perwujudan
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai keadilan yang muncul dari
kedua sila tersebut, mencerminkan nilai-nilai dari sila-sila yang lainnya.
Dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan Pancasila merupakan cerminan satu
kesatuan yang utuh dari sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila yang
muncul dari perwujudan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI).

Keadilan berdasarkan Pancasilaimenganut beberapa asas-asas yang meliputi

(1) Prinsip K | Rance sg.}‘. gj afas Fetuhanan Yang Maha Esa.

ng "'L”-g I@"ﬂiﬁﬁ-‘n@gﬂ;ﬂ@ keadilan dari Tuhan.
1
|1
Oleh sebab "itu, keadilan berda

dan kepercayaan pada masing-masing individu warga Negara.

mengakui adanya agama

(2) Prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta
memanusiakan manusia sebagai mahkluk sosial yang wajib dilindungi

keadilannya.

149 1bid, halaman 24.
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(3) Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan
demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi
warga negara Indonesia.

(4) Prinsip keadilan Pancasila menganut asas demokrasi demi terciptanya
keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-

masing berdasar atas musyawarah untuk mufakat.

L
JUNISSULA
‘Fﬁ"'j l-ﬂay F &:ﬂ? i‘lﬂla&ﬁi’ﬂd Fl af}

oy

. Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan Nasional
Tanah sebagai komoditas yang pada umumnya berada dan dikuasai oleh
perorangan yang belum tentu sepenuhnya bersedia menyerahkan tanahnya kepada

pemerintah yang akan membangun suatu proyek tertentu untuk kepentingan

150 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, (Bandung
Nusamedia, 2015), him 109.
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umum di atas tanah yang bersangkutan.'> Persoalan tentang tanah dalam
kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara pemerintah
yang mengatasnamakan negara, dan warga masyarakat atau individu pemegang
hak milik atas tanah sangatlah menarik untuk dikaji. Itu dikarenakan menyangkut
persoalan pemindah tanganan atas hak milik dimana semula merupakan hak milik
warga masyarakat/perseorangan atas tanah menjadi hak milik pemerintah /negara

dengan alasan untuk kepentingan umum. yaitu pembangunan sarana dan prasarana

-".-.

u N H !lsgs W 9_ ﬂ II,-'fHak Hak Atas Tanah

|1 . &
dan Benda yang At -._.u.r.\:,g |§E’!¢L’fﬂﬂlmﬁmnl¢h r 26 tahun 2007 tentang
i

i
Penataan Ruang — ﬁ’em‘ttrmn‘peme ] 313 953 tentang Penguasaan

Tanah-tanah Negara — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

151 |da Made Bagus Utama, Kebijakan Publik Dalam Hal Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum oleh Pemerintah, (online), PATROLIPost.com Dimensi Baru Informasi,
diunggah pada 16 Juni 2020, (https://www.patrolipost.com/39319/kebijakan-publik-dalam-hal-
pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-oleh-pemerintah/, diakses pada Jum’at 30 Oktober
2020 Pukul 21.09 WIB).
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Meskipun sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan di bidang
pertanahan, namun sering kali terjadi pada perakteknya di lapangan berbanding
terbalik. Bahkan ironisnya pemerintah sebagai pihak | selaku pihak pemohon hak
milik atas tanah terhadap pihak Il yaitu warga masyarakat /perorangan selaku
pihak termohon (pemilik hak atas tanah) sering kali bertindak diluar apa yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pertanahan seperti tujuan semula

pemindahan hak atas tanarjadi seperti hal tersebut maka bisa
dikemukakan bahwa keduduk /\\

di_sini sebagai korban. Sedangkan

tanah dalam huku M arti yuridis sebagai suatu
pengertia leng Peraturan Dasar
Pokok-Po atas dasar hak
menguasai tanah yang dapat
diberikan k emikian jelaslah,

\ ¥
Sedangkan hak @t Ej N i g; lfl' w ola ﬁ ermukaan bumi yang

berdimensi dua 'd@ "f"-l"l“"!}’r lé‘ﬁ'{:mﬂ-nﬁauﬂ@- di istilah tanah yang

mendapat awalan 6ET‘dHn—akhTran E

berhubungan dengan permukaan bumi atau tanah sebagai objek pajak di bidang

h sebagai aktivitas yang

pertanahan.
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Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum mengandung
beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan ditaati agar pelaksanaannya
mencapai tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'®?, antara lain:

1) Prinsip musyawarah
Walaupun pengadaan tanah diselenggarakan untuk kepentingan umum,
namun pelaksanaanya harus berdasarkan musyawarah antara instansi
pemerintah yang akan membangun dengan pemilik atau penguasa tanah.

Pengadaan tanah berbe a.=

cabutan atas tanah yang dipaksakan

.-'

/: af, ‘apals . han mendesak (Pasal 18

P .- Tapatlo 13 5. Daf ada_pengadaan tanah

j'/a ganti kerugian.

afiafl (K Eg@‘ e [pengadi }Jgerl Dalam hal ini

berarti konsin "‘ﬂﬂ'lf's"rﬁl P‘q.ﬁ u'ﬂ.u,nﬂ.:la;: ukan dalam lapangan
hukum publik.LBErdHS’aran—hal"Ttu,

mbaga konsinyasi dalam
pengadaan tanah adalah tidak kontekstual.

2) Prinsip Kepentingan Umum
Pengadaan tanah hanya dilakukan untuk kepentingan umum, jika kegiatan

pembangunan tersebut bukan untuk kepentingan umum, maka yang

152 Kurnia Warman, makalah tentang “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Kepentingan Umum” disampaikan sebagai pemberi keterangan ahli pada persidangan Pengujian
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 14 Agustus 2012, him 9.
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3)

4)

bersangkutan harus mengurus kepentingannya sendiri dengan menghubungi
pemilik tanah secara langsung, tanpa bantuan panitia. Oleh karena itu,
pengertian kepentingan umum menjadi hal yang sangat penting ditegaskan
dalam undang-undang.

Prinsip Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah

Karena pengadaan tanah tidak boleh dipaksakan, maka pelaksanaannya harus

berdasarkan pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak. Pengadaan tanah

hanya bisa dilakukan ji bersedia melepaskan haknya dalam

arti memutuskan.=h 10am AU ¥ dig..dengan tanahnya, untuk
e kA eoara unt Ahgl ediaan ini biasanya
_..r'

‘ .
UKISSULA melalui penyerahan

pat "ﬁ‘fu*’y Ii pengadaan-tanatl tanpa pelepasan hak, atau

tidak boleh pengadaan tanaf d

Prinsip penghormatan terhadap Hak AtasTanah

Setiap pengadaan tanah harus menghormati keberadaan hak atas tanah yang
akan dijadikan tempat pembangunan. Oleh karena itu, setiap hak atas tanah
baik yang sudah bersertifikat maupun belum atau tanah adat, wajib dihormati.
Sekecil apapun hak orang atas tanah tersebut harus dihargai. Penghormatan

itu tidak saja berlaku terhadap tanah yang dilepaskan haknya langsung untuk
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pembangunan, termasuk juga hak atas tanah yang terpengaruh oleh kegiatan
pembangunan.

5) Prinsip Ganti Kerugian
Pengadaan tanah dilakukan wajib atas dasar pemberian ganti kerugian yang
layak kepada pemegang hak berdasarkan kesepakatan dalam prinsip
musyawarah. Tiada pengadaan tanah tanpa ganti kerugian. Oleh karena itu

penentuan bentuk dan be' kerugian juga merupakan aspek penting

dalam pengadaan tanah.-O ‘/\\ pemberian ganti rugi harus mampu
o .

6)

N. Rekonstruksi | H U “ . lsvls u i-ﬂ. gan Pembangunan
Nasional \\ Aszllul/l @wah

' akum-adatah Keaditan-hukum-(filosofis), kepastian hukum
(yuridis) dan kemanfaatan hukum (sosiologis), ketiga tujuan hukum tersebut harus
dapat berjalan beriringan sehingga dapat dicapai dalam muara penegakan
hukumnya. Guna tercapainnya kepastian hukum, maka apabila terdapat ketidak

selarasan dalam aturan ataupun tida tercapainnya unsur keadilan dan kemanfaat

maka diperlukan suatu rekonstruksi terhadap regulasi yang mengatur.
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Sebelum membahas lebih lanjut terkait rekonstruksi, tentunya kita berpijak
kepada kata awal dari rekonstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi
merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya
adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna
tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah

o
oy O | I,i:,. % ian sanga t ng pada konteksnya.

Beberapa definisi' f‘-*"-'“*"?' jasar .L.r’-’*-.njrn‘tw';i dibedakan atas dasar:
'|

proses, bangunan, REgthan,—bahasa'déh pere

definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini

Dari beberapa uraian di atas,

memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola
hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja

dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah.

153 Hasan Alwi, 2004, Op.Cit. him 374.

1545arwiji Ppcit. Suwandi, Op.Cit. him 63.

155 pysat Bahasa, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka,
Jakarta, him 412.
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Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai
macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal
dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti
pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki
arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendifinisikan rekonstruksi dalam
berbagai interpretasi. B.N Marbun mendifinisikan secara sederhana “penyusunan

atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali

f,//\\ }a>°. Sedangkan menurut James

sebagaimana adanya ata}};,

nemperbaiki hal-hal

o
yang telah runtL'J,ll U N ' g ‘@. Wj ndi ﬂ /é telah lemah. Ketiga,

memasukkan bebg ---“*"5" EFAL -mL-w-T'*-i'lu atak dan karakteristik

|1
aslinya. Dari sini Hapat—d'rpahami'ba wa pembaharuan bukanlah menampilkan

sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali

kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.?®® Pada dasarnya hukum tidak
hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada

dimasyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki

1%6B,N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, him 469.

157James P. Chaplin, Op.Cit, hlm 421.

158y ysuf Qardhawi,2014, Problematika Rekonstruksi Ushul Figih, Al-Figh Al-Islami
bayn, Al-Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, him 62.
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sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu. Supremasi
hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang
pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum
sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi

hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (lawas a tool of social

engeneering), instrumen penyelesaian.masalah (dispute resolution) dan instrumen

pengatur perilaku masyarakat (s o}, Supremasi hukum bermakna pula

<Igep § g?ﬁﬂ eflLias maknanya, bahwa hukum sebagai

LT L3
sarana pembaruan -ﬁu'*:'fg !@1‘?'¥1L*!L?l¢ﬁ?im!,l3= 4/ itu menurut Moempoeni
i
i
Martojo,*® Perundang-undangan suatu- iskan kepada kita tentang

adanya pengaturan, pengendalian serta pengwasan yang dilakukan oleh negara

keada warga masyarakat umumnya.
Hukum sebagai alat social engineering adalah ciri utama negara modern,

hal itu mendapat perhatian serius setelah Roscoe Pound memperkenalkannya

159Soetomo, 2008, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, him 75.
1603atjipto Rahardjo, 1981, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, him 153

155



sebagai suatu perspektif khusus dalam disiplin sosiologi hukum. Roscoe Pound
minta agar para ahli lebih memusatkan perhatian pada hukum dalam praktik (law
in actions), dan jangan hanya sebagai ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku
(law in books). Hal itu bisa dilakukan tidak hanya melalui undang-undang,
peraturan pemerintah, keppres, dan lain-lain tetapi juga melalui keputusan-

keputusan pengadilan.

//, -~ \
TS

Y Y

dilaksanaka;"n.

(4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.
Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan
aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga
merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum

posisitif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang

1613atjipto Rahardjo, 2000, limu Hukum, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, him 208
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dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan

mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi

hukum Scholten memberikan perhatian terhadap 3 (tiga) syarat yaitu:*62

(1) Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positifyang
bersangkutan.

(2) Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang

menyatakan, bahwa pemilik bisa;-menjadi pemegang hipotik atas barang

|
Urgensi Rekonstm e aa anah Bagi Kepentingan
Pembangunan Nasional
Pembangunan yang dilaksanakan oleh negara pada ujungnya untuk
kepentingan bangsa dan negara, dengan manfaat sebesar-besar pada kesejahteraan
rakyat. Pembangunan mempunyai bentuk dan jenis yang beragam, salah satunya

adalah pembangunan untuk memenuhi public good atau untuk kepentingan umum

1621hid, halaman 103-104.
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(public purpose). Pembangunan untuk kepentingan umum pada implementasinya
memeriukan ketersediaan tanah bagi kegiatan pembangunan yang bersangkutan.
Kesejarahan pengadaan tanah selama ini, ada sebagian ketersediaan tanah yang
berhasil diperoleh sesuai perencanaan, ada sebagian tanah yang tidak berhasil
diperoleh sesuai perencanaan. Hambatan dan kendala telah terdeteksi, berbagai
wacana berkembang, semua untuk memastikan bahwa tanah untuk pembangunan

harus tersedia tanahnya. Di sisi yang

il

ain, hak atas tanah atau kepemilikan atas

d
benda yang ada W N g@; w dar u'ﬂ 0 pencabutan hak atas

LT L
tanah hanya bebers Mﬁlhg'@. -;.:F’:L-'?.lmj‘n':mr!,xjk secara politis dan secara

sosiologis pada scaHm'mEn]'Hdi'ridak'bo ute

non legislasi, telah dibentuk banyak tim, kelompok kerja, kelompok kajian, baik

dalam tataran kebijakan

yang dibentuk oleh lembaga atau yang dibentuk oleh kementerian, semua
menghasilkan kebijakan, yang tujuannya memastikan bahwa pembangunan dapat
memperoleh tanah secara baik, sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

Faktor dan aspek yang menjadi penghambat pengadaan tanah untuk pembangunan

158



telah teridentifikasi, namun penyelesaiannya lebih bersifat simptomatik bahkan
miopik, karena mekanisme penyelesaiannya berdasarkan kasus per kasus.

Dalam tataran regulasi yang ada dalam tataran praxis-praktikal. Baik
karena persoalan hukum, maupun persoalan yang tidak hanya sekedar hukum,
tidak kalah rumitnya, ketika pengadaan tanah memerlukan tanah aset negara/aset
daerah, kawasan hutan, daerah pertambangan, lokasi transmigrasi, termasuk aset
RUMN/BUMD, yang kesemuanyg diatur dan dilindungi undang-undang sektor

dengan berbagai mekanisme pgl

masalah dalam pengada /;
dengan tatara _

.ketat. Beranjak dari berbagai akar

atasi berbagai
J' nkronisasikan

f

IIIII - - - - -
| \ W ” i : ah Ry “ 3P ﬂ ,.fah diminimalisir, (4)
memperhatikan .ﬂfﬂ*‘-*éfqg!@%?ﬂiﬂnﬂ'ﬂm:& cgara lainnya, dan (5)

i

i
mendasarkan pada 'SE]Hmh—pcmrrk dan

kelima prinsip dasar di atas, maka pengaturan pengadaan tanah harus dengan

an nasional. Beranjak dari

tataran undang-undang. Dengan demikian pelaksanaan pengadaan tanah harus

dapat didekatkan pada keadilan, sekaligus ekplorasi nilai-nilai luhur (virtues) yang

tumbuh dan berkembang dalam praktik, dengan meninggalkan sisi-sisi lemahnya.

159



BAB 111
KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN KOMPENSASINYA GUNA

KEPENTINGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

A. Sejarah Aturan Hukum Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Nasional Untuk Kepentigan Umum

Pengaturan masalah pengambilan tanah untuk kepentingan umum di

-".-.

|0 n hak atas tanah yang
diatur  dalas ot an pertama  yarig
1_;# gal 1 Juli 1927

/ |
,-"IGouvernements

L
UNISSULA

ﬂﬂﬁu«!nfléﬁ'{!bﬂh‘lw@'iﬂa'_@- ¢epada Jepang, 9 Maret

1942, maka segala“‘kerkuasaan—pe ah dia an-dikendalikan oleh tentara
Jepang, dimana pelaksanan pemerintahannya dipusatkan di Jawa dan Madura.
Dalam pelaksanan pemerintahan tentara Jepang berpedoman kepada Gunserei
melalui “Osamu Seirei”, yang mengatur segala sesuatu yang diperlukan untuk
menjalankan pemerintahannya. Ketentuan Pasal 3 Osamu seirei disebutkan

“Semua hukum dan undangundang, pemerintah dan kekuasaan dari pemerintahan
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yang terdahulu, selagi tidak bertentangan dengan aturan Pemerintahan Tentara
Jepang, untuk sementara waktu tetap berlaku”.

Ketentuan yang sama, juga dikeluarkan untuk dilaksanakan diluar pulau
Jawa dan Madura. Politik agrarian yang dijalankan oleh tentara pendudukan
Jepang tidak berbeda tujuannya dengan politik agrarian yang dijalankan oleh
pemerintah kolonial Belanda. Segala sesuatu yang diterapkan dalam pemerintahan

Jepang ini semata-mata hanya untuk kepentingan mereka saja, meskipun berdalih

disebut U 960 mempunyai
dua substans lagi atau mencabut
hukum agrarli’ onal. Menurut Boedi

.
Harsono dengan \ @ N & ﬂ‘hg w 2dil A an yang fundamental

pada hukum agrar 3 ﬁ‘:’”-*"p léﬂa{uur-}.mmhu g-pertanahan. Perubahan yang

maupun isinya.®3
Tujuan diundangkannya UUPA sebagai tujuan hukum agraria nasional
dimuat dalam penjelasan UUPA, yaitu Meletakkan dasardasar bagi penyusunan

hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan

163 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukannya UndangUndang
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanannya (Jakarta: Djambatan, 1999) him. 1
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kemakmuran, kebahagiann dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam
rangka masyarakat adil dan makmur, Meletakkan dasardasar untuk mengadakan
kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan dan yang terakhir

meletakkan dasardasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai

hakhak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

&@
UESSUEA
ﬂuﬁ'—g'@@tﬁ'ﬂmhqibﬁxh- nengatur tentang Acara

ehubungan dengan Pencabutan

HakHak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya. Peraturan ini
merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1961.
Dalam penjelasan umum peraturan pemerintah ini ditegaskan di samping sebagai
pengaturan pelaksana Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1961 juga dimaksudkan sebagai
langkah untuk memberikan jaminan kepada para pemegang hak atas tanah dari

tindakan pencabutan tersebut. Disamping itu, dengan dilakukannya pencabutan
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hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatas tanah itu, bekas pemilik tanah
tidak mengalami kemunduran, baik di bidang sosial atau ekonominya. Untuk
itulah para pemegang hak atas tanah diberikan kesempatan untuk membuat
banding ke Pengadilan Tinggi, apabila ganti rugi yang diberikan kepada mereka

dirasakan kurang berpatutan

. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahunp .as

Instruksi Presiden N@.-9 ’3..ini mengatur tentang Pelaksanaan

\ &2
Sedangkan yan @ W ﬁ g g‘. ;@j per ﬂ ak-hak atas tanah dan

i

benda-benda yan ﬂﬁm'ﬁe&g'@ﬂ:ﬂbﬁﬂiqﬂmd@- akan pedoman-pedoman

sebagaimana terca esiden, sedangkan pedoman
yang dimaksud disebutkan empat katagori kegiatan yang mempunyai sifat untuk
kepentingan umum, yaitu Kepentingan bangsa dan negara, dan/atau Kepentingan

masyarakat luas, dan/atau, Kepentingan rakyat banyak/ bersama, dan/atau

Kepentingan pembangunan.
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1975
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1975 ini
mengatur tentang ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
Meskipun Permendagri ini telah dicabut oleh Keputusan Presiden (Keppres)
Nomor 55 Tahun 1993 yang mengatur tentang Pengadaan Tanah Bagi

pentingan Umum, yang mulai berkuatkuasa

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Ke

ekses-ekses pembl endagri,*®* dalam hal ini
dicabut dengan ---;-r-e--m;—a-ae----' ni—Keppres—inl' pada satu pihak ingin
memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaksana pembangunan dalam
menghadapi kesukaran pengadaan tanah untuk berbagai proyek pembangunan
sedangkan pada pihak lain untuk menampung berbagai aspirasi yang berkembang
sebelumnya bahwa peraturan yang mengatur pembebasan tanah sebagaimana

diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 kurang memberikan jaminan

164 Maria S. W. Sumardjono Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi
(Jakarta: Kompas, 2006) him. 72
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perlindungan hukum kepada rakyat yang tanahnya terkena pembebasan. Oleh
karena itu keberadaan peraturan ini juga adalah bagaikan sebilah pedang yang
bermata dua dan kedua-duanya penting sekali yaitu untuk perlindungan hak rakyat
dan pemenuhan tuntutan pembangunan

Berlakunya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tidak dikenal lagi
istilah “pembebasan tanah”, istilah ini telah diubah dengan istilah “pelepasan”

atau “penyerahan hak atas tanah” dan Keppres ini juga tidak memberlakukan lagi

Permendagri No.15 Tahun L€ '? ““«memberikan pengertian pelepasan

atau penyerah A Vo egiate elepaskan hubungan hukum

antara pem Al 3 ah y uasainya dengan

o
W W W E E w INg ﬁ / /Asyarakat sedangkan
dengan berkenaar"\,\ """""u'ffy !@ﬁ!{l‘fﬂmln#ﬁw!@-
i
dimiliki oleh pemerintan, serta tidak di

Pengadaan tanah bagi kegiatan untuk kepentingan umum oleh pemerintah

akukan dan selanjutnya

dilaksanakan dengan cara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan hak atas
tanah. Di luar itu, pengadaan tanah selain untuk pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar atau
dengan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang

berkenaan.
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7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
Peraturan mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan demi
kepentingan umum seperti yang diatur dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993
telah berlaku selama lebih dari satu dekade. Ini menandakan bahwa peraturan ini
dapat berjalan dengan baik dan dapat dikatakan lebih baik daripada peraturan

sebelumnya. Namun, seiring dengan kemajuan zaman keppres ini semakin

dirasakan mengandung beb elemahan dan banyak menimbulkan
permasalahan oleh karena itu ; //\\-. 1ggapan perlu untuk mengeluarkan

peraturan yang ba ""‘//;%Lﬂ‘ ﬂ!ﬂ , l-'e. In 2005 merupakan aturan
pengganti :, ~C A
Z

o
dengan tetay mperfatikan prinsi w nghor /érhadap hak-hak yang

sah atas tan

2) Bahwa penga"da’crn'tanah‘bag

umum seperti yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun

) peﬁ gunan utnuk kepentingan
1993 sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum dalam rangka
melaksanakan pembangunan demi kepentingan umum.

3) Bahwa untuk lebih menignkatkan prinsip penghormatan hak-hak atas tanah
yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum.
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Dalam sejarahnya kemunculan perpres ini disambut gembira oleh para
pemimpin daerah dan kalangan pengusaha karena memberikan jaminan bagi
proyek pembangunan yang berhubungan dengan pengadaan tanah, namun disis
lain ada banyak penolakan keras hamper diseluruh wilayah Indonesia . penolakan
tidak hanya dilakukan masyarakat dan NGO, namun juga oleh komisi Il DPR RI

karena mereka menganggap bahwa peraturan presiden ini bertentangan dengan

hak asasi manusia dn bersifat represi

-".-.

Untuk Kepentingar;"‘UmUTTrtm’ah'dicoﬁa- K metakukan beberapa perbaikan atas
peraturan sebelumnya, yaitu memberikan batasan pengertian dan ruang lingkup
pembangunan untuk kepentingan umum dan selanjutnya untuk memberikan
batasan yang jelas membedakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum dengan pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan

pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
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9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengaturan terkait pengadaan tanah di Indonesia yaitu Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum vyang disahkan pada tanggal 14 Januari 2012. Pasca

disahkannya undang-undang tersebut maka pengaturan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum mempunyai an

1aSa
.
-".-.

o eluarkan undang-undang ini, yaitu :

njamin kepentingan
garanya pembangunan

kepentingan um | /a dilaksanakan dengan

dan adil oleh karena
pengaturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum selama ini belum dapat menjamin perolehan tanah
untuk pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah perlu membuat undang-

undang yang dapat mengakomodasi semua itu.

165 Mukmin Zakie, Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan
Umum di Indonesia dan Malaysia, (Buku Litera Jogyakarta : Jogyakarta, 2013), hal. 90
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B. Sumber Hukum Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan
Nasional
Proses pelaksanaan pengadaan tanah terutanma untuk pembangunan guna
kepentingan umum, sering sekali menggunakan tanah yang berasal dari
masyarakat. Tanah masyarakat tersebut dapat digunakan untuk keperluan

pembangunan melalui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.®®

kepastian huk \ KU kaamole Sia atau warga negara

untuk mendapé'ttl \ Ej W ﬁ 5 E U an ﬁi kum dalam setiap
| ™ .
" f‘ﬁfl’l-‘?!-y!@ﬂ'{&u{ﬂ.nﬁtil,t_h spemilikan akan tanah.

sendi kehidupan

|1
Kepemilikan tanathTETUkaan—sebua"h-

hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam hukum internasional,

ia yang dilindungi oleh

perlindungan hukum hak milik diatur dalam DUHAM (Deklarasi Umum Hak

Asasi Manusia) Pasal 17.1, Pasal 17.2, Pasal 25.1, dan Pasal 30. Sedangkan dalam

166 pamuncak, Aristya Windiana, Perbandingan Ganti Rugi dan Mekanisme Peralihan
Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012, Jurnal, Jurnal Law and Justice, Vol.1, No.(1), 2016, him 3.

167 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Reklamasi Pantai,
Jurnal, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.27, No.(2), 2015, him 28-42.
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hukum nasional, perlindungan hukum hak milik ini diatur dalamUndang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (4), dan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.'®® Kebijakan
pertanahan di Indonesia sebenarnya sudah lama diformulasikan dalam Undang
Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau
yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA yang melandaskan diri pada pasal 33

ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang

lingkup agraria dalam UU’;'- uti i, air, ruang angkasa dan
3 f g lingkup bumi meliputi
permukaan : ah).fubuh b . ang awah permukaan air.
Dengan de an | , : ‘# alam konteks
ini . 3 lang U r E‘? Pl'lgaturan serta

araan terhadap

sumberdaya alz KE ejahteraan kepada

UNISSULA
Muhamad \Bakimeaataici. baia menutet
i

i
kewenangan negara yang bersumber

berada ditangan pemerintah pusat. Daerah-daeah swatanta (sekarang Pemerintah

masyarakat.'”® |

Sifat dan pada dasarnya,

enguasai tanah oleh negara

Daerah), baru mempunyai wewenang tersebut apabila ada pelimpahan

(pendelegasian) wewenang pelaksanaan hak menguasai tanah oleh negara dari

168 Rani Arvita, Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Problematik
Putusan Non-Executable PTUN Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah, Jurnal, Jurnal
Media Hukum, Vol.23, No.(1), 2016, him 21-22.

169 Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah,
Jurnal, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.(1), 2013, him 283-292.

170 Husen Alting, Konflik Penguasaa Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa
dan Pengusaha, Jurnal, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.(2), 2013, him 266.
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Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Aplikasi dan implemetasi terhadap
ketentuan hukum yang tersurat dalam Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 6 UUPA,
teramat penting untuk disikapi oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah). Penyikapan
terhadap fenomena dimaksud, terutama dalam kaitannya dengan ketersediaan
bidang tanah tertentu sebagai akibat semakin meningkatnya program pemerintah

di bidang pembangunan untuk kepentingan umum.

pemerintah ‘/5/ A pehgads 3 jarus merujuk pada norma

hukum se "ih ala . dan 18-B UUD

yang lebih menekankan pada penerapan asas desentralisasi sesuai dengan
kemampuan daerah otonom yang menyelenggarakan program pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

171 Taliziduhu Ndraha, Kybernology (llmu Pemerintahan Baru), (Jakarta : Rineka Cipta,
2003), him 75.
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Sementara mengenai penerapan konsep normatif tentang pemerintahan
daerah, seyogyanyalah bersinergi dengan karakteristik negara kesatuan. Hal ini
penting dimaklumi, karena menurut teori hukum bahwa konsep negara kesatuan
tidak menghendaki adanya negara di atas negara seperti yang dipraktekkan pada
negaranegara federal. Akan tetapi menurut politik hukum yang dianut Indonesia,
bahwa eksistensi pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari

pemerintah pusat.}’? Mendasari postulat-postulat tersebut, sehingga pemerintah

.' |
w N ﬁ g E W ‘_ ﬂ", lfndonesia Tahun 2012

LT L
ah ﬁﬂuﬁg l@:r.‘ 2 Repuhlik Indongsia Nomor4844). Norma

008, menjadi acuan bagi
setiap aparat pemerintah daerah berkenaan dengan program pengadaan tanah.
Mernurut norma hukum yang termuat di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU.
Nomor 12 Tahun 2012, secara tegas dipernyatakan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai

172 Hardianto Djanggih dan Salle, Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Jurnal, Pendecta, VVol.12, No.(2), 2017, him 168.
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pemerintahan daerah. Sementara yang dimaksud dengan pemerintahan daerah
menurut UU. Nomor 12 Tahun 2012, yakni pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah inilah yang secara
normatif berhak serta berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan daerahnya menurut prinsip-prinsip otonomi daerah, terutama dalam

hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Namun demikian, kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah,

/\ pemerintah pusat. Jika demikian,

¢ ¥ : 9 . Al : ndonesia yang saat

ini berlaku diant )

P I
S| UNISSULA /&
b) Kitab Undang-Unidang td 1@#‘ Sretinala

i
C) Undang-Und&ng—NUmcr—?T

Pokok Agraria;

Peraturan Dasar Pokok-

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

f) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
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g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

C. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional Untuk
Kepentigan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disahkan tanggal 14 Januari 2012,

bahwa dalam konsiderannya me /al

Pe

akan untuk menjamin terselenggaranya

pembangunan untuk kepen ingz "rlukan tanah yang pengadaannya

perolehan 't - 15 A dang Nomor 2

Tahun 2012 ﬁak yang merasa

tanah bahkan cllia.l ( M W ﬁ 2,» E‘. w ot ﬂ Iﬁ]engabaikan hak-hak

rakyat. \\ el £5aisleluinala //
i
j ] I, makmur, dan sejahtera

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya
pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan
Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk
Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan

dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain
prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan,
keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-
nilai berbangsa dan bernegara.

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas

tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang

b) : m disefe akan sesuai dengan

anaan dengan melibatkan

semua pemangku dan pengampu kepentingan.

d) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
e) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian

Ganti Kerugian yang layak dan adil.
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Maksud kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan,
rencana tata ruang dan wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah, rencana
strategis dan rencana Kkerja setiap instansi yang memerlukan tanah.

Penyelenggaraanya harus melalui

-".-.

_perencanaan dengan melibatkan semua

-

pemangku dan pengampu kepent erhatikan keseimbangan antara

keselarasan. Sements " 8 alam bentuk uang,
tanah penggant

h
disetujui oleh ke U w i ﬂg U lﬁ arus dilakukan secara

L
musyawarah antars ﬂﬂ-u-‘!f-y!@

Ay a1 a8,
1 %Mh /
Pada akhirn"ya—n1'1Hi‘suart1'peru - idak hanya terletak pada

pemenuhan asas-asas yang tersurat dalam ketentuan tersebut, namun juga pada

faktor manusia/pelaksananya.'’® Suatu peraturan yang tuuannya positif, bila tidak
dilaksanakan dengan konsukuen, dalam arti sesuai dengan semangat yang

meliputinya, dan konsisten, dalam artian tidak memandang subyek, waktu, serta

173 Wadi Fajrul, Op.Cit. halaman 89.
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tempat berlakunya, tidak akan banyak manfaatnya untuk mewujudkan fungsi
hukum sebagai alat mencapai keadilan dan memberikan pengayoman.

Maksud dari Pengadaan Tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 adalah ‘“kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti
kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Sedangkan yang
dimaksud kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa, negara, dan
masyarakat yang harus diwujudlf oleh pemerintah dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmlg =k__}x)ada Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 2 Ta ) ner anfata nerintah  Daerah menjamin

tersedianyﬁ, anal
_-""

L
\\ UNISSULA /|
1) Tahapan Perenc"_l WM I@?bwh /
i
Instansi yan"g'nTemvsrmkathaﬁ'éh ingan umum, harus terlebih

dulu membuat perencanaan. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis,
Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum disusun dalam

bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit harus
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2)

memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan
Daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah,
perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu
pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah; dan rencana penganggaran.
Tahapan Persiapan

Instansi @an. tanah bersama pemerintah provinsi

berdasarkan 7 n_gadaan tanah terlebih  dulu

melaksanak /

rencana .:.pefy
.-..-'

RN E 3:5‘. awals ﬂ berhak dan objek
Cepelaicar l:‘fj‘?{“ !1'5‘-'#‘“!"',# aksanakan dalam waktu

paling lama Bb_(Trga_pumh)

pembangunan. Kemudian hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan

pemberitahuan rencana

digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana
pembangunan.

Tahapan konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk
mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang

berhak. konsultasi publik tentunya dilakukan dengan melibatkan pihak yang

178



berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat

rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati.

Kesepakatan lokasi rencana pembangunan oleh para pihak dituangkan dalam

bentuk berita acara kesepakatan, sehingga atas dasar kesepakatan yang telah

tercapai instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan

lokasi kepada Gubernur. Gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah

3)

pengumuman penetapan..bg

mengumumkan penetapan mbangunan untuk kepentingan umum.

«.pemberitahuan kepada masyarakat

- &2
penetapan Io' efy Gubarnur-Petal gj < pengadaz 'tanah dilakukan oleh

LT L3
\ Eﬁ‘ﬁu'éky!éﬁéiﬁﬁﬂfﬂn{-:mﬁhm BPN Provinsi atau

pengadaan tanah meliputi:

a)

b)

d)

Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah;

Penilaian Ganti Kerugian;

Pemberian ganti kerugian;

Pelepasan hak atas tanah.
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4)

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Pengadaan Tanah,
Inventarisasi dan identifikasi dilakukan dengan jangka waktu paling lama 30
hari. Adapun kegiatannya meliputi Pengukuran dan pemetaan bidang per
bidang tanah dan Pengumpulan data pihak yang berhak dan objek
pengadaan Tanah. Sedangkan Penilaian ganti kerugian dilaksanakan oleh
Lembaga Penilai yang mendapat izin dari Kementerian Keuangan dan lisensi

dari dari Badan Pertanahan Nasional. Adapun objek yang menjadi penilaian

5 ™)
CA A A

asaran - U Dé Id'ng berhak tidak

setuju den .
.\ % |
mengajukan 11 w N ﬂ s Q U ne ﬂ . empat dan lembaga

| f

pertanahan wé'q v”m? I@ﬁ%ﬂ‘*ﬂﬂmﬁﬁrl@ Pengadilan Negeri yang
1
|1

mempunyai kekharan‘hukunrtetapf*‘

Tahapan Penyerahan Hasil

Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada
Instansi yang memerlukan tanah setelah pemberian Ganti Kerugian kepada
Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak telah dilaksanakan dan/atau pemberian
Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (1). Setelah Instansi yang memerlukan tanah mendapatkan
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hasil dari lembaga Pertanahan maka Instansi dapat mulai melaksanakan
kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah.
kemudian Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang

telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional Untuk

Kepentigan Umum Berdasarkan Reraturan Presiden Republik Indonesia

-".-.

Terbitnya Perattiran Presiden 'Re .'a Nomor 71 Tahun 2012

tentang =,- ’ E 5 Untuk

Bagi Pemt;é : : ] - erIu menetapkan
Peraturan Pre vele [ ; bagi pembangunan
untuk kepentinlll' UNISSULA

Proses Pelak Mu-bﬁ'&%ﬂ}#“ﬁhﬁﬁe‘,@.

i
i
Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanaha

Tanah. Kepala Kantor Wilayah BPN ketika memberikan tugasnya kepada Kepala

ketua pelaksana Pengadaan

Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, maka harus
mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, dan sumber daya
manusia. Kemudian dibentuklah susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan

Tanah yang sekurang-kurangnya harus terdapat beberapa unsur jabatan fungsional
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yang berurusan langsung dengan proses pengadaan tanah, pejabat tersebut

diantaranya:

a) Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor
Pertanahan;

b) Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;

C) pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan

pertanahan;

dalam prosé‘ 16 ail b Jtaranya penyiapan
pelaksanaan, la catifika .ilai, musyawarah
penetapan bent w N ﬁ 52?. gj Lﬁ igian, pelepasan objek
pengadaan tanah, T%ﬁu«,tyfiﬂa!.Lﬂl...;::msz!_.g. '/ k yang berhak dengan
objek pengadaan t ) asian peta brdang, daftar nominatif dan
data administrasi pengadaan tanah.
. Penyiapan Pelaksanaan

Pasca ditetapkanya Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, tahap
awalnya adalah Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan

Pengadaan Tanah kepada Ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Proses pengajuan
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ini harus dilengkapi dengan beberapa keputusan, dokumen serta data sebagali
landasan pengajuan. lebih terperincinya adalah sebagai berikut:
a) Keputusan Penatapan lokasi;

b) Dokumen perencanaan Pengadaan tanah; dan

c) Data awal Pihak yang berhak dan objek Pengadaan Tanah.

&
UHISSULA

’!J..g,mr" '\"_;Ld .,,’,;mim mungkin terjadi dalam

pelaksanaan;

e) Merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam
pelaksanaan;

f) Menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam

pelaksanaan;

g) Menyiapkan administrasi yang diperlukan;
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h) Mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan Pengadaan
Tanah;
i) Menetapkan Penilai; dan
J)  Membuat dokumen hasil rapat.
2. Inventarisasi Dan Identifikasi.

Satuan tugas yang telah dibentuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah

melakukan penyiapan pelangadaan tanah yang meliputi kegiatan

‘ﬁnah melaksanakan
/

pengukuran dllétl E} N i ;13 3 U [ 16 ﬂ. dim proses inventarisasi

dan identifikasi\ \NRLDGiaTE '@ﬂbl‘ﬂ;{.-}h‘m!@- atas keliling lokasi dan
i

!

pengukuran dan R‘pl;f'ma‘razrn—bw

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai

engukuran dan pemetaan

pendaftaran tanah. kemudian hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan
pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang
tanah dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh ketua
satuan tugas, peta bidang tanah tersebut digunakan dalam prose penentuan nilai

ganti kerugian dan pendaftaran hak.
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Salah satu tugas juga dari satuan tugas yang telah dibentuk adalah
melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek
pengadaan tanah, pengumpulan data sendiri setidak-tidak nya memuat paling
kurang:

a) Nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak
b) Nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak;

) Bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau

Letak tanah

Stat ;" - %

uo _
o

enda lain yang

MR UNISSULA
Hasil inventarisasi identifikast thak ' yang berhak dan objek
pengadaan tanah dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif
yang ditandatangani oleh ketua satuan tugas. daftar nominatif inilah yang
digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian. hasil inventarisasi dan
identifikasi kemudian diserahkan oleh ketua satuan tugas kepada ketua
pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan

identifikasi. hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk peta bidang tanah
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dan daftar nominatif diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor
kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 (empat

belas) hari kerja.

3. Penetapan Nilai dan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh ketua pelaksana

nilaian jasa penilai atau penilai publik.

pengadaan tanah berdasarkan

il

Pengadaan jasa penilai

L
UNISSULA
wﬂura!g"@?{::ﬂﬂ..ﬁmin ugian yang dinilai oleh

engumuman penetapan lokasi

pembangunan untuk kepentingan umum. nilai ganti kerugian merupakan nilai
tunggal untuk bidang per bidang tanah. Besarnya nilai ganti kerugian
berdasarkan hasil penilaian oleh penilai disampaikan kepada ketua pelaksana
pengadaan tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian. besarnya nilai
ganti kerugian dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti

kerugian.

186



Pasca dilakukannya penilaiaan besaran ganti kerugian, maka dilakukannya
musyawarah untuk mencapai kesepakatan harga. Pelaksanaan musyawarah
sendiri mempertemukan langsung pihak yang berhak atas tanah dan instansi
yang memperlukan tanah untuk kepentingan umum. Kesempatan inilah juga
disampaikan nominal nilai ganti kerugian berdasarkan penilai dari tim penilai

atau penilai publik. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar

&
URISSULA
VA wu*ﬂ-g'@ﬁtﬁ’:ﬂlmﬁﬂﬁl@

ganti kerugian, pemberian ganti kerugian sesuai dengan nominal dengan nilai

yang ditetapkan oleh penilai.

5. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
Pelepasan hak objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak

kepada negara dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat. Pelepasan hak
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objek pengadaan tanah dibuat dalam berita acara pelepasan hak objek pengadaan
tanah. dalam pelaksanaan pelepasan hak objek pengadaan tanah pelaksana
pengadaan tanah harus menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak
atas tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau
benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, menarik bukti penguasaan atau
kepemilikan objek pengadaan tanah dari pihak yang berhak, memberikan tanda

terima pelepasan; dan membubuhi_tanggal, paraf, dan cap pada sertipikat dan

6. Pemutusan Hubungan Hukum Antara Pihak yang Berhak Dengan Objek
Pengadaan Tanah

Objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau ganti

kerugian telah dititipkan kepada pengadilan negeri atau yang telah dilaksanakan

pelepasan hak objek pengadaan tanah maka sudah dapat dipastikan bahwa

hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum.
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Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya, melakukan pencatatan hapusnya
hak pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya, dan
selanjutnya memberitahukan kepada para pihak terkait. Apabila objek
pengadaan tanah belum terdaftar maka ketua pelaksana pengadaan tanah
menyampaikan pemberitahuan tentang hapusnya hak dan disampaikan kepada
lurah/kepala desa atau nama lain, camat dan pejabat yang berwenang yang

mengeluarkan surat untuk selanjutnya dicatat dan dicoret dalam buku

administrasi kantor kelurg N/t

;‘.5/- 3 a0 erkara di pengadilan

@ qu @ g?&‘i w per ﬂ. cgeri merupakan pihak

yang dimenangka M’u“‘ll_{ 1&?‘:“"’#”@1@&#55-“ an yang memperoleh
i

!

kekuatan hukum yang tetap.

7.Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administrasi
Pengadaan Tanah.

Pelaksana pengadaan tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan,

pengolahan dan penyimpanan data pengadaan tanah yang meliputi peta bidang

tanah, daftar nominatif dan data administrasi. Data pengadaan tanah peta bidang
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tanah, daftar nominatif; dan data administrasi dapat berupa dokumen
perencanaan pengadaan tanah, surat pemberitahuan rencana pembangunan, data
awal subyek dan objek, undangan dan daftar hadir konsultasi publik, berita acara
kesepakatan konsultasi publik, surat keberatan, rekomendasi tim kajian, surat
gubernur (hasil rekomendasi), surat keputusan penetapan lokasi pembangunan,
pengumuman penetapan lokasi pembangunan, surat pengajuan pelaksanaan

pengadaan tanah, berita acara inventarisasi dan identifikasi, peta bidang objek

"u_muman daftar nominatif, berita

Uil Peliny E?gi - penitipan 'kerugian, penetapan

pengadilan nege ﬂffuﬂ?-:'g !@Fﬂiﬁﬂﬁlﬂ;&:m!,@m enitipan ganti kerugian,

i
i
berita acara penye"rahzm'hasﬂ‘pvn anah; dan-dokumentasi dan rekaman.

Data pengadaan tanah yang meliputi peta bidang tanah, daftar nominatif;

dan data administrasi kemudian disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat. Penyimpanan data pengadaan tanah
yang meliputi peta bidang tanah, daftar nominatif; dan data administrasi dapat

pula disimpan dalam bentuk data elektronik.
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E.

1)

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Nasional Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.

Penetapan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah didasarkan pada amanat dari ketentuan

siden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Pasal 111 ayat (2) Peratur

Penyelenggaraan Pengadaan : Rembangunan Untuk Kepentingan

eraturan Pre AU 2 : Prye geraan Pengadaan

Tanah Bag . penyiapan
pelaksanaan, 2 As ‘§ﬁi|ai, musyawarah
penetapan bent fan, pemberian ganti
kerugian dalam |an, pelepasan objek

pengadaan tanah, p%mutusan‘hubungﬁ?r uku a pihak yang berhak dengan

objek pengadaan tanah, dan pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan
data administrasi pengadaan tanah.
Penyiapan Pelaksanaan

Setelah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menerima

pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah dari Instansi yang memerlukan tanah.

174 Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
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Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan penyiapan pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah
dituangkan dalam rencana kerja, rencana tersebut meliputi rencana pendanaan
pelaksanaan, rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan, rencana kebutuhan
tenaga pelaksanaan, rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksanaan,

inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan;

5
-'-.-.
il

dan sistem monitoring pelak

&2 /
gy s3tges meleleukan inventan j{n identifikasi,

“ﬂ"ui"g !i__ﬁ_.fék*ﬂ.‘glu;:.‘.mal@. nenguasaan, pemilikan,

i
penggunaan dan pemanfaatan tana

pemetaan bidang per bidang serta pengumpulan data fiik yang berhak dan objek

Kegiatan pengukuran dan

pengadaan tanah, tahap ini dilakukan paling lama empat belas hari kerja.l”
satgas akan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah
meliputi pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah, pengukuran bidang

per bidang. menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan

175 Jennifer Goldie, Op.Cit. halaman 203.
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pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah. Kemudian satgas
juga melaksanakan pengumpulan data yang sekurang-kurangnya memuat nama,
pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak, Nomor Induk Kependudukan atau
identitas diri lainnya Pihak yang Berhak, bukti penguasaan dan/atau kepemilikan
tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah, letak
tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang, status tanah dan dokumennya,

jenis penggunaan dan pemanfaatan

X

anah, penguasaan dan/atau kepemilikan

-".-.

tanah, bangunan, dan/atau bgng serkaitan dengan tanah, pembebanan

3)Penetapa
_..r'
menetapkan
penilai s angan di bidang
pengadaan' ' ketua pelaksana
pengadaan t © merupakan penilai

¥
pemerintah yarg U W ﬁ &'i @‘. gj Al ﬂ Iénteri keuangan untuk

memberikan ja fﬂf‘!*l-*?y'@?ﬁkﬁuﬁlnﬂﬁﬂI"aih , dilakukan oleh ketua
i
pelaksana pengaldaan_mnah_seteﬁh

membawahi penilai pemerintah.

dengan instansi yang

Tugas dari penilai publik melakukan penilaian terhadap besarnya nominal
ganti kerugian bidang tanah, meliputi yang kurang lebih memuat tentang tanah,
ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan

dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. Besarnya nilai Ganti
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Kerugian berdasarkan hasil penilaian disampaikan kepada ketua pelaksana
pengadaan tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.
4)Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
Musyawarah dilakukan secara langsung kepada penerima hak untuk
menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian.
Pelaksanaan musyawarah apabila penerima hak berhalangan hadir maka dapat

dilakukan pemberian kuasa dalam pefaksanaan musyawarah.

5)Pemberian Ganti Kerugia,

uk lain yang

bentuk uang

&P
UNRISSULA

Pemberla' | ﬂﬁgl’lﬂﬂ-y' ﬁ;kﬁb“ﬁhﬂr&hﬂ,—.}h nengganti didasarkan atas

kesepakatan dala?n—musyawarah ‘en

nilai ganti kerugian dalam bentuk uang. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk

fan nilainya sama dengan

tanah pengganti dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah setelah
mendapat permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah. sedangkan
pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali penyediaan

permukiman kembali dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah atas

194



permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah, letak lokasinya
didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah bentuk ganti kerugian.
6) Pemberian Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus
Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus dapat diberikan dalam
keadaan mendesak yang dikarenakan beberapa hal, keadaan khusus sendiri
meliputi bencana alam, biaya pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan,

pembayaran hutang, dan/atau keadaan mendesak lainnya yang dibuktikan

dengan surat keteranga" ‘atau nama lain. Pemberian ganti
..-..'" o

kerugian dalam

Koauc
s
r
2
i

" ?!l‘.?l.m

7)Penitipan Ganti Kerugian

Penitipan ganti kerugian pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
dalam dilakukan pada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Penitipan ini dilaksanakan karena
terjadinya beberapa faktor diantaranya pihak yang berhak menolak bentuk
dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak

mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, pihak yang berhak menolak
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bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan
negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak
yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Pihak yang berhak telah diundang
secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa. Selain itu juga objek tanah
yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan,
masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakan sita oleh pejabat yang

berwenang dan menjadi jaminan di.b

Pelepa :‘g cl 10dUed a LK
] *’ Ksanalkan, be a3 2at pemberian ganti

Nk atau jaminan hutang lainnya.

Saat pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan di
hadapan kepala kantor pertanahan setempat, kepemilikan atau hak atas tanah
dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak
berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan

tanah yang ganti kerugiannya sudah dititipkan di pengadilan negeri.
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Kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat
bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh negara. Pasca keluarnya penetapan pengadilan mengenai
penitipan ganti kerugian kepala kantor pertanahan memberitahukan pemutusan
hubungan hukum.

Hapusnya hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan terhadap

tanah yang sudah terdaftar kepala.kantor pertanahan selanjutnya melakukan

. v
10) Pendokumenta; lij '{ ; @ g @J lomina Data Administrasi
\\ Feellol/| 2ol tolzna
i
Pelaksana bengadaan—ranah etakukan pe pulan, pengelompokan,

pengolahan dan penyimpanan data pengadaan. Data pengadaan tanah disimpan,

didokumentasikan dan diarsipkan oleh kepala kantor pertanahan setempat.

Kemudian data pengadaan tanah dapat disimpan dalam bentuk data elektronik.
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F. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018.
Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat
strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 76

Penerbitan Peraturan Presiden ' Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

F.

Nasional bahwa dalam rangka ‘ laksanaan proyek strategis untuk

K 2N e ~ an masyarakat, perlu

d ahurn 2016-te "jﬁelaksanaan Proyek

Strategis Nasi(;' omite "Percepatan-Penyediaa JlFuktur Prioritas telah
-. \ UNIS3SULA
melakukan kajian té

LT L3
i, '&P‘?{“‘-‘F‘:L:ﬁt‘m% Ategis Nasional. Peraturan
i

i
Presiden Nomor SETIHHUT\_ZUIB‘yanEj‘ ditek Juli 2018 oleh Presiden

Jokowi merupakan proyek-proyek infrastruktur besar yang masuk kriteria Proyek

Strategis Nasional,}”” Sebanyak 227 proyek masuk ke dalam daftar Proyek

176 |_ihat Pada Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4.

17 Herdaru Purnomo, Jokowi Teken Perpres Proyek Strategis Terbaru, Ini Daftarnyal,
(onine), di unggah pada 26 July 2018 19:34,
(https://www.cnbcindonesia.com/news/20180726191622-4-25610/jokowi-teken-perpres-proyek-
strategis-terbaru-ini-daftarnya , di akses pada Sabtu, 31 Oktober 2020, Pukul 8.29 WIB)
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Strategis Nasional pada Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018. Sedangkan

jumlah proyek strategis yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun

2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional adalah sebagai

berikut:
Tabel 3.1 Jumlah dan Jenis Proyek Strategis Nasional
NO PROYEK STRATEGIS NASONAL JUMLAH
1 | Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol 64
2 | Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional 5
Proyek Pembangunan Prasaj ari:Sarana Kereta Api Antar
3 Kotz iy . P 9
A : ana-Kereta Api Dalam ;
5 3
6 jangL 3
7 #?__ Ny 1
8 E 10
9 At 3
10 erba 3
11  Gal 7
12 1
13 7
14 1
15 | Proyek Pem! 1
16 | Proyek Beﬁ ngan dan Jaringan 57
17 | Program Peningkatan Jangkauan Broadband 2
18 | Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya 2
Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi
19 28
Khusus
20 | Pariwisata 1
21 | royek Pembangunan Smelter 6
22 | Proyek Perikanan dan Kelautan 1
23 | Proyek Infrastruktur Pendidikan 1
24 | Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 1
25 | Program Industri Pesawat 2
26 | Program Pemerataan Ekonomi 1
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BAB IV
KELEMAHAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN
KOMPENSASINYA GUNA KEPENTINGAN PROYEK STRATEGIS

NASIONAL

A. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pangadaan Tanah Pada Proyek Jalan Tol

Semarang-Solo

Jalan tol adalah j ? _akan bagian sistem jaringan jalan
dan sebagai | asiol ' bkan membayar tarif biaya

tol. an-. tol tertentu yang

w Fa l 5% w Vel ﬂ -'fjalan tol bertujuan

meningkatkan efis fﬂf‘u‘“'yl ’ﬁﬂpi)ﬂ.amm.aﬂsm- menunjang peningkatan

sudah tinggi tingkat

perkembangannya.

Pembangunan jalan tol di Negara Indonesia termasuk juga dalam proyek
strategis nasional yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden. Proyek
Strategis Nasional di Indonesia dalam hal ini adalah pembangunan jalan tol
terdapat 64 proyek. Secara sistematis proyek pembanguan tol tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel.4.1 Daftar Proyek Pembangunan Jalan Tol di Indonesia

Panjang
Ruas . -
No Ruas Jalan Tol Jalan Tol Wilayah Provinsi
(Km)
1 | Serang - Panimbang 83,6 Banten
2 | Pandaan - Malang 37,62 Jawa Timur
3 | Manado - Bitung 39 Sulawesi Utara
4 | Balikpapan - Samarinda 99 Kalimantan Timur
5 | Medan - Binjai 16 Sumatera Utara
Palembang - Simpang _
6 Indralaya P /,.\\22 Sumatera Selatan
7 | Bakauheni - Terbanggi B 9 | Lampung
8 | Pekanbaru - Kandis - £ - Riau
o | Terbanggi Besas Lampung dan Sumatera
Panggan .+
Pematar f \
10 A )/ \ tan
11 | Palg) an
12 | Kisar: fi a
13 Betun == | == -Ilj'atan
14 Medan -":tara
Pakam = =
Cileunyi, f
15 Dawuan \ A/ at
16 | Pejagan - - engah
17 | Pemalang - " engah
18 | Batang - Ser 0 N Tengah
19 | Semarang - Sofo “1=—72,6 | Jawa Tengah
. Jawa Tengah dan Jawa
20 | Solo - Ngawi 90,1 Timur
21 | Ngawi - Kertosono 87 Jawa Timur
22 | Kertosono - Mojokerto 40,5 Jawa Timur
23 Ciawi - Sukabumi - Ciranjang 115 Jawa Barat
Padalarang
24 | Gempol - Pasuruan 34,2 Jawa Timur
g5, | Cengkareng - Batu Ceper - 14,2 DKI Jakarta dan Banten
Kunciran
26 | Kunciran - Serpong 11,2 Banten
27 | Serpong - Cinere 10,1 Banten dan Jawa Barat
28 | Cinere - Jagorawi 14,6 Jawa Barat
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29 | Cimanggis - Cibitung 25,4 Jawa Barat

30 | Cibitung - Cilincing 34 Jawa Barat dan DKI Jakarta

31 | Depok - Antasari 21,5 Jawa Barat dan DKI Jakarta

3o | Bekasi - Cawang - Kampung 21,04 | Jawa Barat dan DKI Jakarta
Melayu

33 | Bogor Ring Road 11 Jawa Barat

34 | Serpong - Balaraja 30 Banten
Batu Ampar - Muka Kuning .

35 Bandara Hang Nadim 25 Kepulauan Riau

36 | Semanan - Sunter 20,2 DKI Jakarta

37 | Sunter - Pulo Gebang 9,4 DKI Jakarta

38 | Duri Pulo - Kampung Melayu- .. 12,7 DKI Jakarta

39 Kemayoran - Kampungf,--’ DK Jakarta
Melayu :

40 | Ulujami - Tanah A * . DKI Jakarta

41 | Pasar Minggu. , akarta

42 | Pasuruan. i g r

43 | Projt i/ A0, .
Kr

a4 | o . 4 . /2 F
Jaka e, p—

45 Selatz == J;{an Jawa Barat

f

46 | Jakart a dan Jawa Barat
Elevate /

47 | Yogyaks Jawa Tengah

48 | Semarang) ngah

49 | Sigli - Ba e Aceh |/

50 | Binjai - Lar ” lan Sumatera Utara
Bukittinggi - J Pf

51 Lubuk Alung =N tera Barat

52 | Rantau Prapat - Kisaran 100 Sumatera Utara

53 | Langsa - Lhokseumawe 135 Aceh

54 | Lhokseumawe - Sigli 135 Aceh
Pekanbaru - Bangkinang .

55 Payakumbuh - Bukittinggi 185 Riau dan Sumatera Barat

56 | Yogyakarta - Bawen 71 DIY dan Jawa Tengah
Tebing Tinggi - Pematang

57 | Siantar Parapat - Tarutung - 200 Sumatera Utara
Sibolga

58 Betung (Sp. Se!<ayu) i 191 Sumatera Selatan dan Jambi
Tempino Jambi

59 | Jambi - Rengat 190 Jambi dan Riau
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60 | Rengat - Pekanbaru 175 Riau
g1 | Dumai - Sp. Sigambal - 175 Riau dan Sumatera Utara
Rantau Prapat
62 Elnr?lf]ang Indralaya - Muara 110 Sumatera Selatan
g3 | Muara Enim - Lubuk Linggau 125 Sumatera Selatan
— Lahat
Lubuk Linggau - Curup — Sumatera Selatan dan
64 95
Bengkulu Bengkulu

Pelaksanaan pembangunan jalan tol yang menjadi proyek strategis

No Keterangan
1 \ ang | 3 Teng; f Sudah Selesali
2 | Pemalang\Batang ! | 1382~ awa Tenga Sudah Selesai
3 | Batang - Semarang " 11"/ ;:‘;;E-I-_:, Jawa Tengeh Sudah Selesai
4 | Semarang - S0 20 Sudah Selesai

[ N
5 | Solo - Ngawi 90,1 . an Jawa Sudah Selesai
Timur
6 | Yogyakarta - Solo 40,5 DIY dan Jawa Tengah | Belum
7 | Semarang - Demak 24 Jawa Tengah Belum
8 \éogyakarta Bl 71 DIY dan Jawa Tengah | Belum
awen

Sebagai bagian jalan tol Trans Jawa, jalan tol Semarang-Solo memiliki arti
yang strategis bagi pengembangan jaringan jalan secara khusus di Jawa Tengah

dan juga bagi perkembangan jaringan jalan dalam skala regional. Dalam proses
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pembangunan fasilitas umum tidak luput juga pembangunan jalan tol tentunya
terdapat kendala yang dihadapi di lapangan. Pada umumnya kendala utama dalam
pembangunan umum adalah proses pelaksanaan pembebasan lahan. Pengadaan
tanah untuk pembangunan di wilayah Indonesia semakin meningkat dari waktu ke
waktu, baik itu untuk pemukiman warga, maupun untuk pembangunan fasilitas
umum yang nantinya berguna bagi masyarakat Indonesia itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan_kgpastian hukum hak atas tanah bagi rakyat

Undang Nomor 5 Tahun 1960

W w l g g w at A -'fhak menguasai dari

Negara yang menif *“”ﬂ"vu*dy !@?ﬁ.#i,‘iuﬂl-ar;-?mnka- gai organisasi kekuasaan

i
i
seluruh rakyat, uni;‘uk‘pada—rmgkataﬁ‘

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,

ng untuk mengatur dan

air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan hubungan
hukum antara orang orang dan perbuatan perbuatan hukum mengenai bumi, air
dan ruang angkasa.

Selanjutnya atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang di

maksud di dalam Pasal 2, Pasal 4 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
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Agraria telah menentukan adanya macam macam hak atas tanah yang dapat
diberikan kepada orang orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang
lain dan juga badan hukum. Pasal 6 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria merumuskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial. Dalam penjelasan Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
dikatakan, bahwa seseorang tidak boleh semata mata mempergunakan untuk

pribadinya pemakaian atau tidak .dipakainya tanah yang mengakibatkan

merugikan masyarakat.1’®

&2
: U W E s E u L ﬂ ggan undang undang.”
Kalaulah kita pen “&ﬁu* ? : *':;1"'"1,., aka danai ..h .

i

|1
1) Untuk kepentihgrm—trmum,—re Kk ingan bangsa dan negara serta

kepentingan bersama dari rakyat.

2) Hak hak atas tanah dapat di cabut
3) Ganti rugi

4) Layak Cara yang diatur Undang Undang'"

178 AP Parlindungan, Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria, (Bandung :
Mandar Maju, 1998), him 65
179 1bid, hlm 108.
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Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar
pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh Kkarena itu,
pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip prinsip yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini harus dihindari adanya
upaya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi dan hal lain
yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.18 pengambilan
tanah-tanah penduduk un mbangunan atau penyelengaraan

kepentingan u 8 /

AN tengs ~:. a diantaranya meliputi:
1) Pelepasai % akatas (3 {‘:’;\ g
” %

>
arr | atau cara lain
S

ek tentunya akan

\ &2
bersinggungan '15 3 U N g s g “ Ja ﬂ { Secara garis besar

lII

LT L3
pelaksanaan pengac ﬂ‘-"..u«q“g !@Et}&ﬁl.uﬁﬂm',@h gunan untuk kepentingan

i
umum meliputi beb"errapa‘rahapan,—ya'

1) Tahap penetapan lokasi

2) Tahap penyuluhan
3) Tahap penentuan lokasi dan inventarisasi;

4) Tahap pengumuman dan inventarisasi;

180 Arje Sukanti Hutagalung, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, (Jakarta :
Rajawali, 2008) him 83.

181 Spedharyo Soimin, Status hak dan Pembebasan Tanah, (Jakarta : Sinar Grafika,
1993), him 14.
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5) Tahap musyawarah dan penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi
6) Tahap pelepasan dan permohonan hak atas tanah.'®?

Tidak luput pula pada proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo, ruas
jalan dengan panjang 72,6Km melewati beberapa wilayah Kabupaten di Jawa
Tengah. Pembangunan jalan tol ruas Semarang-Solo termasuk dalam proyek
strategis nasional yang terencana, secara legal sudah dimuat dalam Peraturan

Presiden Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 20 .. -
5 )
’ / o WIEBICE ahun 2018 dimana pada

¥ .
wwﬂgsw“_n Il,bung dari tol dalam

M|@b1 v 'ﬁ? f
i
i
Tahap perté“ma—'rm—semm' d'é”iam—penyedman—’i' ahan pada tahun 2011.

Kemudian tahap kedua memulai penyediaan lahan pada tahun 2011 yang bermula

di Ungaran hingga kecamatan Bawen dan selesai pada tahun 2014. Untuk
penyediaan lahan tahap ketiga, dimulai pada tahun 2012 yang bermula dari
kecamatan Bawen (Kabupaten Semarang) hingga kota Salatiga. Tahap keempat

bermula dari Kota Salatiga hingga kabupaten Boyolali memiliki panjang 22,4 KM

182 QOloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,
(Yogyakarta : Mitra Kerja Tanah Indonesia, 2004), him 42
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dan memulai penyediaan lahannya pada tahun 2013. Tahap kelima bermula dari
kabupaten Boyolali hingga kota Solo yang memiliki panjang 11,1 KM.
Penyediaan tanah jalan tol Semarang-Solo dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan
Tanah dan Tim Pengadaan Tanah jalan tol Semarang + Solo.

Untuk Panitia Pengadaan Tanah ada pada tingkat kota atau kabupaten
sedangkan Tim Pengadaan Tanah terbagi menjadi lima tim. Tim yang sudah

terbagi melaksanakan penyediaan

’ r*'-/ fiyediaan tanah jalan tol Semarang-

v I
u W W g 5 m ﬂ ,ﬂ. //dasarkan Keputusan

i

gy !@?!Lﬂ‘:&hﬁmﬂhh da proses pembebasan

\
tanah Tim Pengada}anﬂ‘anah'mggun an Presiden No. 65 tahun
2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. Landasan peraturan ini dipakai hingga tahap Bawen-Salatiga
atau tahap Il1.

Berdasarkan Perpres no. 65 tahun 2006, mekanisme dalam penyediaan
tanah untuk jalan tol dimulai dari surfe pemetaan lahan yang akan terkena proyek

yang dilakukan oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dibawah naungan
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Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah setuju dengan lahan yang telah disurvey,
kepala daerah yang daerahnya terkena proyek menerbitkan Surat Persetujuan
Penetapan Lokasi Pembangunan yang dilanjutkan dengan permohonan mulai
penyediaan lahan ke Tim Pengadaan Tanah dan akan dilanjutkan dengan tahap
sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan pada tingkat Kota atau Kabupaten dan tingkat
Desa. Sosialisasi pada tingkat Kota atau Kabupaten dilaksanakan oleh Tim

Pengadaan Tanah dan Panitia Pepgadaan Tanah. Kemudian dilaksanakan

pengukuran. *‘"‘ / - C jalan tol Semarang-Solo
i kuka /‘J;:"?‘ peraturan perundang-
‘? ; dalam 3 ‘- vang dilakukan

arang-Solo dimulai

sejak tanggal g “Elﬂﬂﬁﬁ ..1! ﬂ-iﬁ ya penetapan lokasi
| Arolelinaa

Nomor 620/13/2005

tertanggal 9 Agustus 2005 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan
Jalan Tol Semarang-Solo. Tahapan dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Jalan Tol Semarang-Solo dapat dilihat dalam gambar berikut:
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Gambar 4.1 Alur Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo

[ * Ajukan SP2LP ke Gubernur

#Kelengkapan perjjman
#Koordinasiuntuk cek kesesualan RTRW

{ Persetujuan penetapan lokasi pembangunan jalan tol

{ Pembentukan panitia pengadaan tanah

Semarang-Sf

1)Persetujuan

Permohonan pg ] TERAAD g:l'r; UiA arang-Solo dilakukan
dengan tahapanﬁ"1 : ;nﬁf-lr'uﬂ!}? ‘éﬁ?bmrh

i
(1) Pemohon, datam—ha irekiur—Jenderal—Bina Marga Departemen

Pekerjaan Umum mengajukan Surat Permohonan Penetapan Lokasi
Pembangunan (SP2LP) Jalan Tol Semarang — Solo kepada Gubernur Jawa
Tengah melalui Surat Nomor UM.0103-DB/457, tanggal 29 Juli 2005

(2) Pemohon melengkapi permohonan ijin lokasi dengan keterangan mengenai

lokasi tanah yang diperlukan, luas tanah yang dibutuhkan, rencana

183 Angelina Ika Rahutami, Dkk. Pengembangan Jalan Tol Trans Jawaruas Jalan Tol
Semarang-Solo, Laporan Akhir, (Semarang : ISEIl Cabang Semarang, 2011), Halaman 24.
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penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan, dan uraian rencana
proyek yang akan dibangun disertai keterangan mengenai aspek pembayaran
dan lamanya pelaksanaan pembangunan. Tanah yang dimohonkan ini akan
digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Proses
pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ini

merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Proponsi Jawa

Tengah. Lama pelaksanaan pembangunan jalan Tol Semarang-Solo ini

-".-.

(3) Gubernur : : an tersebut kemudian

apac jala ' ayah F ropinsi Jawa Tengah

¥
UNISSULA

|1 . &
(4) Berdasarkan!, 'v"”vr-!f’ !@:ﬁaﬂal.g‘.‘.m{@. pertimbangan  tersebut,
i

Gubernur  Nomor
620/13/2005, tanggal 9 Agustus 2005 tentang persetujuan penetapan lokasi
pembangunan jalan tol Semarang- Solo.

2)Pembentukan panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang —

Solo untuk wilayah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang membentuk
Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan tol Semarang —

Solo, panitia tersebut dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Surat
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Keputusan Walikota Semarang Nomor 593.05/241, tertanggal 24 Agustus 2007
tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum kota semarang.

3)Pembentukan lembaga independen untuk menaksir harga tanah yang akan
dibebaskan. Keputusan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 25, 26, 27 dan

28 tentang Penunjukan Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah. Panitia Pengadaan

pembanguna 0 arang = S paga.yang ditunjuk tersebut adalah
PT. Wadantaia ari Jakarta.
,.f

yang dimula ok AL I,"'seterusnya. Seksi

tol yang dapatll'l ( @ W a gg W Nk ﬂ. apat dikenakan tarif

tol. Sehingga tota f*ﬂil—‘se’fi?r'@‘."{;ﬂ-‘.ﬂmﬁ.‘ml.fm jang direncakan adalah
i

i
sepanjang + 75,70 km, dengan 7 (tujuh) bua

Ungaran, Bergas, Bawen, Salatiga, Boyolali, dan Karanganyar.

ang susun, yaitu Tembalang,

Hambatan Pelaksanaan Pangadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional
Jalan Tol Semarang-Solo
Tanah merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan pembangunan.

Semua kebutuhan manusia juga dapat terpenuhi dengan adanya tanah, dengan
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kata lain bahwa tanah merupakan faktor pokok dalam kelangsungan hidup
manusia.'® Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besar
untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan adanya hubungan hukum
antara tanah dan subyek tanah, dimana Negara dalam hal ini bertindak sebagai

subyek yang mempunyai ,//,/\\ i terhadap segala kepentingan atas

tanah yang be '_ Kamakmura yat, Oleh- karena itu pada tingkatan

‘ .
ok DerManje-ranya w ifta'ga gi, karenanya meminta

ﬂf’ur!'.g’ 'i mem .r;‘:l.ng-imﬁkh etangga yang bersedia

menerima gar"lrifrugi'yang‘d'rm S

usyawarahkarn;

2) Masih ditemui pemilik yang menguasai tanah beranggapan pemilikan

tanahnya adalah mulia dan sakral, sehingga sangat enggan melepaskannya

184 Dwi Fratmawati, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Di Semarang (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan — Mijen),
(Semarang : Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006) him 95.

185 Ahman Husein Hasibuan. Masalah Perkotaan Berkaitan dengan Urbanisasi dan

Penyediaan Tanah. Makalah 1986 : hal. 6-7.
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3)

walau dengan ganti-rugi, karenanya mereka bertahan meminta ganti-rugi
yang sangat tinggi;

Kurangnya kesadaran pemilik/yang menguasai tanah tentang pantasnya
mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri.
Selanjutnya, kendala yang merupakan faktor dana adalah keterbatasan dana

pembebasan tanah sehingga tidak mampu membayar gantikerugian dengan

beberapa kendala, k ragam diantaranya
Besara
mempunyai
anti kerugian. Di

ar harga pasar, atau

a erugian 3 atau 4 kali

lebih besar \ u N “ SE‘ W @.ﬁ erungan ini, terpicu dari

perencanaan | *""‘"u'*#'y l@oﬂ;"gﬂlﬂq‘-#ﬂw'ﬁb- 515 NJOP, sedangkan pada
1

spending pen“gadaan—tanah‘ uk -gantikerugian melebihi clad apa yang

telah direncanakan. Ditambah dengan persoalan ikutan lain, yang seringkali

di beberapa kasus pemilik tanah mengharapkan ganti kerugian tidak hanya
harga yang melebihi NJOP, tetapi ditambahnya dengan ekspektasi kerugian
non fisik lain yang mereka perhitungkan inklusif sebagai ganti kerugian.
Ekspektasi masyarakat tersebut, menjadi lebih menyulitkan ketika penlilik

tanah mengambil sikap seperti pemburu keuntungan (rent hunter). Masalah
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2)

3)

ketidaksepakatan harga tersebut, meskipun umumnya terjadi di sekelompok
kecil pemilik tanah, tetapi akan berdampak pada ketidakberlanjutan proyek-
proyek pembangunan.

Keengganan Masyarakat

Hambatan lain yang tidak ringan, dan sering dijumpai dalam beberapa
kasus, yakni ketika masyarakat enggan atau menolak wilayahnya sebagai
lokasi pembangunan, bahka(l'berapa ruas ada yang unjuk rasa sebagai
ekpresi penolakannyg, : __zillan dengan model semacam ini

sudah / akar masalahn \ang tidak hanya berkarakter
i ; € [ernyata ' . \\

I
Eﬁ N i g?l:. @J e A 3sus-kasus  provokasi

=-“’I?5?-LL'~‘.!-£;J !@ﬁiﬁﬁﬂ&h}ﬂ:mr'_@ i dijumpai di beberapa

rase jalan (tol).

Hambatan Karena Hukum

Menggunakan tanah, yang diatasnya baik ada hutan maupun tidak ada
hutarmya, atau yang disebut dengan kawasan hutan maka penyelesaiannya
harus memerlukan ijin lembaga kehutanan yang prosedurnya telah diatur
oleh hukum kehutanan. Belum kebijakan, yang mengharuskan penggantian

pengambilan kawasan hutan dengan tanah non kawasan hutan yang
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4)

luasanya 2 atau 3 kali tanah kawasan hutan yang dikonversi. Ini akan
menambah kerumitan tata kelola anggaran negara untuk ganti kerugian
pengadaan tanah, hanya untuk sedikit kawasan raja. Dan, berbelitnya
prosedur pelepasan atau penghapusan aset Negara mengesankan lebih sulit

membebaskan tanah aset negara dibanding aset rakyat.

Efektivitas Penitipan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan

NI @g nfi | Kerugian pengadaan tanah yang
el ) Zoals

I : .
L‘...fxﬂqmlnj?:'im!_f;h- anusia. Pada praxisnya,

an, ada pengadilan yang
menerima penitipan ganti kerugian, namun banyak juga pengadilan yang
tidak menerima penitipan ganti kerugian. Banyak argumentasi yang
diberikan oleh pengadilan yang menerima, dan ada argumentasi lain dari

pengadilan yang menolak.
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5) Administrasi Pertanahan

6)

Setiap simpul kegiatan pengadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari proses
administrasi pertanahan, baik terhadap tanah yang sudah bersertipikat
maupun tanah yang belum bersertipkat. Dari beberapa kasus yang dikaji,
salah satu bentuk hambatan administrasi pertanahan : ketika pembuatan peta

inventarisasi tanah oleh instansi yang berwenang tidak dapat lancar

X w W i EE;‘. gj ian ﬂ 'didasarkan pada peta

LT L3
inventarisasi | taral --e-JL!:'f-EI@?:.. ‘hersifat-mengikat, (kadasteral). Masalah
i

i
menjadi lebili besar, jika terjadi pe

dipetakan dalam daftar inventarisasi dengan hasil pengukuran kadasteral

antara luasan tanah yang

olen BPN-RI. Selanjutnya, keberagaman status penggunaan tanah di satu
sisi dan status tanah di sisi yang lain.

Pembekuan Tanah Secara Administratif

Kenyataan pengadaan tanah yang tidak lancar, yang diakibatkan spekulan

melahirkan ketentuan land freezing (pemberlakuan status quo) atas tanah-
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7)

tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan. Secara normatif
konseptual, kebijakan land freezing dapat mencegah potensi dan rung gerak
spekulator tanah, namun di dalarn praktiknya ternyata tidak seperti yang
diharapkan. Dengan land freezing, semua transaksi pertanahan baik yang
sudah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat akan dihentikan proses

administrasinya. Kebijakan ini melibatkan Kepala Kantor Pertanahan,

w w i E'Ei W Lﬂ a memiliki 1 (satu)
|embaga ple ‘:ﬂg-"l':‘.Elé'?'?{‘::’“ﬂluﬁmﬂ!‘—s‘* o elangan, hal ini yang

i
i
membuat keg"anTarTgaTrpmHk

kawatir melakukan kesalahan prosedur karena melakukan penunjukan

appraisal. Intinya, mereka

langsung yang seharusnya melalui pelelangan umum. Masalah lain yang
timbul adalah belum ada kejelasan mengenai pengadaan lembaga penilai
harga tanah.

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukanlah hambatan dalam

pengadaan tanah untuk jalan tol trans jawa, lebih spesifikasi pada proyek
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jalur Semarang-Solo, hambatan yang dialami dalam proses pengadaan tanah
untuk pembangunan jalan tol tersebut diantaranya:
1. Disahkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tetang Pembebasan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Munculnya Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tetang Pembebasan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum membuat perubahan pada peraturan

untuk pembebasan tanah. Namun p

-".-.

ada Pasal 58 Undang Undang No. 2 tahun

Desember \
2006. Pada 2 I,-'benyediaan tanah
ahun 2011 sehingga
_ ¥
penyediaan tana w N i go Si u 2l ﬂ akan Perpres no. 65
Tahun 2006. Penyediaan.tanan I@é{:ﬂiﬁl#}:?ﬁ’%g# dan menggunakan dasar
i
hukum Perpres no. 65 Tahun 2006 yang difaksanaka

lahan yang dibebaskan yaitu jalan tol tahap pertama dari Semarang-Ungaran. Tim

oleh tim pertama dimana

kedua membebaskan tanah untuk tahap kedua dimana tahap kedua ini
melanjutkan dari tahap pertama melanjutkan dari Ungaran hingga Bawen.
Kemudian Tim Pengadaan Tanah ketiga yang membebaskan tanah dari Bawen

sampai kota Salatiga.
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Pada proses pembebasan tanah di tahap ketiga ini menimbulkan dilema
mengenai peraturan yang digunakan. Awal pembebasan, tim ini menggunakan
Perpres no. 65 tahun 2006 yang sedang berlaku. Tahun 2012 muncul peraturan
baru yang berbentuk undang-undang, yaitu UU No. 2 Tahun 2012. Dalam Pasal 6
ayat (1) Perpres No0.65 tahun 2006, mengenai Panitia Pengadaan Tanah,

dinyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah

kabupaten atau kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah

kabupaten atau kota ya ' ati atau Walikota. Pada tahun 2012

berlaku sebuah Un nah Bagi Pembangunan
Untuk KeBe; ndang tersebut
berlaku; angsung. Hal
ini menué ai 100% tetapi
peraturan y 1 eraturan tersebut

¥
Tahun 2006 ya g bersifat represif-seda “ nuu II,-'fTahun 2012 bersifat

preventif. \ MM I@bwh /
|1
Meskipun dTbagrdaIHm“mn'b‘ jalan tol Semarang-Solo

tetap dalam satu kesatuan. Karena masih dianggap satu kesatuan, untuk proses

pembebasannya masih tetap menggunakan peraturan yang lama yaitu Perpres no.
65 Tahun 2006. Jika pembebasan tanah pada pembangunan jalan tol dibagi tim
karena pembebasannya memang harus dibagi tim dan setiap tim berbeda dengan
tim yang lain atau tidak dalam satu kesatuan, maka UU No. 2 Tahun 2012 yang

akan berlaku pada pembebasan di tahap Ill atau di Bawen-Salatiga. Penyediaan
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tanah jalan tol Semarang-Solo tahap Il dimulai dengan terbentuknya Tim
Pengadaan Tanah jalan tol Semarang-Solo tahap 11l pada bulan November tahun
2011. Tim Pengadaan Tanah menggunakan dasar hukum Perpres no. 65 tahun
2006 dalam penyediaan lahan padahal saat prosesnya muncul Undang-undang no.
2 tahun 2012 yang berlaku pada awal tahun 2012. Tim Pengadaan Tanah tetap

menggunakan Perpres no. 65 tahun 2006 dikarenakan pada UU no. 2 tahun 2012

diharuskan sisa tanah diselesai gan peraturan sebelum UU berlaku.

Penyediaan tanah

-jalan tol Semarang-Solo dilakukan

/
W N’ E st “ l lﬂr‘l /6eraturan yang ada

r"ﬂfu*z?.g I@ﬁi@".’ﬂ:ﬂm‘-tﬁ;l@- daan Tanah yang baru
i
tersebut diamanatkan untuk seturuh pe

tim pengadaan tanah agar proses pembebasan tanah yang saat ini sedang berjalan

an termasuk Pemda dan

masih menggunakan Undang-undang yang lama agar proses pembebasan tanah
tidak ada yang dihentikan. Hal tersebut terutama bagi 24 ruas yang sudah
menandatangani PPJT, yaitu Jalan Tol Trans Jawa dan Lingkar Luar Jabodetabek
diperkenankan menggunakan peraturan lama, yaitu Perpres 36 Tahun 2005 dan

Perpres 65 Tahun 2006 dan Peraturan Ka. BPN RI No. 37 Tahun 2007 sebagai
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petunjuk pelaksanaannya sampai dengan 31 Desember 2014. Namun apabila ada
tanah sisa sampai akhir tahun 2014, maka setelahnya harus menggunakan UU No.
2 Tahun 2012 dengan mengulang dari awal, yaitu dari tahap perencanaan dan
seterusnya. Saat UU No. 2 Tahun 2012 berlaku, penyediaan lahan tanah tol
Semarang-Solo masih sampai tahap IlI.

Panitia Pengadaan Tanah memutuskan untuk menggunakan peraturan

yang lama. Pada peraturan ya dijelaskan bahwa sisa tanah yang belum

'" lama. Meskipun terbagi menjadi

lima tim, pe ala arang-Selo tetaplah satu kesatuan

g erpaksa harus
ahan jalan tol

aill ahg !
,- mbangume rang-Solo secara fisik
= P ‘:ﬂ-—

juga akan terha'il w w Q Q m U iha ﬁ (an dalam penyediaan

lahan. Dengan Re osd No b I@h[:"iﬁ.}.iﬁﬁﬂ'ﬁ:ﬁ: diaan tanah jalan tol
i
Semarang-Solo dikatakan sudah motor

itentukan. Apalagi harus
mengganti dengan UU no. 2 tahun 2012 dimana mekanisme dalam penyediaan

lahan sangat berbeda dan harus dengan persiapan dan perencanaan yang matang.

. Ketidak Sesuaiaan Harga Tanah
Kendala klasik dalam hal pembebasan lahan adalah ketidak sesuaian harga

dengan masyarakat dimana masyarakat meminta harga yang lebih tinggi.
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Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Pengadaan
Tanah pada penyediaan lahan untuk jalan tol Semarang-Solo tahap ketiga ini
dilaksanakan pada pagi hari. Sosialisasi yang dilaksanakan kurang efektif
dikarenakan peduduk yang lahannya terkena proyek jalan tol Semarang-Solo pada
tahap ketiga ini mayoritas berkerja sebagai petani dimana petani bekerja pada pagi

hingga sore hari. Sosialisasi yang dilaksanakan menjadi tidak efektif karena

banyak peserta yang tidak hadir. Kendala lainnya adalah bangunan yang tidak

memiliki IMB yang terke . Awal mula bangunan tersebut

erasa oantl fugi tidak adiffkarena bangunan yang mereka miliki

tidak diganti dan'\ el '@a&b”&h--ﬁmh& amun Tim Pengadaan
i

|1
Tanah tetap tidak ?ﬂErnganrl—Seb

daerah tersebut perekonomiannya meningkat dengan pesat yang ditandai

isa saja naik asalkan di

munculnya hotel berbintang, mall, dan tempat hiburan lainnya.

. Tidak Serentaknya Proses Pembayaran
Kendala yang menghambat proses penyediaan lahan jalan tol Semarang-Solo

yang lain yaitu pada tahap pembayaran. Dimana proses pembayaran tidak
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sekaligus bisa dibayar langsung dalam satu desa. Pembayaran yang dilakukan
sesuai dengan berapa jumlah bidang yang sudah selesai secara administratif untuk
dibebaskan. Sekali pembayaran berbeda-beda hasilnya. Ada yang hanya sekali
pembayaran dapat 5 bidang saja dan ada pula yang sekali pembayaran dapat

hingga 100-an bidang tanah yang akan dibebaskan. Ketidak serentakan inilah

yang menyebabkan kecemburuan sosial.

(=5 /
UMNISS UL & g Pemerintah Daerah

f?-‘"!“-l!’.?l &fm; ﬁ‘.i-*'-‘ﬁimﬁ?:ﬁrﬂ.g- irencanakan sepanjang
||
75,70 Km dengan"‘luas—kﬁburuh’an a

Hektar.

an adalah seluas 804,4

Realitas lapangan bahwa pada tanah yang akan dipergunakan merupakan
tanah fasilitas umum, sehingga proses pembebasan lahan memperlukan waktu
yang lama serta lebih sulit dibandingkan dengan pembebasan lahan milik warga.
Seperti halnya pembebasan lahan yang dimiliki dinas kehutanan, dimana proses

pembebasan lahan terkendala dengan peraturan perundang-undangan yang
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melindungi atas lahan tersebut, diperlukan waktu yang panjang dalam
pembebasan lahan dengan birokrasi-birokrasi yang lain serta saling tumpang
tindih. Kasus lain tanag tersebut berdiri sebuah bangunan umum seperti halnya
Sekolah, tempat ibadah, serta industri/pabrik, dimana pada permasalahan ini tim
pengadaan tanah memperlukan lahan baru untuk memindahkan fasilitas umum
tersebut dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

Permasasalahan lain yang harus memperhatikan kearifan lokal adalah

adalah tanah tersebut merupakan ang dimiliki oleh pemerintah desa
(bondo deso), ertiAf 3 aNg . Mci ana tidak dapat ditaksir
harga untg[@ dih * et endapatka antia spmasalahan rumit lagi
bila tanal ang mé % \ emindahkan

secara manual’ allidlahy a1 pendekatan secara
\ /

langsung  kepads Al k= syawarah  pelaksanaan

. Appraisal Tanah Satu Dengan Yang Lain Tidak Sama

Setiap pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunanhampir selalu muncul
rasa tidak puas, di samping tidak berdaya, dikalangan masyarakat yang hak atas
tanahnya terkena proyek tersebut. Masalah ganti rugi merupakan isu sentral yang
paling rumitpenanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah

dengan memanfaatkan tanah-tanah hak. Sedangkan penetapan harga ganti rugi
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yang didasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 adalah sama halnya dengan
ketetapan yang didengan Perpres Nomor 36 tahun 2005. Besarnya ganti rugi yang
ditetapkan tim appraissal menjadi dasar musyawarah anatara P2T dengan pemilik
tanah. Menurut pendapat Maria S.W. Sumardjono*®® apabila dibandingkan dengan
ganti rugi untuk bangunan dan tanaman, maka ganti rugi untuk tanah lebih rumit

perhitungannya karena ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga

tanah. Untuk Indonesia, Kiranya fak s.- yang dapat dipertimbangkan dalam

menentukan ganti rugi, di ¢-/\:'- dan Bangunan tahun terakhir,

adalah:
(@)
(b) St asaan fane gai pemec '- henggarap);

(c) N ate 3 o : N3 akai, dan lain-

(d)
., A

SRl BN S S Wk

(f) Rugi sebags "‘"’—LL"P !&ﬁ?{}g@lmﬁ:ﬂﬂgﬁ} g

(9) Biaya pinda:\‘l‘rempa'n‘pekerj

(h) Rugi terhadap akibat turunnya penghasilan si pemegang hak.

Penetapan besarnya ganti kerugian digunakan dasar perhitungan

berdasarkan ketentuan Perpres No. 36 tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006

186 Soemarjono, Maria S.W., 2001. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi
danlmplementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. (2001:80-81),
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Pasal 15 menentukan dasar perhitungan ganti rugi yang didasarkan atas: (a) Nilai
Jual Objek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual
Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga atau Tim penilai
harga tanah yang ditunjuk Panitia, (b) Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh
perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan, (c) Nilai jual
tanaman yang diatur oleh instansi perangkat daerah yang bertanggung jawab

dibidang pertanian.

mangan pelaksana
f{n kesalahan prosedur

&7
pengadaan jasa appraisal. Infinya, merek w e 44

karena melakuka ﬂﬂuﬂ‘ilm E:‘F‘L--EJ. .,..ml_a; snya melalui pelelangan

umum. Masalah 'Izrin—yang—mnbul“ 2

pengadaan lembaga penilai harga tanah. Proses pelaksanaan pembebasan lahan

ada kejelasan mengenai

jalan tol Semarang-Solo untuk Panitia Pengadaan Tanah ada pada tingkat kota
atau kabupaten sedangkan Tim Pengadaan Tanah terbagi menjadi lima tim. Tim
yang sudah terbagi melaksanakan penyediaan lahan sesuai dengan lima seksi yang

sudah dibagi sepanjang Semarang hingga Solo. Tim inilah dalam memberikan
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appraisal atas tanah berbeda, sehingga menyebabkan kecemburuan dalam

masyarakat kecemburuan.

. Sengketa kepemilikan
Banyaknya persengketaan kepemilikan tanah sehingga memicu konflik antar
sesama warga. Padahal, untuk membebaskan lahan harus jelas bukti-bukti

sertifikatnya. Persoalan lain juga mugmgul karena pengadaan tanah melalui tanah

! ¥

naik yangtent'll osuiel dendan kesepakatan herd;
Faktor-Faktor W adaan Tanah Bagi
Pembangunan Nasional Sehingga Belum Mencerminkan Nilai Keadilan

Pembebasan lahan merupakan masalah yang paling krusial dan
mempunyai konflik tinggi dalam pembangunan jalan tol. Kalau masalah ini tidak
segera diselesaikan, maka akan berdampak pada penundaan pembangunan jalan
tol, dan juga pada masalah-masalah lain yang terkait. Masalah pembebasan lahan

terutama terkait dengan ganti rugi tanah, sosialisasi, statuskepemilikan tanah,
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adanya sengketa, munculnya spekulan tanah dan terlebih masalah ganti rugi
terhadap tanah perhutani yang digunakan untuk jalan tol. Hal yang terkait dengan
pembebasan lahan adalah pembebasan tanah perhutani sebenarnya tidak hanya
terkait dengan nilai ganti ruginya, namun yang perlu dipertimbangkan adalah nilai
ekologis dari kawasan hutan yang beralih fungsi. Nilai imaterial secara ekologis

perlu diperhitungkan dari sisi pengurangan polusi, kemampuan untuk mereservasi

herkaitan dengan
f

tanah atau ‘7 ' J daan tanc |
Pengadaan Tang W a/ti
Tanah yang pro \ ” N ﬁ g g w S P ﬂ, fl lahan untuk jalan tol

Semarang-Solo jugz ﬂf#"-ua*:'f_yldﬁ"ki'ul?-l.-uff?ﬁwl_@- gai berikut: Mengapa hal
i

an oleh Panitia

m Penilai Harga

a Pengadaan Tanah (P2T)
mempunyai persepsi yang kurang tepat terhadap Perpres No 36 Tahun 2005, yang
kemudian direvisi dengan Perpres No 65 Tahun 2006.

Salah satu sisi yang ditonjolkan adalah pemerintah dapat memaksa pemilik
sah tanah untuk dicabut haknya secara paksa, demi kepentingan umum.
Sedangkan sisi musyawarah dan proses-proses (logika) penetapan besarnya ganti

rugi tak dikaji secara mendalam. Pengadaan pengusahaan jalan tol dilakukan
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berdasarkan prinsip adil, terbuka, transparan, bersaing, bertanggung-gugat, saling
menguntungkan, saling membutuhkan dan saling mendukung, (Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor: 27/PRT/M/2006). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor: 04/PRT/M 2007 disebutkan bahwa biaya pengadaan tanah
disediakan oleh Badan Usaha melalui Rekening Pengadaan Tanah sebagaimana
tercantum dalam PPJT. Biaya pengadaan tanah yang dapat dibiayai terlebih

dahulu oleh BLU-BPJT adalah biaya:ganti rugi tanah. TPT dapat melaporkan

pengadaan ta -—r batkan perubahan biaya
pengadaan ta alf it Al - 2 bertanggung
jawab ter fol, (2). Badan

/
/
,.f'lf diperoleh  beberapa

bebasan lahan untuk

i
pembangunan jalah—tUI—SemaTang-'g‘d .

adalah sebagai berikut:

n-permasalahan tersebut

(1) Pengadaan tanah belum dilakukan secara simultan dengan konstruksi

(2) Badan Usaha bersedia menanggung biaya tanah tapi keberatan atas risiko
yang timbul dari sisi waktu dan besaran harga tanah

(3) Pelaksanaan di lapangan yang berlarut-larut akibat proses yang panjang

dalam musyawarah dan spekulan tanah
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Sebagaimana terjadi secara umum di tingkat Nasional, berdasarkan hasil
wawancara mendalam proses pembebasan lahan untuk jalan tol Semarang-Solo
juga menghadapi banyak masalah sebagai berikut:

1) Biaya sangat tinggi;

Permasalahan utama yang ada dalam pengadaan tanah terkait erat dengan

~- minta harga

dalam dengan
belum jalan tol
#; tentang rencana
al beli” informasi.
ﬁari penduduk adalah
Rp 20.000, oo'm a pemerintah menjadi

sebesar Rp 50.060:0ﬁ‘p€rm2.— -

Hasil investigasi DPRD juga menunjukkan bahwa tidak ada

transparansi antara Tim TPT dengan masyarakat terkait dengan penentuan
harga tanah yang riil. Dalam FGD terungkap bahwa penentuan harga dasar
oleh appraisal tidak dilaporkan secara lengkap kepada BPN atau TPT.

Sehingga TPT tidak mengetahui secara pasti mengapa harga tanah dapat
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ditentukan pada kisaran harga tersebut. Hal ini cukup menyulitkan TPT ketika
melakukan sosialisasi kepada masyarakat

2) Sengketa kepemilikan;
Banyaknya persengketaan kepemilikan tanah sehingga memicu konflik antar
sesama warga. Padahal, untuk membebaskan lahan harus jelas bukti-bukti
sertifikatnya. Persoalan lain juga muncul karena pengadaan tanah melalui tanah

makam atau wakaf. Untuk pengu

__.-'

rusan pembebasan tanah makam atau wakaf

harus ke Badan Wakaf Indoi

//

3)

&
RLLel| UNISSULA

B, Azl !@;E’g:r!,‘.;!.m;.‘:m=rl,.3a- sendiri. Bagi sebagian
1

adalah satu-satunya pihak
yang berhak dan tidak dapat diganggu-gugat kepemilikan atas tanah tersebut.
Upaya yang dilakukan pihak lain dalam hal ini pemerintah untuk menfungsikan
lahan tersebut menjadi fasilitas umum (jalan tol) --meskipun telah dilakukan
sesuai dengan prosedur — kemudian membuat proses pembebasan lahan
tidaklah mudah. Dari kalangan masyarakat dan pemilik tanah banyak kalangan

menganggap negatif Perpres No 65/2006. Peraturan ini dituding akan bisa

232



menjadi alat semena-mena untuk menghilangkan hak atas tanah dengan dalih
untuk kepentingan umum.

5) Spekulan tanah yang ikut bermain.
Persoalan menjadi bertambah karena untuk lokasi Semarang-Ungaran, ada
pihak lain (makelar) yang ikut bermain. Sebagian masyarakat bahkan ada yang
menggunakan pihak ketiga tersebut untuk mewakili kepentingan beberapa

pemilik tanah.

6) e fimahan di sepanjang Tol Ungaran-

7)

¥ _ .
u* W n gg W Eﬂ unan di luar kegiatan

e ]
rr{LLw_g |@E~’¢v!bl..;:nr$gv Tata Cara Perubahan
Peruntukan Dan“—Fungsi—Kawasaﬁ“ an danPermenhut No. P.32/Menhut-

11/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan

Dalam hal pembebasan lahan pemerintah telah menunjukkan
komitmennya melalui program dana bergulir dan land capping.Jasa Marga telah
memanfaatkan kedua program tersebut. Secara ringkas masalah pengadaan tanah

yang terjadi selama pembanguan jalan tol Semarang-Solo adalah sebagai berikut:
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Gambar 4.2. Masalah Pengadaan/pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol
Semarang-Solo

Masalah

*Biaya tinggi
*Sengketa kepemilikan

* Sosialisasi
»Sikap masyarakat Dana bergulir dan
+Perpres No Land Capping
65/2006
* Spekulan tanah
- Bﬂl]\"dk.l]\'\] P dbl‘ lk

* Tanah Perhutani

Pengadaan /

pembebasan tanah

"~ A

mempunyai konf!

-

segera disele

adanya sengekia, dar s embangunan jalan

PT. Trans Marga \Jateng senc

waktu berlarut-larut yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah.

Keterlambatan pembebasan lahan juga berdampak bagi dana yang sudah
direncanakan menjadi membengkak, ini memunculkan persoalan baru yang
dihadapi PT. Trans Marga Jateng. Kekurangan dana ini mengakibatkan PT. Trans
Marga Jateng harus meminta dana tambahan ke bank yang menjadi pihak
peminjam dana, dan dana yang harus dibayarkan juga menjadi lebih besar.
Membengkaknya anggaran selain karena kenaikan harga material bahan
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bangunan, juga biaya pembebasan lahan untuk jalan tol, misalnya ruas Semarang-
Ungaran yang semula hanya dianggarkan antara Rp 247 miliar sampai Rp 250
miliar membengkak menjadi Rp 550 miliar.*8’

Pelaksanaan Proses Kompensasi Layak Pada Pembangunan Jalan Tol
Semarang-Solo

Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menentukan bahwa

bentuk ganti rugi dalam peng /\\ ‘

hak atas tanahnya ‘terkena-proyek-tersebut=Masatah™ganti rugi merupakan isu
sentral yang paling rumitpenanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh
pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah hak. Sedangkan penetapan harga
ganti rugi yang didasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 adalah sama halnya

dengan ketetapan yang didengan Perpres Nomor 36 tahun 2005. Besarnya ganti

187 Aditya Prabowo, Aloysius Rengga, dan Aufarul Marom. Implementasi Kebijakan
Pembangunan Jalan Tol Semarang-Bawen. DOI: 10.14710/jppmr.v3i4, 2014
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rugi yang ditetapkan tim appraissal menjadi dasar musyawarah anatara P2T

dengan pemilik tanah. Menurut pendapat Maria S.W. Sumardjono'

apabila
dibandingkan dengan ganti rugi untuk bangunan dan tanaman, maka ganti rugi
untuk tanah lebih rumit perhitungannya karena ada berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi harga tanah. Untuk Indonesia, kiranya faktor-faktor yang dapat

dipertimbangkan dalam menentukan ganti rugi, di samping NJOP Bumi dan

Bangunan tahun terakhir, adalah:

¥
(h) Rugi terhada 03t Wrlinhye pengh gj! ) I pen

ﬁ.ﬂ’u‘gy I@ﬁ'{ﬂ?l‘uﬂmg‘.ﬁur'@. <an dasar perhitungan

|1
berdasarkan ketentﬁan‘PErpTES‘Nu rpres No. 65 Tahun 2006

Pasal 15 menentukan dasar perhitungan ganti rugi yang didasarkan atas: (a) Nilai
Jual Objek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual
Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga atau Tim penilai

harga tanah yang ditunjuk Panitia, (b) Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh

188 Spemarjono, Maria S.W., 2001. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi
danlmplementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. (2001:80-81),
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perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan, (c) Nilai jual
tanaman yang diatur oleh instansi perangkat daerah yang bertanggung jawab
dibidang pertanian.

Mudakir Iskandar Syah'®® mengatakan dalam penetapan besarnya ganti
rugi harus ada kesepakatan anatara pemilik tanah dengan pelaksana pengadaan
tanah (P2T) dalam hal ini adalah pemerintah, kedua belah pihak ini harus

mengadakan musyawarah un i mufakat bersama. Akan tetapi,
.-

A

pemegang hak atas tanah yang-t

dapat mengajuka sesuai kewenangannya
disertai de pab-d jasan-alasan keberatan
tersebut."-,l pesarnya ganti
rugi den atas tanah atau
kuasanya. Is I;{Jgubah keputusan

Panitia peng 2NQE : f;f ganti rugi yang
/

! \  [Peraturan Presiden Nomor, 36 T Un 2005 menentukan

1 - &
bahwa pengadaarit11 ﬂﬁﬁu@-yl@ﬁ'!@?ﬂﬂ.nj.‘»?:'-'hﬂ,;;:- ntuk kepentingan umum

i
dilakukan melalui musyawarah datam ra

Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut dan bentuk

eroleh kesepakatan mengenai

dan besarnya ganti rugi.

189 Mudakir Iskandar Syah , Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan
Umum. (Jakarta: Permata Aksara, 2015), halaman 51.
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E. Bentuk Belum Berkadilan Dalam Pelaksanaan Pangadaan Tanah Untuk
Pembangunan Nasional Jalan Tol Semarang-Solo
Pengertian keadilan dalam Rawls berpandangan bahwa keadilan adalah
prinsip-prinsip yang akan dipilih secara rasional oleh orang sebelum ia tahu
kedudukannya dalam masyarakat (original position). Konsep keadilan yang
dikemukakan oleh John Rawls adalah justice as fairness. Rawls mengemukakan 2

prinsip keadilan, yaitu!®

T | ——
diadili secara sewenang-wenang.

(2) Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan (the difference principle) dan
prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality
of opportunity). Prinsip perbedaan berarti bahwa kebebasan dalam

kehidupan sosial dan distribusi sumber daya hanya tunduk pada

1% Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencarai, menemukan dan memahami Hukum,
(Surabaya: LaksBang Justitia. 2010), halaman 79-80.
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pengecualian bahwa ketidaksetaraan diperbolehkan jika hal tersebut
menghasilkan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak sejahtera
dalam masyarakat. Sedangkan prinsip yang kedua prinsip persamaan yang
adil atas kesempatan berarti bahwa ketidaksamaan sosial-ekonomis harus
diukur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial
bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Setiap

orang diberikan kesempatan.yang sama untuk mengembangkan diri dan

o

eneliti, dimana bentuk

ketidak / % aks 1 N A an \
& Sy ? . »

untuk pembangunan

1) Apprai:s \

2) Lamanya Rroses pe ar Sl 3 /2 harga.

W
UNISSULA

239



BAB V
BENTUK REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN
KOMPENSASINYA GUNA KEPENTINGAN PROYEK STRATEGIS

NASIONAL

A. Pelaksanaan Pangadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional di Beberapa

V.

Negara
Pengadaan tanah ba' Uk kepentingan umum merupakan
tuntutan yang tld. {Em .. ana pun. Semakin maju
masyaraka}, ': o ! anan cepentingan umum.
, *

Sebagai k¢
individu (J
umum lah i ggara harus tetap

menghormati ha Oanaiya-kale atakan melanggar hak

UNISSULA
f*f"'l‘ll'l ?"J > mk.l—lwmml.ﬂl 3

asasi manusia. I'-.

1. Pelaksanaan Pa 0 Nasional di Negara

Indonesia

Landasan hukum dalam pengaturan masalah tanah di Indonesia, terdapat
dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat .

Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, pada 24 September 1960

191 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (LP3ES :
Jakarta, 2006). him. 265.
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diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria’, yang selanjutnya lebih terkenal dengan istilah UUPA.
Dalam penjelasan umumnya dinyatakan dengan tegas, bahwa tanah-tanah di
daerah-daerah dan pulau-pulau tidak semata-mata menjadi hak rakyat secara
individual dari rakyat yang tinggal di daerah itu. Dengan pengertian yang
demikian, maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa

Indonesia merupakan semacam hak ulaya

Terkait dengan ' dapat dilihat pada Praturan Presiden
2 Pengadaan Tanah Bagi

@ w ﬁ E;E; u nas ﬂ emudian kepentingan

AR 12
sebahagian besar, syl **:T-k I&i :w"‘:"’f‘:ﬁ!wlj‘-:'lrlﬁllﬁo- ovisions) dalam beberapa

bentuk projek. Peﬁgerri'cm—k?pem'

mengalami perubahan konsep. Pada awalnya kepentingan umum ini termasuk

esia telah beberapa kali

juga projek-projek yang dibina oleh swasta. Pada masa itu ramai pihak swasta
melakukan pandekatan dengan pemerintah untuk mendapatkan tanah rakyat
dengan harga murah atas alasan pembangunan projek yang mereka lakukan adalah

untuk kepentingan umum. Oleh karena kerap mendapat protes dari masyarakat,
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maka pemerintah melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan-peraturan
tersebut®?,

Peraturan yang mengatur pengambilan tanah itu ialah Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-
Benda yang Ada di Atasnya. Pencabutan hak dilakukan jika diperlukan tanah
untuk kepentingan umum apabila musyawarah yang telah diusahakan tidak

membawa hasil, padahal tidak bisa digunakan tanah lain. Dalam pencabutan hak

tuan punya tanah tidak me q mkesalahan atau melalaikan suatu
kewajiban seh yar 'i .ﬁ&-.h" ﬂf 61. ag-dipunyainya. Oleh karena
itu pengan]' : ( n-ganti kerugian yang

d
pelaksanaan pern U W h g g gj um ﬂ diatur dalam Peraturan

. \ HZ .
Presiden Nomor ' 3¢ *“'ﬂu*!'-‘l't P’LJ-..'-*J.J.M:F.. dan Tanah Bagi Pelaksanaan

'|

Pembangunan Unf‘uk—KepEnT'rrTga ’

dipinda dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 tentang

Presiden ini kemudian

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

192 Mukmin Zakie, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara
Malaysia dan Indonesia), Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011: 187 — 206.
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2. Pelaksanaan Pangadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional di Negara
Malaysia.

Undang-Undang yang mengatur pengadaan tanah di Negara Malaysia
secara garis besar mengatur mengenai hal-hal pokok yang meliputi bahwa baik
negara federal, negara bagian, pemerintah daerah, pejabat negara, mempunyai
kewenangan berdasarkan undang-undang untuk meguasai tanah untuk

penjelasan pengaturan mengenai tanah di

kepentingan umum.!*® Lebih lanj

il

berkuasa @

masing-m 3 S , e atau di atas tanah

u N ﬁ ﬁ% “ l ﬂ 5 termasuk semua hak

"‘E‘-'-'E“*F.'--y I@ﬂiﬂh@:‘uu}*&ﬁnilg’- ang-undang tersebut. %

Malaysia, dalam aturan

APT 1961 tidak memberikan pengertian terkait dengan istilah kepentingan umum.

193 Gunanegara, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pengadan Tanah, (Jakarta:
Tatanusa, 2016), him. 60

194 Enakmen adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Undangan
Negeri (kecuali Sarawak), dari Negeri-negeri (negara bagian) di Malaysia dan hanya berlaku pada
negeri tersebut, sama fungsinya dengan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia yang dibuat oleh
DPRD.

195 Akta Perhutanan Negara 1984 (the National Forestry Act 1984) menggantikan
Enakmen Perhutanan di Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia

1% Nik Mohd. Zain bin Haji Nik Yusof, ‘Pemilikan Tanah di Bawah Perlembagaan
Persekutuan dari Segi Dasar dan Perundangan’, dalam Ahmad Ibrahim, et.al., Perkembangan
Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan, (Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur,
1999), him. 425

243



APT hanya memberikan bimbingan umum (general guide). Namun dalam
perkembangannya apa yang dimaksud itu dapat dipecahkan menjadi beberapa
maksud atau tujuan, yaitu seperti berikut: Pertama, untuk maksud umum, yaitu
untuk kegunaan berbentuk umum seperti rumah sakit, atau klinik, tempat rekreasi,
tempat ibadat, gedung serba guna dan seumpamanya. Kedua, untuk maksud yang

bermanfaat untuk pembangunan ekonomi negara atau kepada umum apakah

f

.- .
UNISSUTLA , segala sub sistem

N\ eellel)l ol lolinela /f
i
Dasar dari ﬁ?ﬂgmbﬂmnah'ﬁf fa diatur di dalam Perkara

13 Perlembagaan Persekutuan seperti yang berikut: 1) tiada seorang pun dapat

dicabut hartanya kecuali berdasarkan undang-undang; 2) tiada satu undang-

undang pun yang bisa membuat aturan untuk mengambil atau menggunakan

197 Abdul Aziz Hussin, Undang-undang Perolehan dan Pengambilan Tanah, (Dewan
Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur, 1996), him 19.

198 1hid

199 | bid
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harta-harta dengan paksa dengan tiada ganti kerugian yang mencukupi. Persoalan
pokok yang dibahas dalam Pasal 13 itu ialah tentang hak terhadap harta. Tidak
ada takrif/penjelasan mengenai harta yang diberikan oleh Perlembagaan
Persekutuan atau Akta Pentafsiran 1967. Meskipun demikian, harta cuma
dikategorikan kepada dua jenis yaitu ‘harta alih’ (benda bergerak) dan ‘harta tak
alih’ (benda tak bergerak).?%

Perkara/Pasal 13 Perlembf aan_Persekutuan menegaskan bahwa tiada

seorangpun boleh dicabut hartan berdasarkan undang-undang, dan tidak

bisa mengamblbtll U N @ E @ gj - A 'maksud kepentingan

i

umum; (c) Oleh e ﬁﬂﬁu'?.g !@'héjﬁﬁz-quﬂml;ﬁr enurut pendapat Pihak

i

i
Berkuasa Negeri adafah benefisiaf

menurut masyarakat sesuatu itu untuk kepentingan umumi; atau (d) Untuk

ekonomi Malaysia atau

digunakan sebagai lahan pertambangan atau untuk tujuan pemukiman penduduk,

200 |bid. hlm 10.
201 Helmi Hussain, Akta Pengambilan Tanah 1960 : Suatu Huraian dan Kritikan,
(Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia : Bangi, 1999), him. 19.
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pertanian, perdagangan, perindustrian atau rekreasi atau kombinasi dari maksud

itu 202

. Pelaksanaan Pangadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional di Negara
Singapura
Secara prinsip Undang-Undang pengadaan tanah di Negara Singapura

tidak jauh dengan Undang-Undang

-".-.

Pengadaan Tanah di Negara Malaysia,

Berdasarkan Land Acquisitiof 66.yang merumuskan apabila seorang

o
menentukan besa @ N E s [;j lai ﬂ ilai pasar tanah saat

diumumkannya pe mﬂl«g.!g |§¥?t‘5”é!14_;3%ﬁ1@- akibat dipecahnya bidang

tanah tertentu dan '“turunnya‘pengha an pemega ak. Segala perbaikan yang

dilakukan dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang dapat juga dijadikan

pertimbangan untuk menentukan besarnya ganti kerugian. Misalnya urgensi
pengambilan tanah, keengganan pemegang hak untuk meninggalkan tanahnya,
kerusakan tanah setelah diumumkannya pengambilan tanah, peningkatan nilai

tanah dihubungkan dengan penggunaan di kemudian hari, dan kenaikan nilai

202 pAkta Pengambilan Tanah (Akta 486) Seksyen 3
203 Gunanegara, Loc.Cit, him 63.
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pasar karena perbaikan yang dilakukan dalam waktu dua tahun sebelum
diumumkannya pengambilan tanah tersebut. Negara Singapura, masih
ditambahkan bahwa bukti tentang penjualan hak atas tanah di lokasi sekitar hanya
akan diperhatikan bila pemegang hak dapat membuktikan, bahwa jual beli
tersebut berdasarkan itikad baik dan bukan untuk tujuan spekulasi.?**

Setiap saat ketika suatu tanah diperlukan untuk kepentingan umum oleh

setiap orang, perusahaan atau Bada Hukum untuk suatu pekerjaan atau

"‘f hak atas tanah,

menempelkan k nemberitahtian S% U mpat. | diperlukan  atau

disekitar/dekat tans «'ﬂ'u*rﬁ’ I@ﬁ't.:?uﬂmﬁ’ﬂflaﬂn anah tersebut diperlukan

ersebut atau kuasanya dapat
menyampaikan kepentingannya atau hak-haknya setelah 21 (dua puluh satu) hari
setelah adanya pemberitahuan.

Collector dalam waktu yang telah ditentukan kemudian menetapkan
kompensasi baik bagi tanah maupun bagi hak-hak lainnya. Keputusan Collector

mengenai kompensasi adalah final. Kepada setiap pihak yang terkena pengadaan

204 Maria Soemardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi,
(Jakarta : Kompas, 2006), him 78 -79.
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tanah, maka diberikan poto copy dari keputusan tersebut. Setelah Collector
membuat keputusan mengenai kompensasi, maka dia dapat mengambilalih tanah
tersebut setelah memberitahukan secara tertulis tindakan tersebut kepada pihak-
pihak yang terkena. Dalam hal atas perintah Menteri, maka Collector akan
mengambil alih tanah dimaksud, walaupun kompensasi belum ditetapkan-dengan
terlebih ahulu memberitahukan maksud itu 7 (tujuh) hari sebelumnya. Setelah

mengambil alih tanah tersebut, maka-Collector memberitahukan kepada Land

maka Pr jaan tersebut

atau meng egbih dari 3 tahun
i

sejak dinya I,'i(ompensasi atau

pelaksanaan kas lasa disebutkan terdahulu,

maka Collectorll' w N u g g w ila a dan menggunakan atau

mengijinkan untuk digun Aﬂy l@%?ﬂﬁa’.-@?ﬂﬂﬁh sebagaimana disebutkan

dalam pemberitahljbn.

Mengenai kompensasi bagi pihak-pihak yang terkena pengadaan tanah,
apabila kompensasi yang ditentukan oleh Collector dirasakan tidak tepat, maka
dapat diajukan Banding ke Lembaga Banding. Lembaga banding ini dalam
menentukan besarnya kompensasi, maka harus mempertimbangkan hal-hal
berikut. Apabila waktu dari pengadaan tanah adalah setelah tanggal 12 Februari

2007, maka didasarkan pada nilai pasar dari tanah, peningkatan nilai tanah,
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kerusakan yang terjadi ketika Collector mengambilalin tanah, atau kerusakan
barang lainnya karena pengambilalihan tersebut, biaya-biaya pindah rumah atau
bisnis, atau biaya-biaya dari pengurusan hak-hak atas tanah ditempat yang baru
atau biaya-biaya lainnya yang masuk akal.

Apabila pihak-pihak yang terkena pengadaan tanah tidak mau menerima

kompensasi, atau tidak ada orang yang berwenang untuk menerima atau terdapat

yang terdiri d imisione ---m Commisioner of Appeal.

Badan/ Lerﬁ hage
_-""

L
UNISSULA
'fry 'fﬁ;ﬁmﬂlqﬁ'ﬂﬁk@ )

Nasional di Negara

China

Penggunaan hak atas tanah di Negara China di kenal ‘Hak guna tanah”, hal
ini diatur secara tertulis pada “the People’s Republic of China Assignment and
Transfer of Use Rights of State Owned Land in Urban Areas Temporary
Regulations, 1990 (PRCLUR). Sedangkan terkait tindakan Negara China untuk
mengalihkan penggunaan hak atas tanah yang dimiliki pengguna lahan dengan

jumlah yang tetap setiap tahun, sedangkan pengguna lahan membayar biaya untuk
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penggunaan lahan yang tepat. Istilah maksimum pengalihan penggunaan lahan
yang tepat ditentukan oleh negara sesuai dengan penggunaan, yang berarti jangka
waktu maksimum untuk satu waktu transfer. Istilah maksimum pengalihan lahan
untuk kegunaan yang berbeda adalah sebagai berikut:

1) Lahan perumahan: 70 tahun;

2) Lahan industri: 50 tahun;

3) Lahan untuk pendidikan, B i, kebudayaan,

kompensa3| \

dapat meng
menandatan am K kK e ) ' ' , an menangani prosedur
S\ UNISSUGLA |/ gant p

pendaftaran, seda ”‘!l‘l'ﬂy!f &:"!viﬁaluggﬁﬁi? uka menurut hukum

karena alasan kepehrmgan‘pubhk

yang digunakan dan situasi aktual penggunaan.?%

I Tugi sesuai dengan istilah

Ruang lingkup pembagian jatah bagi negara penggunaan lahan hak

milik:2%®

205 | atifa, Analisis Yuridis Terhadap Perbandingan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum Serta Ganti Rugi Kerugian Menurut Hukum di Negara Indonesia dan di
Negara China, (Jakarta : -Universitas Trisakt, 2014), him 62

206 Compensation for Compulsory Land Acquisition in China: to Rebuild Expropriated
Farmers’ Long- Term Livelihoods, him 14.
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1) Tanah untuk kepentingan dari negara atau penggunaan militer. Bagian dari
kepentingan negara menunjukkan otoritas dari semua tingkatan yang berbeda,
badan-badan administratif, bagian ajudikasi dan bagian procuratorial.

2) Lahan untuk infrastruktur dan program-program untuk kepentingan umum
perkotaan, Infrastruktur perkotaan termasuk suplai air dan drainase,
perlindungan lingkungan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, gas

batubara, jalan dan jembatan

-".-.

-pemadam kebakaran dan keamanan public

kebersihan ._
3) i

Lahan J"ﬂ' JYCK-E el 1C1 413 ; eperti energi, lalu
2
r

4) q-arenty’ At ang dan peraturan

/
untuk lahan, int e w W E g;% w lﬂ. k mendapatkan lebih

banyak lahan, pemé “‘i’uﬂLLJ |@.@Qiﬂeﬂ.-q§':ﬂ:7!,—.p v

tanah (pengadaan Tanahj—wa]fo—mn emenuht permintaan. Akuisisi lahan di

Cina dilakukan sesuai dengan ketentuan Republik Rakyat Cina Hukum

kah, termasuk akuisisi

Administrasi Pertanahannya. Saat ini, hukum di China tidak menangani masalah
kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak, dan telah menyebabkan
ketidakpuasan besar. Untuk mendapatkan lebih banyak lahan untuk memenuhi
permintaan, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah, termasuk

pembebasan wajib lahan. Tingginya tingkat urbanisasi telah menyebabkan
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permintaan yang besar untuk lahan untuk infrastruktur dan perkembangan
properti. Dalam rangka untuk mendapatkan lahan dapat dikembangkan,
pemerintah memiliki berbagai langkah dilakukan, termasuk akuisisi tanah untuk
memenuhi permintaan.

Berdasarkan undang-undang pembebasan lahan di China, kompensasi
diberikan kepada pemilik yang tanahnya direbut dan di ambil untuk kepentingan

pengadaan tanah. Namun kepala kempensasi terbatas dan tidak ada referensi

mana Pemerintah ti

memiliki % - gountuk memperoleh
kepemili', . ' ‘ likenal sebagai

'Zhengdi'. Pe

o\ v
3) Sains danxll “Uﬂﬁggall_n
4) Konstruksi "qll #’M I@?bmrh

i
5) Pembangunaﬁ'untuk‘kepenﬁngéﬁ

Proses pengambilan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan wilayah

prasarana.’®

perkotaan tentunya dilakukan dipergunakan untuk kepentingan umum. di Negara
China pelaksanaan pembebasan tanah dilakukan secara masif untuk kepentingan

transportasi, perkantoran, fasilitas energi dan infrastruktur lainnya. Beberapa

207 International Real Estate Review 2003 Vol. 6 (No. 1): pp. 136 - 152 Land Acquisition
Compensation in China — Problems & Answers, hlaman 137.
208 1bid, hlm 138.
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literatur menujukkan trend penurunan pengambilan tanah oleh pemerintah.
Pengambilan tanah oleh pemerintah bukan saja makin menurun tapi juga semakin
sulit untuk dilakukan. terdapat beberapa faktor yang menyebabkan makin sulitnya
pengambilan tanah oleh pemerintah yaitu:2%

1) meluasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik-praktik pengambilan

tanah oleh pemerintah,

2) meningkatnya independen5| lembaga peradilan,

P’ N

dia massa, dan

L
UNISSULA
1) Kompensas rﬂfu.qul 'ﬁﬂ;ﬂ An P nhl"”u".ﬂ

Cina adalal\'T‘nEgara—svs'raﬁ

karakteristik yang unik. Mengenai akuisisi lahan pertanian, Pemerintah

implementasi.

pensasi wajib memiliki

menyatakan bahwa unit penggunaan lahan (mungkin berbeda dari unit

memperoleh) harus ~ mengkompensasi satuan lahan  yang

209 paramadina Public Policy Institute, Ringkasan Hasil Penelitian Dan Rekomendasi,
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, mencari Solusi Permasalahan Pertanahan, Mempercepat
Proses Pembangunan Nasional, (Jakarta : Paramadina Public Policy Institute, 2018), him 3.
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2)

3)

direbut/digunakan. Prinsip umum nya adalah bahwa kompensasi harus
dibayarkan sesuai dengan penggunaan asli tanah yang diperoleh.
Kompensasi Lahan

Untuk tanah yang subur, pembayaran kompensasi didasarkan pada 6-10
kali nilai produksi rata-rata dalam tiga tahun terakhir sebelum pengadaan
tanah. Standar kompensasi tanah lainnya yang akan ditentukan oleh

pemerintah provinsi yang bersangkutan dengan rakyat, daerah otonom dan

kotamadya secara langst rmtah Pusat berkaitan dengan
A

=’-‘5,MM

(U s i ladang sayur di daerah

lah melampaui periode
diizinkan, penggugat dapat memilih untuk memiliki kompensasi moneter
atau kompensasi melalui pertukaran properti. Kompensasi moneter
jumlahnya ditentukan oleh pasar real estate penilaian nilai dengan
memperhatikan faktor-faktor seperti lokasi, penggunaan, luas lantai kotor.

Rincian metode penilaian yang akan ditentukan oleh pemerintah

210 1bid, him 145.
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masyarakat yang relevan provinsi, kota otonom, dan kotamadya secara
langsung di bawah Pemerintah Pusat. Sedangkan pertukaran properti
berarti pihak yang diambil tanahnya menyerahkahkan property miliknya
yang terkena dampak pengambilan lahan untuk ditukarkan dengan properti

pengganti yang disediakan oleh pemerintah.

di Negara Indonesi

pada table berikut.
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Tabel.5.1. Perbandingan Pengadaan Tanah Dengan Berbagai Negara

Keterangan Indonesia Malaysia Singapura China
Landasan Praturan Presiden Nomor 71 Tahun | Akta Pengambilan Tanah 196€ Land Acquisition Act 41 of 1966 “the People’s Republic of China
Hukum 2012 Tentang Penyelenggaraan - Assignment and Transfer of Use
Pengadaan Tanah Bagi Rights of State Owned Land in
Pembangunan Untuk Kepentingan Urban Areas Temporary
Umum Regulations, 1990 (PRCLUR)
Kedudukan | Pasal 33 ayat (3) Undang- Presiden | Negara memiliki seutuhnya atas
Negara Undang Dasar Negara Republik a suatu tanah | tanah yang dimiliki, Masyarakat

Indonesia Tahun 1945 fq %

“Bumi, air dan kekayaan alam |¥

yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”

pada berita
an pejabat yang
Jektor) harus
pengumuman

¥
UNISSULA

bersifat menyewa dengan batas
waktu tertentu, dan bilamana masa
sewa sudah habis maka dapat
dilakukan perpanjangan. Terkait
masa yang berlaku vyaitu untuk
lahan perumahan 70 tahun, untuk
lahan industri 50 tahun, untuk lahan
pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, kebudayaan, kesehatan
dan olahraga 50 tahun; lahan untuk

bisnis, wisata dan hiburan: 40
tahun, lahan untuk digunakan
komprehensif atau lainnya 50

tahun.

rellelllglotelale
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Jenis
Pembangunan
Untuk fasilitas

Umum

Pertahanan dan keamanan nasional,
jalan umum, jalan tol, terowongan,
jalur kereta api, stasiun kereta api
dan fasilitas operasi kereta api.
sarana pengelolaan air, sarana
penunjang transportasi, infrastruktur
energi, jaringan telekomunikasi dan
informatika, tempat pembuangan
dan pengolahan sampah, rumah

Jenis pembangunan dibagi menjadi 3
yaitu Pertama, maksud umum, yaitu
untuk kegunaan berbe_

seperti
tempat
gedung

sakit permakaman umum, fasilitas.}‘apa

sosial, ruang terbuka hijau publik.

cagar alam dan cagar budaya.
kantor pemerintah, penataan |
permukiman kumuh, perumahan
untuk  masyarakat, prasarana

pendidikan atau sekolah, prasarana
olahraga, pasar umum, tempat
parkir umum. kawasan industri,
kawasan ekonomi khusus, kawasan
pariwisata, kawasan ketahanan
pangan, kawasan pengembangan

teknologi.

transportasi,
tempat  wisata,

sektor  ekonomi,
tempat Pendidikan,

m
i |

rumah sakit, .8
rekreasi, A

¥
UNISSULA

wellal/igonlololusinola
A

Pembangunan perumahan, sarana
infrastruktur

energi,
pengembangan
pembangunan

Kepentingan negara atau
penggunaan militer. Lahan untuk
infrastruktur dan program-program
untuk kepentingan umum
perkotaan, Infrastruktur perkotaan
termasuk suplai air dan drainase,
perlindungan lingkungan,
penyediaan tenaga listrik,
telekomunikasi, gas batubara, jalan
dan jembatan, pemadam kebakaran
dan keamanan public program
untuk kebaikan publik meliputi
fasilitas pendidikan, budaya dan
kebersihan perkotaan. Lahan untuk
proyek-proyek dukungan kunci
nasional seperti energi, lalu lintas
dan air pemeliharaan. Lahan untuk
tujuan lain yang ditentukan oleh
undang-undang dan  peraturan
administrasi.
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Bentuk Ganti | Uang, tanah  penganti, atau | Uang, pergantian tanah, | Nominal uang Pembayaran  dengan  sejumlah
Rugi keduanya  vyaitu uang  dan | pemukiman uang
pengantian tanah
Faktor yang | Tim penilai atau penilai publik, | Nilai pasar tanah .- pasar tanah saat | Meletakkan prinsip-prinsip  luas
mempengaruhi | masyarakat pemiliki hak atas 5 umkannya pengambilan hak | kompensasi
kerugian dicapai. hiya. bidang tanah tertentu

UNISSULA
ellul| 20l loluinala

penghasilan
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B. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Nilai Keadilan dalam

Prospektif Islam

. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari Prospektif Islam
Refomasi dunia yang diajarkan oleh al-Qur'an berlandasakan pada prinsip

keadilan dan kejujuran, khsusnya dalam kegiatan sosial-ekonomi yang melibatkan

proses pebagian kekayaan dan pemerataannya antara warga masyarakat, sebab

dunia yang sudah direfomasi tidak baleh mengenal terjadinya peolehan kekayaan

kekayaan begitu r / /
masyarak ‘3&
besar bag..i

terkandung

kelangsungan'! ar manusianie Alah SWT, kepada

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh. Dan dia maha
mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Bagarah ayat 29).
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Secara teologi bumi diciptakan oleh Allah utuk semua umatnya, maka
ditekankan bahwa bumi (tanah) itu harus dikelola secara adil untuk sebesar
besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyaakat, hal ini dapat

dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut:

1) Surat al-A’araf ayat 24

1 menjadi musuh
1” kediaman dan

-4,

J\.:J\u’..m_, Varad uo_)q\

ﬂ\"f’\_)’.\....uuow\é.“ P .,Y!ZiSj'é.:'ﬁlﬁ”

“Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khilafah-khilafah setelah kamum ‘ad
dan menempatkanmu di bumi. Ditempat datar kamu dirikan istana-istana dan
bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka igatlah nikmat-nikmat Allah
dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi”
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Menurut Hukum Islam, hubungan antara penguasa sebagai suatu badan
hukum (publik) dengan pemegang hak atas tanah sebagai orang yang dikuasai
ialah, penguasa dapat memperoleh hak atas tanah sebagaimana halnya dengan
badan hukum (privat) lainnya Caranya, dengan melakukan hubungan hukum 2
(dua) pihak dengan pemegang hak atas tanah dengan jual beli, tukar menukar dan

hubungan-hubungan hukum lainnya yang dapat memindahkan hak atas tanah

'
SNISSUDLA

e ,/c. ‘;‘ﬂﬂ-‘t«eﬂfl 2oyl
BB, i i

”’ 9} )/
p “qusuo_)f.gg 4.“\;)\ s

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Semua hak dalam Islam dibatasi oleh prinsip menolak munculnya
kerugian dan menarik munculnya manfaat bagi masyarakat umum. Hak-hak milik
dalam Islam ditujukan untuk mewujudkan mashlahah bagi masyarakat umum,
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selain berfungsi merealisir kemaslahatan bagi pemiliknya.?!! Dalam kaitannya
dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Islam
memperbolehkan pembebasan atau pencabutan hak milik dari pemiliknya
manakala ia tidak bisa menggunakan hak miliknya secara baik, sementara tidak
menemukan jalan lain untuk mencegahnya. Berkenaan dengan pembebasan tanah

atau pencabutan hak atas tanah.?*?

. Nilai Keadilan dalam Pr

eme! k..menegakkan keadilan seperti

& ;
UMISSUL A /A

hny: (
kebajikan, memh ﬂﬁf-uﬂé‘.y!@_eﬁaﬂﬂhﬁ:ﬁulgv melarang melakukan
perbuatan keji, ke aran, dan permusuhan. Dia memperi pengajaran kepadamu
agar kamu dapat mengambil pela;j afaﬁ:\’

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-

benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang

211 Muwahid, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Melibatkan Pihak
Swasta Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam
Volume 7, (No.1), April 2017 p-ISSN 2089-0109; e-ISSN 2503-0922

212 1hid
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3

lebis besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan
spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi
semua hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia
tidak ada yang dapat memberi keadilan.?*3

Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur.
Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara

tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah

d
\ 'Fﬁ?”-w? I@*&*&ﬁl-np‘-’ﬂarﬂ,@.

tanggung jawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara

satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan

213 Saiyad Fareed Ahmad, Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam
Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith,
Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil, (Bandung : Mizan Pustaka, 2008), him 151.

214 Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat
13, surat al-Naml ayat 52, surat al-lsraa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8,
surat al-A’raf ayat 96.

215 Didin Hafidhuddin, Agar Layar Tetap Terke mbang: Upaya Menyelamatkan Umat,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), him 249
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untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga
tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan
sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap
undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu
diri.?*® Konsep keadilan dalam Islam disimpulkan sebagai berikut, yakni pertama,
keadilan berbasis tauhid yakni keikhlasan terhadap segala kenikmatan yang
dilimpahkan oleh Allah SWT yang.tertuang dalam agidah dan syariah. Kedua,

keadilan  berbasis undal 5.:4.///\\

kesejahteraan dari-ekonom seffatanyda didikan dalam pranatapranata

i | kesetaraan dalam mengakses

sosial yang

Sehingga Mela ; 3 yang diperintahkan

oleh Allah SWT UW‘@&“L&

terlebih dalam bidang dan *-\“?l@dn.?liﬂmﬂ"o!,ﬁ an, konsep keadilan yang
i

merupakan prinsip Kedua Setefah tauhid-ya

hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan

agai aspek kehidupan,

I keadilan dalam berbagai

antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu

216 Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, Konsep, Teori, Dimensi dan Isu
Pembangunan, (Malaysia: Univesiti Teknologi Malaysia, 2003), him 116.

217 Fauzi Almubarok, Keadilan Dalam Perspektif Islam, Jurnal, ISTIGHNA, Vol. 1, No 2,
Juli 2018 P-I1SSN 1979-2824, him 138

218 Muhammad Dhiaduddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),
him 268.
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dengan hakim dan yang berper kara serta hubungan - hubungan dengan berbagai
pihak yang terkait.?'°

Merujuk pendapat dari Murtadha Muthahhari yang mengemukakan bahwa
konsep adil dikenal dalam empat hal®®® : pertama, adil bermakna keseimbangan
dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka
masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala
sesuatu yang ada di dalamnya haf e

-".-.

dengan kadar yang sama. Kesgtfi

sis dengan kadar semestinya dan bukan

stal. mengharuskan kita melihat neraca

hd
segala sesuatu dg W W ﬁ gg @ Ka ‘11 J/semestinya dan jarak-

jarak diukur dengs ---uﬁvfy J 5:‘."1;'.::=1al--j.'-?mri-.;-' 4, adil adalah persamaan

i
i
penafian terhadaprETbEdaHn—ap ’

memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan

g dimaksudkan adalah

persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. Ketiga, adil adalahmemelihara hak-
hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.

Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum

219 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), him 72.
220 Murtadha Muthahhari, Op.Cit, halaman 53-58.

265



manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil
adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri??* mempunyai arti yang lebih
dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya
Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat

manusia lainnya. la merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena

/
mengelompokkaf w N i g @ w i ﬁi hstantifdan prosedural

yang masing-mas Hw!{ I@jﬁ;ﬁ?g!ﬂ-@?ﬂﬂ@ an' yang berbeda. Aspek
i
i

substantif berupa ‘efemen-etemen keadita

substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam

ubstansi syariat (keadilan

hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).
Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara

tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif

221 AA. Qadri, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan
Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, (Yogyakarta : PLP2M, 1987), him 1.

222 Madjid Khadduri, Teologi Keadilan (Perspektf Islam), (Surabaya : Risalah
Gusti, 1999), him 119-201.
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merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib
pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu
tidak mungkin membebani orangorang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi
keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib[5] pada
saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai
berikut:

(1) Hendaklah samakan (para pihak).masuk mereka ke dalam majelis, jangan

Hendaklah samadil

i

(@)
(3)
(4)

(5)

spektif Islam, saya

mengutip pendllé : Ej ﬁ E E.i' @ u-’ gal ipemimipin Islam tertinggi di
LT L3
zamannya’ belial{ fﬂ%\}”'iﬁbﬂﬂ,@ﬂyj Il‘_.“‘ /

Dd

erupakan prinsip yang

A1l

signifikan dalam memelihara kesel'm'f)“zfngan masyarakat dan mendapat perhatian
publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa
kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan

diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.
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https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/keadilan-dalam-perspektif-islam/#_ftn5

C. Gagasan Kepastian Hukum yang Berkeadilan dalam Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan Nasional untuk Kepentingan Umum
Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada
masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu
dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan.??® Sebagai

subjek hukum, manusia memiliki peran yang esensial dalam mencapai keadilan,

kepastian dan kemanfaatan h usia dapat mengendalikan sebagaimana
yang diinginkan, namun tet Ibu norma hukum, sehingga tidak
keluar dari jalur ya epastian hukum mencakup
sejumlah aspel kepastian hukum
ialah perl ang-wenangan
individu | pflercayaan akan

e
kepercayaan -. @ N i 5 g w w_ ﬁ, atau administrasi
(pemerintah).?2* | lewh
i
i
Secara Mal%na,—kvspasfran—ada'iéh

atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman

n) yang pasti, ketentuan

kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan

yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti

223 suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan
Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Mazahib,Vol Xv, (No.1) Juni 2016, ISSN 1829-9067;
EISSN 2460-6588. him 22

224 | H. Hijmans, dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas
Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas
Wigati Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal 208.
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hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan
yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.??® Secara normatif
kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara
pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak
menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi
suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

menimbulkan konflik norma. Kepastian_hukum menunjuk kepada pemberlakuan

hukum yang jelas, tetap, k onsekuen yang pelaksanaannya tidak

dapatdipengar an-keadaan yano.s Uasubjekif,
I i 1 ',;‘:‘é\m: pengertian, yaitu

pertama, | : 'Sife it lu mengetahui

adanya aturan

d
boleh dibebanka U dilakuken -oleh Negara™ terhads individu.??®  Ajaran

kepastian hukum | ﬂ‘!’!-uﬁ!-yléj':‘?!ﬁ?!hl--]T&!'Drn',s;h_ tik yang didasarkan pada
aliran pemikiran p'bsiﬂvistis—di—dum"é“

sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini,

nderung melihat hukum

hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Kepastian hukum diwujudkan oleh
hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat

umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

225 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
(‘Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), him.59

226 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, ( Bandung : Citra Aditya Bakti,
1999), him.23.
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bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata
untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi
keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh
berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan
kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian

hukum harus dijaga dem grii an suatu negara. Akhirnya hukum

'/z‘ .mﬂl --._. hukum dan nilai yang

positif harus seI
-
.-..-'

w : 4 3 g /hakiki untuk

ELy
\ =
dari John Rawls diatf

[

v
menggugat rasa w W E g E W ® ﬁ roleh rasa keadilan,

i

Ate 'étfl-lﬂb’ Iéjﬁkﬁﬂﬂ-ﬁﬁ?ﬂ.@{@h dilan”. ??° Sedangkan

khususnya masya
i
keadilan menurut Pancasiia adatah k

tuntutan dan norma, artinya, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati

apat dipandang sebagai

dan semua manusia diperlakukan dengan sama.?*°

227 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta
. Toko Gunung Agung, 2002), him 95.

228 Arief Sidharta, llmu Hukum Indonesia, (Bandung : Universitas Paeahiyangan, 2010),
him 54

228 Muhammad Fais, Teori keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, 2009 him 135.

230 Arief Sidharta, Lok.Cit. him 54.
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Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tentang makna
keadilan, dimana KBBI menjelaskan makna keadilan “merupakan adjektiva yang
menjelaskan nomina atau pranomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil yang
berarti: (1) tida berat sebelah atau tidak memihak, (2) berpihak kepada yang benar
atau berpegang kepada kebenaran, (3) sepatutnya atau tidak sewenang-

weanang.?®! Konsep keadilan tentunya dapat diruntur dari bahasa, mengingat

subtansi keadilan bermula dari m bahasa.

ol
an

Proses pelaksanaan..pe ana prasarana untuk kepentingan

¥
hilangnya atas 5. ; E., H ﬁ @Q W Lﬂ / alah penggantian yang

|1 . &
layak dan adil keps ﬁéﬁu»fﬁfl@ﬁ'{;ﬂ.’a1..-]71':11-7%:;% gngadaan Tanah.?*

C
b
|1

Bentuk ganti kKerugian sendiri dapa

pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang

engan bentuk uang, tanah

disetujui oleh penerima hak dan pihak yang memperlukan lahan. Pemberian ganti

kerugian tentunya nilai nya harus sepadan dengan objek tanah yang diambil

231 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :
Snar Grafika, 2005), him 7.

232 Makna Ganti Kerugiaan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, Lebih Spesifik Pada Ketentuan Umum BAB 1| Pasal 1 Poin 10.
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haknya atas penguasa atas tanah. Regulasi yang mengatur terkait dengan
penetapan nilai suatu objek tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan
guna kepentingan umum terdapat dalam Pasal 63, 64, 65, 66, dan 67 Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Objek pengaturan dari penetapan nilai
pada bagian ke-enam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dapat dilihat pada

tabel berikut:

NO

1 \

2 /?anah untuk
3 ap objek oleh
4 "Pasca Pelaksanaan
5 5 tanah yang akan

Kewenangan penetapan nilai ganti kerugian berada pada ketua
pelaksanaan pengadaan tanah yaitu Ketua Badan Pertanahan Nasional. Secara
utuh Pasal 63 dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 63
1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua

Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai
atau penilai publik.
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2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

3) Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4) Pelaksanaan pengadaan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Penetapan nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai sendiri tentunya
merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi yang akan

Kepentingan umum. Nilai ganti kerugian

musyawaré dahulu hasil

penilaian

terdapat dala S ciatura omor 71 Tahun 2012

tentang Penyél U N i Q E 'jl ﬂ. ‘_-‘ embangunan

Kepentingan Umu fﬁuﬂy!é‘f@ﬁ%ﬂ.-@?ﬁlﬂ@ abagai berikut:

dengan berita

diri secara legal

Untuk

Pasal 65

1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian
bidang per bidang tanah, meliputi:

tanah;

ruang atas tanah dan bawah tanah;

bangunan;

tanaman;

benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

kerugian lain yang dapat dinilai.

2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar
nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua
Pengadaan Tanah.

"o 00T
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3) Pelaksanaan tugas Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
ditetapkannya Penilai oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Apabila dikorelasikan antara konsep keadilan dan kepastian hukum dengan
penetapan nilai ganti kerugian pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, maka masih ditemukannya kebiasan pada regulasi yang

mengatur, kebiasan tersebut tentunya.memunculkan rasa ketidak adilan dan rasa

pada kata “Ganti Kerugian”,

ketidak pastian hukum. Ha

yaitu menanggungatat menderitarugl.— | § 17, %

Berdasarkan ‘?"‘"uvt.'!y léﬁ?‘ﬂ?”&l&fbﬁﬂr{:‘- egulasi penyelenggaraan
i

i
pengadaan tanah b“agi—pembangun

Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tentunya kata ganti kerugian dapat diartkan

umum yaitu Peraturan

bahwa penerima hak atas objek tanah akan mengalami kerugian atas pelepasan
hak atas tanah yang dimiliki. Dapat dibenarkan pula apabila tim penilai atau
penilai publik yang ditunjuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah memberikan
penilaiaan dibawah harga pasar, mengingat terjadinya kebiasan bahasa terhadap

penilaian harga terhadap objek atas tanah, meskipun saat ini pemberian nilai
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dibawah harga pasar terhadap objek tanah yang akan dipergunakan untuk
kepentingan umum tidak terjadi seperti itu.

Mengingat terjadinya kebiasan bahasa sehingga menimbulkan multi tafsir
terhadap makna dalam aturan hukum, maka peneliti memiliki gagasan perubahan
atau rekuntruksi hukum pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dimana

ruh pada Peraturan Presiden tersebut adalah penetapan nilai terhadap objek tanah

)
pantas, atau pal edanoken kaia kel u N men makna perihal layak

(patut, pantas), kep m’?vu%_gl&a‘r?’bﬂ?luﬁ:ﬂa"ﬁ- ikian akan terwujudnya
i

|1
kepastian hukum kepada masyarakat,

Secara rasional seseorang akan melepaskan haknya jika kompensasi ganti

kerugian yang diterima dianggap layak, tetapi sering kali dalam upaya
pembebasan tanah masyarakat merasa tidak puas dengan ganti kerugian yang
ditetapkan, bahkan istilah “ganti kerugian™ dipersepsikan sudah pasti orang yang
melepaskan Hak Atas Tanahnya mengalami atau menderita kerugian. Walaupun

tidak dapat dipungkiri adakalanya ganti kerugian atau kompensasi yang diminta
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masyarakat dianggap terlalu tinggi. Pemberian kompensasi dalam pelaksanaan
pengadaan tanah dimana segala kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik atas
tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan
tanah.

Pelepasan atau penyerahan Hak Atas Tanah harus berdasarkan prinsip
penghormatan terhadap hak-hak atas tanah. Secara rasional untuk melindungi hak

seseorang, setiap pembebasan tan

-".-.

ah harus dilakukan dengan kompensasi yang

=

nilai pasar.
Tanah telah S 98 g 2 memadai, karena ganti

kerugian terseb atwie : /

kehidupan yan U H “ @g @j Lﬁ. /An hak atas tanahnya
| ™ . ]
' "E?"J'lﬂ'-l‘_zr !éﬁh‘;ﬂlﬁlq?fﬁn!@.

kemudian menda /ang selanjutnya dapat

|1
digunakan untuk thbmym—sek

gunakan untuk modal usaha, disamping itu mereka juga dapat menempati rumah

eka, atau dapat mereka

baru yang kondisinya lebih baik dari rumah mereka dahulu.
Gagasan lain yang dipikirkan oleh peneliti adalah perlunya lembaga,

instansi, atau badan yang ditunjuk secara langsung untuk melakukan pengawasan

233 | jhat pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

234 Agus Oprasi, Op.Cit, him 105.
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terhadap proses pengadaan tanah. Dasar perlunya pengawasan adalah untuk
melakukan kontrol serta pemantauaan agar tidak terjadinya penyelewengan
kewenangan atau tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Tugas dan
kewenangan yang diberikan kepada pengawas berawal dari perencanaan
pengadaan tanah hingga pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak
dengan objek pengadaan tanah, mengingat pada tahapan ini masyarakat sudah

menerima atau mendapatkan kepastian dan hak yang harus diterima atas

[
’
3.E

Pembangunan

m pengertian,
dalam per':__ dengan istilah

rekonstruksi. (K ; art; rarti pembaharuan

'.

interpretasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi
adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna
suatu kata ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata.?*®

Sedangkan dalam Bahasa Inggris, reconstruction: rekonstruksi, pembangunan

235 Hasan Alwi, Op.Cit. halaman 374.
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kembali.?*® Dalam Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English
Language, Reconstruct: 1. to construct again; rebuild; make over, 2. to recreate
in the mind from given or available information, 3. to arrive at (hyphothetical
earlier forms of words, phonemic systems, etc) by comparison of data from a later
language or group of related languages; Reconstruction: 1. an act of

reconstructing; 2.a. the process by which the states that had seceded were

- di ii""'“*ﬁ

!HE bﬂ E & .Seg ‘-' fm ij. angat tergantung pada
* I ; s, i
wtllel) Lol leltnaa
i,

eksnya perlu dibedakan
| OR—

atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

\

Rekuntruksi menurut para ahli diantaranya adalah pendapat dari B.N

Marbun mendifinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali

236 John M. Echols & Hassan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia (Gramedia : Jakarta, 1980)
Him 471.

Z'David Yerkes, Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English
Language, (New York/Avenel, New Jersey: Gramercy Book, 1989) HIm 1200.

238peter Salim, The Contemporary English-Indonesian Dictionary, (Modern English Press
: Jakarta, 1991) him 1598.

295arwiji Suwandi, Semantik Pengantar Kajian Makna, (Media Perkasa : Yogyakarta,
2004) hlm 63.
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dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau
kejadian semula®*. James P.Chaplin Reconstruction merupakan “penafsiran data
psikoanalitis sedemikian rupa,untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang
telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang
bersangkutan”.?*! Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga point penting,
yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan

karakteristiknya. Kedua, memperbaik

-".-.

d-hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat

kebiasaan afa ku yang ada c ﬁlainkan juga untuk

mengarahka;'f “H-F H H :q; E !.M ﬂ. hil
\ eellel/| el loluinela

instrumen untL'=|H
\ o,

strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta

/
A hukum bisa dijadikan

i

/.(m ditempatkan secara

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan
pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum

sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (lawas a tool of social engeneering),

2408,N. Marbun, Op.Cit. him 469.
2413ames P. Chaplin, Op.Cit. him 421.
242y ysuf Qardhawi, Op.Cit. him 62.
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instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan instrumen pengatur
perilaku masyarakat (social control). Supremasi hukum bermakna pula sebagai
optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda
pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan

akibat dari langkah-langkah yang diambil (predictability), yang didasarkan

243

pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

lan- birokrasi. Oleh

Cia
u " l ss u LA ¢telah  Roscoe  Pound

memperkenalka 1ya sebagal stiatifperspektif khusus dalam disiplin sosiologi

hukum. Roscoe Pound minta agar para ahli lebih memusatkan perhatian pada
hukum dalam praktik (law in actions), dan jangan hanya sebagai ketentuan-

ketentuan yang ada dalam buku (law in books). Hal itu bisa dilakukan tidak

24350etomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta,
2008) Him 75.

2443atjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, (Alumni : Bandung, 1981) Him
153.
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hanya melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, dan lain-lain

tetapi juga melalui keputusan-keputusan pengadilan.

Hukum sebagai rekayasa sosial harus bersifat sistematis, dimulai dari

identifikasi problem sampai pada pemecahannya, yaitu:24

a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasukdidalamnya
mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari
penggarapan tersebut.

b. Memahami nilai-nilai yang ' Iam masyarakat. Hal ini pentingdalam
social engineering |tu end

sektor kehldupan majem |onal modern dan perencanaan.

; .-“I dicapai hasil yang

- - UN l = s ULA éfnata kembali  dan
- Miéﬂbﬂelwb /
mensinkronkan be erapa-aturan-_nek wm yang ada. Da

hukum Scholten memberikan perhatian terhadap 3 (tiga) syarat yaitu:

melakukan konstruksi

246

a. Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positifyang
bersangkutan.
b. Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang

menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang

2453atjipto Rahardjo, IImu Hukum, (Cipta Aditya Bhakti : Bandung, 2000) Him. 208
2481pid, him 103-104.
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miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah
karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas
milik orang lain.

c. Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak

merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran

yang jelas dan sederhana.

perumusan, p ) @ L ] haI tersebut sesuai

dengan apa yang o u H ’ 5 ﬁ .1' #‘v ﬂ akan bahwa:24’
tllul/ l@ﬂblhlwh /
legal draftl -is-Crystatlization.and-expression.in definitive form of
legal right, privilage, functlon duty or status. it is the development
and preparation of legal instruments such us cnstitutions, statutes,

regulation, ordinances, contracts will, converences, indentures, trust
an leases.

Meninjau Kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana ruh dari Peraturan

247 Meirison Meirison, Legal Drafting In The Ottoman Period, Jurnal, Jurnal IImiah Al-
Syir’ah, Vol. 17, No.(1), 2019, him 39-53.
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Presiden tersebut terletak pada poin ganti kerugian, serta penetapan nilai
ganti kerugian. Mengingat pada poin ganti kerugian merupakan faktor yang
paling menentukan akan pengambilan hak atas tanah yang dimiliki oleh
masyarakat. Sehingga langkah dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentigan umum terletak pada proses penetapan nilai

ganti kerugian nya, terkait dengan hal tersebut peneliti memiliki landasan

untuk berfikir pelaksanaan reku i terhadap beberapa pasal pada
Peraturan Presiden Republi mor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Peng | san. Untuk Kepentingan
. —
Umum. Adap! - f ] dilihat pada
P J2, \ Y
tabel sebe ; ':J \ |
! - f
Tabel 5.3 | Rekonstru Iléng-Undangan.
.‘
NO | Pasal . ¢ Pasal Pa_sca
\ onstruksi
1 1 1 \ ensasi layak adalah

1 -

pengadaan tanah.

\ antian yang layak
' ' {¥- adil kepada pihak
g berhak dalam proses

2 63 |2)Penetapan besarnya nilai ganti [2) Penetapan besarnya nilai

kerugian dilakukan oleh ketua | kompensasi layak dilakukan
pelaksana pengadaan tanah | oleh  ketua  pelaksana
berdasarkan hasil penilaian | pengadaan tanah
jasa penilai atau penilai publik. | berdasarkan hasil penilaian
jasa penilai atau penilai

publik.

3 65 ) Penilai bertugas melakukan [2) Penilai bertugas melakukan
penilaian ~ besarnya  ganti | penilaian besarnya
kerugian bidang per bidang | kompensasi layak pada
tanah, meliputi: bidang per bidang tanah,
a. tanah; meliputi:
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b. ruang atas tanah dan bawah
tanah;

c. bangunan;

d. tanaman;

e.benda yang berkaitan
dengan tanah; dan/atau

f. kerugian lain yang dapat

a. tanah;

b. ruang atas tanah dan
bawah tanah;

c. bangunan;

d. tanaman;

e. benda yang berkaitan
dengan tanah; dan/atau

dinilai. f. kerugian lain yang dapat

dinilai.
66 B) Nilai ganti kerugian yang 5) Nilai kompensasi layak
dinilai oleh penilai | yang dinilai oleh penilai

sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 merupa 2zl Ll

saat pengum ma n e
lokasi f"’a

A,

musyawarah
menetapkan
kerugian.

bentuk

ganti

sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 merupakan
nilai pada saat
pengumuman penetapan
lokasi pembangunan untuk

layak
dimaksud
merupakan
ntuk bidang

kompensa3|

hasil
penilai
: dimaksud
Vet (1), oleh penilai
aikan kepada ketua
3 pengadaan
adengan berita acara
arahan hasil penilaian.
arnya nilai kompensasi

! oleh

k sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dijadikan dasar
musyawarah untuk
menetapkan bentuk

kompensasi layak

68

(3).
dimaksud pada
dilakukan secara langsung
untuk  menetapkan  bentuk
ganti  kerugian berdasarkan
hasil penilaian ganti kerugian
sebagaimana dimaksud dalam

Musyawarah sebagaimana
ayat (1),

(3). Musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara langsung
untuk menetapkan bentuk

kompensasi layak
berdasarkan hasil
penilaian sebagaimana

284



Pasal 65 ayat (1). dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1).

6 74 |3) Pemberian ganti kerugian {3) Pemberian kompensasi
dapat  diberikan  dalam | layak dapat diberikan dalam
bentuk: bentuk:

a. uang; a. uang;
b. tanah pengganti; b. tanah pengganti;
c. permukiman kembali; c. permukiman kembali;
d. kepemilikan saham; atau d. kepemilikan  saham;
e. bentuk lain yang disetujui atau
oleh kedua belah pihak. e. bentuk lain  yang
A) Bentuk gantl ; keruglan disetujui oleh kedua
' belah pihak.
4) Bentuk kompensasi layak
3 _ sebagaimana dimaksud
-{ ayat (1), baik berdiri
diri maupun gabungan
beberapa  bentuk

S| layak,
\m I dengan
e layak
Jﬁalnya sama
/nilai yang
oleh penilai.

eliti diatas, dimana
i
ketentuan dalat ahun 2012 tentang

ntuk kepentingan umum,

dimana pasal yang akan direkonstr-uksi terdapat pada ketentuan pasal-pasal yang
menjadi ruh dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Adapun pasal yang
akan direkuntruksi adalah Pasal 1 ayat (10), Pasal 63 ayat (1), Pasal 65 ayat (1),
Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 68 ayat (3), serta Pasal 74 ayat (1) dan
ayat (2).

Dengan berlandaskan bahasa yang digunakan pada Peraturan Presiden

Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
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Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana konsep bahasa memiliki
kedudukan penting dalam perumusan, pembuatan, hingga pelaksanaan aturan
hukum. Dengan adanya bahasa yang tidak harmonis sehingga beakibat pada
ketidak pastian hukum dimana penggunaan kata “ganti kerugian” atas hak suatu
bidang tanah yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan secara resmi atas bidang
yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Ruh dari Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun.2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan

pada Pas: 6 ayat (1), (2),
(3), dan (4 at (2). Peraturan
Presiden Ré. ingat pasal-pasal

tersebut merupa Braiuiai,. Rres aonesia Nomor 71
Tahun 2012 s 'j N ﬁ gﬁ W gal K ( n atas tindak lanjut
pembahasan tenta ¢ Muﬂi'uwiﬂ‘%‘ﬁﬂiﬂu-ﬁmha onstruksi. Dalam arti kata
lain pasal yang rH?TemtrrTcmmkata'*‘

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaiaan bahasa

pada Peraturan Presiden

dengan mengunakan kata ganti kelayakan. Dengan demikian akan memunculkan

kepastian hukum, serta rasa keadilan atas diambilnya hak suatu objek yang akan

dijadikan untuk pembangunan guna kepentingan umum.
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BAB VI
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam
penelitian Disertasi dengan Judul “Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah dan
Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional” sebagai berikut:

1. Sebagai negara hukum maka sesua

f/

ang dilakukan oleh pemerintah harus

memiliki landasan hukum dalam proses pelaksanaan pengadaan

-ﬁbdll Umum,

(5) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Tanah Bagi

Pembangun

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
(6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
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(7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Berlakunya undang-undang cipta kerja yang disahkan baru-baru ini
memuat juga regulasi tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
secara umum perubahan yang paling menonjol pada undang-undang cipta kerja

adalah Pasal 19, dimana pada pasal tersebut proses pengadaan tanah yang

f
SES penentuan

penilai dengan

. Penetapan belsl perhitungan berdasarkan

ketentuan Perprgs No. 36 tahun"2005 dan Perpres 5 Tahun 2006 Pasal 15

menentukan dasar perhitungan ganti rugi yang didasarkan atas: (a) Nilai Jual
Objek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual
Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga atau Tim penilai
harga tanah yang ditunjuk Panitia, (b) Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh
perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan, (c) Nilai jual
tanaman yang diatur oleh instansi perangkat daerah yang bertanggung jawab
dibidang pertanian.
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Permasalahan-permasalahan bentuk ketidak adilan dalam proses
pengadaan tanah untuk proses pengadaan tanah guna kepentingan umum jalan
tol Semarang-Solo diantaranya:

(1) Pengadaan tanah belum dilakukan secara simultan dengan konstruksi
(2) Badan Usaha bersedia menanggung biaya tanah tapi keberatan atas risiko
yang timbul dari sisi waktu dan besaran harga tanah

(3) Pelaksanaan di lapangan yang:berlarut-larut akibat proses yang panjang

P
u H 1 93 gj Lﬂ. / k kepentigan umum

‘:ﬂfu‘t‘.y liﬂﬁ'ﬁ!‘ﬁ?’mﬂﬁi‘h«} nya, terkait dengan hal
tersebut penelitlli—merﬂ'rﬁki—mn K—perfikir pelaksanaan rekuntruksi
terhadap beberapa pasal pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Adapun pasal-pasal yang akan di

rekonstruksi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 6.1 Rekomendasi Pasal yang akan di rekonstruksi pada Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Bunyi Pasal Sebelum Bunyi Pasal Pasca

NO| Pasal Rekonstruksi Rekonstruksi

1 1 10.Ganti kerugian adalah | 10.Kompensasi layak adalah
penggantian yang layak dan penggantian  yang  adil
adil kepada pihak yang berhak kepada pihak yang berhak
dalam proses pengadaan tanah. dalam proses pengadaan
tanah.

2 | 63 3)Penetapan besarnya_nilai ganti 3) Penetapan besarnya nilai

an.ole Kompensasi layak dilakukan
oleh ketua pelaksana
pengadaan tanah berdasarkan
.ha5|l penilaian jasa penilai

atau penilai publik.

besarnya
) ak bidang per

tanah dan

;| yang berkaitan
an tanah; dan/atau

riigien’ lal S"" | dapatdf : f #r gian lain yang dapat

rut’.-l..ﬁglz.d..u..l sl lilai
4% 0) Nilai Kompensasi layak yang

- oL ain !al oleh penilai
sebagalmana dlmaksud dalam sebagaimana dimaksud
Pasal 65 merupakan nilai pada | dalam Pasal 65 merupakan
saat pengumuman penetapan | nilai pada saat pengumuman

lokasi pembangunan untuk | penetapan lokasi
kepentingan umum. pembangunan untuk
10) Nilai ganti  kerugian | kepentingan umum.

sebagaimana dimaksud pada [10) Nilai Kompensasi layak
ayat (1), merupakan nilai | sebagaimana dimaksud pada
tunggal untuk bidang per| ayat (1), merupakan nilai

bidang tanah. tunggal untuk bidang per
11) Besarnya nilai ganti | bidang tanah.

kerugian berdasarkan hasil [11) Besarnya nilai

penilaian oleh penilai | Kompensasi layak
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sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), oleh penilai
disampaikan kepada ketua
pelaksana pengadaan tanah
dengan berita acara
penyerahan hasil penilaian.

12) Besarnya nilai  ganti

kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dijadikan dasar musyawarah
untuk  menetapkan  bentuk
ganti kerugian.

68

6)

berdasarkan hasil penilaian
oleh penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), oleh
penilai disampaikan kepada
ketua pelaksana pengadaan
tanah dengan berita acara
penyerahan hasil penilaian.

12) Besarnya nilai

Kompensasi layak
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijadikan dasar
musyawarah untuk
menetapkan bentuk ganti
kerugian.

(3). Musyawarah sebagaimana

_ dimaksud pada ayat (1),

- menetapkan bentuk
NSasi layak

iyhasil penilaian
sebagaimana

‘:_diberikan dalam
i

UNISSULA . I

1K "-";:ll

UK am-vane “arseromnn

armukiman kembali;

._II oy an: |‘ L -
I el Vi g onti !!-Elfu-dwl.@ emilikan saham; atau

8. pentuk lain yang disetujui

oleh kedua belah pihak.
Bentuk  ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), baik berdiri sendiri
maupun  gabungan  dari
beberapa  bentuk  ganti
kerugian, diberikan sesuai
dengan nilai ganti kerugian
yang nominalnya  sama
dengan nilai yang ditetapkan
oleh penilai.

oleh kedua belah pihak.

6) Bentuk Kompensasi layak

sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), baik berdiri sendiri
maupun  gabungan  dari
beberapa  bentuk  ganti
kerugian, diberikan sesuai
dengan nilai ganti kerugian
yang nominalnya  sama
dengan nilai yang ditetapkan
oleh penilai.
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Merujuk pada alasan yang dikemukakan oleh peneliti diatas, dimana
ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
dimana pasal yang akan direkonstruksi terdapat pada ketentuan pasal-pasal yang
menjadi ruh dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Adapun pasal yang
akan direkuntruksi adalah Pasal 1 ayat (10), Pasal 63 ayat (1), Pasal 65 ayat (1),

Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 68 ayat (3), serta Pasal 74 ayat (1) dan

ayat (2).

danya proses,

dalam haI ale 2 : , 51 Imlikasi pada

1. Implikasi S¢ Tgofitisl | 5'5 (T]W.\
(1) Diharapka{ f'\"*u"'j!'t i %‘»""1:"'.*1~y.ﬁ-, ghemukan teori baru di

bidang hukum, enar nuk pertanahan yang memenuhi

nilai-nilai keadilan.

(2) Dapat menjadi bahan rujukan bagi perguruan tinggi dalam
mengembangkan kajian terkait hasil penelitian yang akan dilakukan dalam

disertasi nantinya.
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(3) Dapat menjadi sumber referensi bagi para peneliti untuk melakukan
penelitian lebih lanjut sehingga hasil yang didapatkan nantinya dapat lebih

maksimal.

2. Implikasi Secara Praktis
(1) Memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan nilai-nilai keadilan mengenai

pengadaan tanah yang penting

hukum dan pem
(2) Dapat menjadi-s 2 rajukan ba inta lam mengembangkan

erutama bagi kalangan akademisi, badan

a strategis dapat

1al berdasarkan asas

&
URNISSULA

C. Saran
Setelah memahami secara singkat terkait Pengadaan Tanah Guna Kepentingan
Pembangunan Nasional Berbasiskan Nilai Keadilan di atas, maka penulis
menyampaikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

(1) Perlunya regulasi yang mengatur tentang pemberian kompensasi layak
kepada masyarakat mengingat dimana hak atas tanah yang dimiliki akan

diambil oleh pemerintah, sehingga masyarakat dalam melepaskan tanah
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yang dimuliki tidak akan mengalami kerugian akan tetapi menerima
keuntungan mengingat yang diterima adalah dalam bentuk kompensasi
layak bukan lagi ganti kerugian.

(2) Agar terciptanya rasa keadilan dalam proses pemberian ganti kerugian atas
tanah yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum, maka Tim penilai
juga harus memperhatikan kondisi kearifan lokal masyarakat yang

arakat tidak lagi merasa dirugikan karena

o
o
o

slepasan  hannya. Kemudian bisa

W
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